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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latarbelakang Masalah 
Dalam konteks pemikiran hukum Islam Indonesia,  polemik hukum 
waris Islam dikaitkan dengan isu keadilan gender muncul pada tahun 1987 
yaitu gagasan reaktualisasi ajaran Islam yang dilontarkan oleh Munawwir 
Sadzali1 khususnya masalah pembagian harta warisan yang tidak sesuai 
dengan ketentuan normatif al-Qur’an dan pemahaman umat islam mainstream 
bahwa seorang perempuan mendapat separoh dari anak laki-laki. Munawwir 
Sadzali menawarkan pola pembagian yang proporsional yaitu dengan formula 
1 : 1. Adapun yang menjadi dasar pemikiranya adalah adanya tuntutan 
sosiologis  bahwa pembagian sama rata melalui penghibahan adalah lebih adil. 
Adapun Kompilasi Hukum Islam mengatur pola pembagian harta 
warisan dengan formula bagian 2:1 yang sepenuhnya mengadopsi ketentuan 
makna teks al-Qur’an. Hanya saja, Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang 
negoisasi pembagian harata waris dengan menawarkan formulasi pembagian 
harta waris dengan format sulh (perdamaian). Dalam Kompilasi Hukum Islam 
yang terdapat pada buku II tentang hukum  kewarisan BAB III pasal 183 yaitu 
“para ahli waris dapat bersepakat melakukan  perdamaian dalam pembagian 
harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.” 
Disisi lain, para ushuliyyun klasik mengklasifikasikan ayat tentang 
hukum waris dalam kelompok ayat yang qat’iyyud dalalah yaitu ayat yang jelas 
dan pasti penunjukan maknanya dan oleh karenanya tidak perlu penafsiran 
seperti halnya ayat tentang hukuman had bagi pezina. Ketentuan hukum waris 
tidak perlu penafsiran kecuali langsung diamalkan sesuai dengan bunyi teks atau 
makna yang tersurat. Terhadap nash yang bersifat rinci (tafshili)  dan jelas 
(sharih) tidak ada peluang untuk ijtihad. 
1 Iqbal  A. Saimina (ed) Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam, (Pustaka Panjimas, 
Jakarta, 1988)  hlm. 28. 
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Secara normative, pembagian harta warisan  baik menyangkut siapa 
ahli waris  dan berapa bagian masing-masingnya al-Qur’an telah menjelaskan 
secara rinci dan jelas yaitu pada surat an-Nisa ayat 11, 12, 13 dan 179. Pola 
pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan yang menjadi 
fokus kajian ini adalah surat an-Nisa ayat 11 dengan pola pembagian  2 : 1 
antara laki-laki dan perempuan.  
Substansi ayat yang menunjuk pada makna hukum (wajhu al-dilalah) 
pada suat an-Nisa ayat 11 di atas adalah kalimat  ظح لثم ركذلل مكدلاوا يف الله مكیصوی
نییثنلاا . Kata دلاوا yang merupakan inti pembahasan adalah isim yang 
menyatukan tentang sesuatu atau banyak baik anak laki-laki maupun anak 
perempuan, sehingga perlu diberikan penegasan (muqayyad) dan disinilah 
fungsi kata ركذلا  dan يثنلاا seolah-olah menjadi  muqayyad terhadap kata دلاوا  . 
Untuk lebih memperjelas posisi dari makna ayat di atas bandingkan dengan 
ayat 176 surat al-Nisa :  
نییثنلأا ظح لثم ركذللف ءاسنو لااجر ةوخإ اوناك نإو 
Artinya: dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan 
perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua 
orang saudara perempuan.  
 
Sebelum menyatakan kata ركذلا  dan يثنلاا terlebih dahulu dinyatakan 
jenis gendernya yaitu kata ءاسنو لااجر . Dengan memperhatikan ayat 176 surat 
an-Nisa ini semakin mempertegas fungsi pembatasan makna yaitu untuk 
menyatakan pembagian warisan didasarkan pada fungsi gender. Sedangkan 
kata ركذلا  dan يثنلاا maknanya tetap mengacu kepada makna pembedaan jenis 
laki-laki dan perempuan dalam pengertian secara biologis.14TP1F7 
Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa bagian anak laki-laki adalah 
sama dengan dua anak perempuan. Ketentuan ini didasarkan pada pemikiran 
bahwa peran gender anak laki-laki adalah penanggungjawab keluarga yaitu 
7 Nasarudin Umar, "Kajian Kritis Terhadap Ayat-ayat Gender (Pendekatan Hermeneutik) 
" dalam, Siti Rukhaini Dzuhayatin dkk (ed), Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan 
Gender Dalam Islam (Jogjakarta: PSW UIN Jakarta, 2002), hal. 141-142. 
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sebagai penganggungjawab ekonomi keluarga. Hal ini dinyatakan dalam al-
Qur'an surat anp Nisa ayat 34.  
Para mufassir pada umumnya memberikan makna lafad Qawwamun 
pada ayat di atas bahwa suami adalah pemimpin, pelindung, penanggungjawab, 
pendidik dan pengatur dalam konteks kehidupan rumah tangga. Bahkan  ayat 
ini juga dipahami sebagai landasan bagi pengharaman / pembatasan perempuan 
untuk terjun menjadi pemimpin di wilayah publik (kepemimpinan politik). 
Pemaknaan atas kelebihan seorang suami atas iterinya didasarkan pada 
pamaknaan lafadz lain yaitu lafadz bima faddhalallah yaitu sebab Allah 
melebihkan kepada laki-laki.8  
Menurut Muhammad Abduh sebagaimana dikutip oleh Nasarudin 
Umar, menyatakab bahwa ayat ini tidak memutlakan kepemimpinan laki-laki 
terhadap perempuan, karena ayat di atas tidak menggunakan kata bima 
faddhalahum ‘alaihinna atau bima tafdilihim ‘alaihinna (oleh karena Allah 
telah memberikan kelebihan kepada laki-laki) tetapi menggunakan kata 
faddhalallahu ba’dhuhum ‘ala ba’din (oleh karena Allah memberikan 
kelebihan di antara mereka di atas sebagian yang lain)9 Sedangkan 
Muhammad Shahrur berpendapat dalam kaitan interpretasi superioritas laki-
laki dengan berbagai keutamaan fasilitas hukum yang dimilikinya adalah 
bersumber dari tafsir ulama fiqh yang memaksakan otoritas patriarkhis sebagai 
sebagai system social, meskipun system itu adalah warisan masyarakat pra 
Islam, khususnya Yahudi.10 Teori yang diajukan oleh Shahrur adalah teori 
batas (huhu>d) yaitu batasan tertinggi (had al-a'la) dan batasan terendah (had 
al-adna). Bagian laki-laki dalam perolehan harta warisan adalah batas 
8 Imam al-Jasshas, Ahkam al-Qur’an, Juz 3, hal. 184. 
9 Penelitian yang dilakukan Nasarudin Umar dalam memaknai surat an-Nisa’ ayat 34 
dengan melakukan penelusuran makna kata ar-Rija>l dengan makna variatifnya yang 
mendasarkan pada tafsir maudhu’i dengan menghubungkan pada ayat-ayat lain yang pada 
prinsipnya kata ar-Rija>l tidak semata-mata bermakna ‘jenis kelamin laki-laki’ tetapi seseorang 
yang dihubungkan dengan atribut social budaya tertentu, lebih lanjut lihat Nasarudin Umar, 
“Kajian Kritis Terhadap Ayat-ayat Gender (Pendekatan Hermeneutik)”, dalam Siti Ruhaini 
Dzuhayatin dkk, Rekonstruksi hal. 124-130. 
10 Muhammad Shahrur, Dirasat Islamiyah Mu'ashirah: Nahwa Ushul Jadidah li Fiqh 
al-Islamy,  terj. Sahiron Syamsuddin " Metodologi Fiqh Islam Kontemporer" (Jogjakarta: elSAQ 
Press, 204), hal. 349. 
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tertinggi/maksimal, sedangkan perolehan perempuan adalah batas terendah 
yang bisa bergerak ke atas sehingga sama dengan perolehan laki-laki. 
Argumentasi yang dibangun Shahrur adalah karena ahli waris perempuan 
adalah factor peubah (al-mutahawwil) bagian anak laki-laki yang merupakan 
variable pengikut (tabi').11 
Jumlah perolehan ahli waris laki-laki akan selalu tetap, sementara 
jumlah perolehan hli waris perempuan berubah-ubah sesuai dengan jumlah ahli 
waris anak perempuannya. Oleh karena itu, penyebutan jumlah laki-laki hanya 
sekali dalam ayat-ayat waris, sedangkan jumlah anak perempuan memiliki 
berbagai kemungkinan nilai yang sangat beragam, sejak dari satu hingga tanpa 
batas. 
Pendapat Muhammad Shahrur di atas juga parallel dengan pendapat 
Nasr Hamid Abu Zaid dengan menyatakan bahwa bagian bagi perempuan 
adalah bagian pokok (al-ashl) yang akan mempengaruhi prosentasi bagian laki-
laki. Oleh karena itu memungkinkan ada dinamika pembagian warisan dalam 
Islam dengan mempertimbangkan realitas sosial yang berkembang bergerak 
pada terbukanya ruang akses yang sama antara laki-laki dan perempuan, maka 
batasan bagian perempuan dari batas minimal kemaksimal menjadi 
dimungkinkan dengan berpegang pada tujuan universal syariat Islam yaitu 
upaya penciptaan nilai keadilan. Hal ini juga untuk mendekatkan idialisme 
Islam untuk mempertautkan antara horizon kesetaraan religius (musa>wah 
diniyah) dengan horizon kesetaraan social (musa>wah ijtima>'iyyah) secara 
padu sesuai dengan paran gender laki-laki dan perempuan.12 
Dalam pandangan Ashgar Ali Engineer, para penafsir awal memaknai 
ayat ini sebagai bukti persetujuan illahi atas superioritas  laki-laki. Pola 
penafsiran yang berbeda datang dari pemikir modernis Muhammad Asad yang 
tidak menekankan pada pemaknaan pada superioritas laki-laki terhadap 
perempuan akan tetapi pada kewajiban laki-laki untuk menjaga perempuan.. 
11 Muhammad Shahrur, Dirasat Islamiyah Mu'ashirah: Nahwa Ushul Jadidah li Fiqh 
al-Islamy,  terj. Sahiron Syamsuddin " Metodologi Fiqh., hal. 342-345. 
12 Nasr Hamid Abu Zaid, Dhawair al-Khauf: Qira'ah fi Khithab al-Mar'ah, terj. Moh 
Nur Ichwan, Dekonstruksi Gender: Kritik Wacan Perempuan dalam Islam (Jogjakarta: PSW 
UIN Jogjakarta, 2003), hal.207-211. 
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kata Qawwam diterjemahkan sebagai seseorang yang harus ‘sepenuhnya 
menjaga perempuan’. Muhammad Asad beranggapan bahwa Qawwam 
merupakan bentuk qa’im yang diperkuat dan bahwa bentuk gramatika ini lebih 
komprehensif dan ini mengkombinasikan penjagaan dan perlindungan fisik 
juga tanggungjawab moral.  
Adapun bahwa laki-laki di beri fadhal (kelebihan) oleh Allah karena 
menjadi penanggungjawab ekonomi keluarga, menurut Muhammad Asad 
sebagai suatu karunia Allah yang lebih besar pada laki-laki dari pada 
perempuan karena pada masa itu laki-lakilah yang mencari nafkah dan 
dihabiskan untuk perempuan. Secara sosiologis, perempuan pada masa awal 
Islam dalam kenyataanya tidak mencari nafkah. Dengan demikian fadhal 
(karunia Allah) lebih bersifat sosiologis daripada ilahiyah.13 Dengan 
pemaknaan demikian ini maka sesungguhnya memungkinkan adanya 
perbedaan anugerah di antara kaum laki-laki, karena tidak semua laki-laki 
menerima ‘anugerah’ yang sama dan, tentunya tidak semua laki-laki 
mendapatkan anugerah yang lebih beasar daripada yang diterima perempuan. 
At-Thabari memahami ayat tersebut sebagai petunjuk tentang 
kewajiban finansial suami vis-a-vis perempuan, bukan tentang status ontologis 
mereka sebagai laki-laki.14  Laki-laki hanya menjadi qawwamun atas 
perempuan dalam perkara di mana Tuhan memberikan kelebihan kepada 
beberapa laki-laki dibanding yang diberikan-Nya kepada perempuan, dan 
dalam urusan membelanjakanya, maka jelaslah bahwa laki-laki sebagai sebuah 
kelas bukanlah qawwamun  lain.  
Menurut Fazlurrahman sebagaimana dikutip Asma Barlas menyatakan 
bahwa kecukupan ekonomi seorang perempuan dan konstribusinya terhadap 
keluarga akan mengurangi superioritas suami “karena sebagai manusia” dia 
tidak memiliki superioritas atas isterinya. Tuntutan al-Qur’an agar suami 
menjadi pencari nafkah, maka tidak secara otomatis menjadikanya sebagai 
13 Asghar Ali Engineer, Matinya Perempuan, Menyingkap Mega Skandal Doktrin dan 
laki-laki, Transformasi al-Qur’an, Perempuan dan Masyarakat Modern, alih bahasa Akhmad 
Afandi, (Yogyakarta: IRCisoD, 2003) hal. 88-89. 
14 Asma Barlas, Cara Qur’an Membebaskan Perempuan, alih bahasa R. Cecep Lukman 
Yasin (Jakarta: PT Serambi  Semesta, 2003), hal. 232. 
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seorang kepala rumah tangga. Pencitraan semacam ini tergantung pada definisi 
patriarkhi tradisional tentang ayah sebagai suami dan suami sebagai ayah yang 
tidak diakui oleh al-Qur’an.15 
Dalam pandangan mayoritas ulama, pemberian lebih banyak harta 
kepada anak laki-laki didasarkan pada alasan bahwa laki-laki mempunyai 
kelebihan-kelebihan dibanding anak perempuan. Muhammad al-Lahim misalnya 
memetakan kelebihan laki-laki sehingga mendapat bagian harta warisan lebih 
karena beberapa factor. Pertama, anak laki-laki bekerja secara produktif untuk 
akumulasi harta disektor public. Kedua, anak laki-laki adalah penanggungjawab 
ekonomi keluarga. Ketiga, harta suami dihabiskan untuk keperluan keluarga, 
sementara harta isteri tetap utuh. Di samping itu datangnya Islam telah 
memberikan penghargaan terhadap kaum perempuan di bandingkan zaman masa 
pra Islam. Sebelum Islam datang perempuan tidak memperoleh harta warisan, 
bahkan dia bisa menjadi barang warisan.16  
Konstruksi pembagian warisan sebagaimana diatur dalam al-Qur’an 
dalam bentuk angka-angka yang bersifat matematis seperti  ½, ¼, 1/3, 1/6, 1/8,  
2/3 dan sisa (ashabah) tampak tertutup untuk lahirnya penafsiran yang berbeda 
dengan bunyi teks. Namun demikian, Ketentuan waris Islam bukanlah aturan 
yang lahir di sebuah daerah yang vakum tata nilai dan budaya yang melingkupi 
di mana hukum itu akan dibumikan. Secara sosiologis, masyarakat Arab 
menganut pola  patrilinieal di mana  seorang laki-laki adalah pemegang kendali 
keluarga dan ia memiliki posisi sentral secara sosial. 
Kenyataan sejarah menunjukan bahwa struktur sosial suatu masyarakat 
merupakan hal yang beragam dan dinamika kebudayaanya sebagai sesuatu yang 
tidak bersifat ajeg dan permanen. Dalam pembagian harta warisan pada 
pelaksanaanya telah melahirkan beberapa konsep baru yang tidak secara 
eksplisit diatur dalam al-Qur’an, seperti masalah ‘aul, radd, gharawain dan 
musyarakah dan ini menunjukan adanya dinamika dan perubahan-perubahan 
teknis pelaksanaan pembagian warisan Dengan kata lain, tidak jarang 
15 Asma Barlas, Cara al-Qur'an.. hal. 234. 
16 Abdul Karim ibn Muhammad al-Lahim, al-Faraidh., hal. 2- 5. 
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menentukan paket hukum dari al-Qur’an sebagai suatu keharusan mengalami 
kesulitan. Maka munculah istilah qat’y al-tanfidz (pasti pelaksanaanya) dan 
dzanny al-tanfiz (tidak pasti pelaksanaanya). 
Dengan demikian, persoalan implementasi hukum waris dalam Islam 
menjadi sangat kondisional dengan mempertimbangkan aspek-aspek lain di luar 
hukum itu sendiri yaitu dimensi persepsi sosial tentang makna keadilan hukum. 
Tujuan moral dan spirit dasar dari ketentuan hukum waris Islam adalah 
terciptanya pembagian harta warisan secara adil. Adapun parameter nilai 
keadilan adalah persepsi sosial yang hidup dan berkembang di tengah-tengah 
masyarakat di mana hukum waris dilaksanakan. Atas dasar pemikiran seperti 
ini, maka soal tehnis pembagian hukum waris menjadi sesuatu yang 
‘partikular’. Konstruksi matematis bagian warisan dalam bentuk angka tidak 
lebih sebuah perlambang dari sebuah cita-cita keadilan dan oleh karenanya 
menjadi mungkin berubah seiring dengan dinamika makna keadilan dalam 
masyarakat. 
Perdebatan teoritis posisi kajian hukum waris Islam antara ulama klasik 
yang mendasarkan pada makna tekstual ayat dan pemikir muslim kontemporer 
yang berpegang pada makna hukum substantive dengan berpegang pada teori 
maqashid al-syariah menarik untuk dikaji dikaitkan dengan isu keadilan gender. 
Fokus penelitian ini pada upaya pencarian landasan epeistemologi, ontology dan 
aksiologi bangunan pemikiran hukum pemikir muslim kontemporer  kemudian 
didialogkan dengan wacana keadilan gender. Signifikansi penelitian ini terletak 
pada upaya pemetaan tawaran gagasan pemikir muslim kontemporer terkait 
dengan pola pembagian harta waris untuk pengembangan kajian hukum waris 
Islam dan kemungkinan sublimasi materi hukum ke dalam materi hukum waris 
di Indonesia. 
 
B. Rumusan Masalah  
Dengan mendasarkan pada latarbelakang masalah di atas, maka masalah 
pokok penelitian ini adalah  bagaimana posisi kajian hukum waris Islam? Apakah 
termasuk kategori wilayah ijtihadiyah (muamalah-rasional) atau tauqifiyah 
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(ubudiah-doktrinal)? Bagaimana pandangan pemikir muslim kontemporer tentang 
tafsir hukum waris Islam dikaitkan dengan isu keadilan gender? Serta bagaimana  
konstruksi metodologis yang digunakan mereka dalam membangun argumentasi 
hukum waris adil gender?.  
 Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pemikir muslim kontemporer 
adalah pemikiran tentang hukum kewarisan menurut Muhammad Syharur dan 
Nasr Hamid Abu Zayd.  Pilihan pada dua tokoh tersebut didasarkan pada dasar 
pemkiran bahwa pemikiran kedua tokoh tersebut dalam konteks menggagas 
hukum yang berkeadilan gender sangat kentara di samping dua tokoh ini sering 
menjadi rujukan ilmuan sekarang terkait dengan isu Islam dan keadilan gender. 
 
C. Tujuan dan Signifikansi 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian adalah : 
1. Untuk membuktikkan bahwa konsep hukum waris merupakan wilayah 
ijtihadiyah yang terbuka untuk dilakukan reinterpretasi sesuai dengan 
situasi dan kondisi dengan mendasarkan pada basis filosofi hukum yang 
jelas yaitu nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan. 
2. Untuk membuktikkan bahwa nilai-nilai filosofis hukum waris Islam 
sebagaimana digagas oleh pemikir muslim kontemporer relevan dengan 
spirit keadilan gender. 
3. Untuk mendeskripsikan konstruksi metodologis pemikir muslim 
kontemporer dalam membangun argumen keadilan gender. 
Sedangkan signifikansi penelitian ini di dasarkan pada dua alasan penting. 
Pertama, kajian tentang hukum waris islam dikaitkan dengan isu keadilan gender 
belum banyak dilakukan karena kajian tentang hukum waris islam lebih pada 
dimensi hukum materiil yang bersifat normatif.. Kedua, Indonesia sebagai negara 
yang mayoritas penduduknya muslim mempunyai keragaman suku, etnis, budaya 
dan agama yang mempunyai peran signifikan dalam proses pembentukan 
keyakinan gender yang akan berpengaruh pada persepsi dan pemaknaan terhadap 
konsep keadilan gender. Dengan demikian, signifikasi penelitian adalah untuk 
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memetakan kajian hukum waris Islam yang digagas para pemikir muslim 
kontemporer dihubungkan dengan konsep keadilan gender. 
 
D. Kerangka Teori 
 
Kerangka teoritis penelitian ini didasarkan pada beberapa teori  pokok 
yaitu teori hukum dan perubahan sosial, teori qat’i dan dhani, al-tsawabit wal 
mutaghayyirat (doktrin yang tatap dan yang dinamis), teori hukum dan 
keadilan gender serta teori interpretasi teks berdialog dengan konteks. 
Dalam Islam, perubahan sebagai suatu realitas yang tidak bisa 
diingkari. Islam juga memberi posisi yang paling tepat demi memudahkan 
semua hal untuk berubah secara shahih dan aman. Agama berjalan bersama 
beriringan dengan lajunya kehidupan. Tugas agama adalah mengawal 
perubahan secara benar untuk kemaslahatan hidup manusia17. Di sinilah 
sesungguhnya tugas seorang cendekiawan muslim untuk merumuskan 
pendekatan dan metodologi yang tepat sesuai dengan konteks yang 
melingkupinya agar agama menjadi fungsional dan bisa membumi. Dalam 
hukum Islam, perubahan sosial budaya dan letak geografis menjadi variabel 
penting yang ikut mempengaruhi adanya perubahan hukum. Ibnu Qayyim al-
Jauziyah menyatakan, bahwa “perubahan fatwa adalah dikarenakan 
perubahan zaman, tempat, keadaan dan kebiasaan”18. Dalam kaidah fiqh 
lainnya disebutkan “hukum itu berputar bersama illatnya (alasan hukum) 
dalam mewujudkan dan meniadakan hukum”19. 
Salah satu bukti konkrit betapa faktor lingkungan sosial budaya 
berpengaruh terhadap hukum Islam adalah munculnya dua pendapat Imam 
Syafi’i yang dikenal dengan qaul qadim dan qaul jadid. Pendapat lama (qaul 
17 Abdul Halim Uways, Fiqh Statis Dinamis, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998),hlam. 
221.  
18 Ibn Qayyim al-Jauziyah, I’lam al-Muawaqi’in ‘an Rabbi al-‘Alamin, (Bairut: Dar 
al-Fikr,  ttp), hlm. 14. Lihat pula, Hasbi ash-Shiddiqie, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta:Bulan 
Bintang, 1993), hlm. 444.  
19 Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, 
(Bandung,: PT Al-Ma’arif, 1996), hlm.550. 
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qadim) adalah pendapat hukum Imam Syafi’i ketika beliau berada di Mesir20. 
Perbedaan pendapat hukum dalam masalah yang sama dari seorang Mujtahid 
Imam Syafi’i jelas disebabkan faktor struktur sosial, budaya, letak geografis 
yang berada antara daerah Iraq (Baghdad) dan Mesir. 
Dalam konteks historis, pemikiran bidang hukum Islam sesungguhnya 
memperlihatkan kekuatan yang dinamis dan kreatif dalam mengantisipasi 
setiap perubahan dan persoalan-persoalan baru. Hal ini dapat di lihat dari 
munculnya sejumlah madzhab hukum yang memiliki corak sendiri-sendiri 
sesuai dengan latar belakang sisio-kultural dan politik dimana madzhab itu 
tumbuh dan berkembang. Warisan monumental yang sampai sekarang masih 
memperlihatkan akurasi dan relevansinya adalah kerangka metodologi 
penggalian hukum yang mereka ciptakan. Dengan perangkat metodologi 
tersebut, segala permasalahan bisa didekati dan dicari legalitas hukumnya 
dengan metode qiyas, maslahah al-mursalah, istihsan, istishab dan ‘urf21. 
Dalam posisi demikian, hukum Islam akan berfungsi sebagai rekayasa sosial 
(social engineering) untuk melakukan perubahan dalam masyarakat. 
Data historis menyebutkan bahwa perbedaan pemikiran di kalangan 
sahabat dengan berbagai dinamikanya terjadi karena perbedaan paradigma 
berfikir dan pendekatan dalam memahami isi nash sebagai sumber hukum 
yang bersifat tekstual. Kontroversi seputar ijtihad Umar ibn Khattab dengan 
beberapa sahabat lainya seperti pada kasus dihapuskanya bagian zakat bagi 
muallaf, tidak dilaksanakanya had (hukuman) potong tangan bagi pencuri, 
tidak dibagikanya harta rampasan perang (ghanimah) berupa lahan pertanian 
20 M. Atho’ Muzdhar, Membaca Gelombang Ijtihad antara Tradisi  dan Liberasi, 
(Jogjakarta,: Titian Ilahi Press, 1998),hlm. 107. Lihat pula, A. Hasan, Pintu Ijtihad Sebelum 
Tertutup, (Bandung,: PT al-Ma’arif, 1994)., hlm.  
21 Syamsul Arifin Dkk, Spiritualisasi Islam dan Peradaban Masa Depan,Sipress, 
Jogjakarta, 1996, hlm. 72-73. Adapun penjelasan perangkat metodologi Ijtihad/istinbat di atas  
adalah sebagai berikut. Qiyas adalah menyamakan suatu peristiwa hukum yang tidak ada 
nashnya dengan peristiwa hukum yang terdapat nash yang mengaturnya karena adanya 
persamaan illah(sebab) hukum antara keduanya. Maslahah al-Mursalah adalah suatu 
kemaslahatan yang terlepas ayaitu kemaslahatan yang oleh agama tidak diperintah tetapi juga 
tidak dilarang/ditolak. Istihsan adalah berpalingnya seorang mujtahid dari qiyas jaly ke qiyas 
khafi atau berpalingnya seorang mujtahid dari hukum kully ke hukum juj’y. Istishab 
mengukuhkan atau menganggap tetap berlaku hukum yang pernah ada sampai diperoleh dalil 
lain yang mengubahnya. Urf/’Adat adalah apa-apa yang dibiasakan atau diikuti oleh orang 
banyak dan lakukan berulang-ulang dan diterima baik oleh akal mereka. 
 10 
                                                         
kepada para prajurit, merupakan embrio muncul polarisasi pemikiran hukum 
yang beragam yang kemudian secara metodologis berpengaruh terhadap 
generasi-generasi berikutnya.22 
Munculnya masalah-masalah baru antara lain disebabkan oleh adanya 
persentuhan Islam dengan berbagai budaya lokal tertentu sebagai konsekuensi 
dari perluasan wilayah kekuasaan Islam. Perkembangan ini tentunya semakin 
memperkaya khazanah dan dinamika pemikiran hukum dalam Islam. Tradisi 
yang berlaku di kalangan sahabat ketika mereka dihadapkan pada masalah baru 
yang tidak ada ketentuan nashnya, mereka berkumpul untuk membahasnya. 
Apabila terjadi kesepakatan terhadap putusan hukum terhadap sebuah kasus, 
maka diputuslah dan itulah yang kemudian oleh ulama belakangan dijadikan  
sebagai dasar konseptual untuk merumuskan konsep ijma sebagai kerangka 
metodologis dalam perumusan hukum. 
Dalam Islam, ketentuan-ketentuan hukum yang tertuang dalam al-
Qur’an pada umumnya turun dilatar belakangi oleh sebab-sebab tertentu yang 
dalam ilmu tafsir disebut asbab an-nuzul termasuk di antaranya adalah ayat 
tentang hukum waris. Oleh karena itu untuk memahami ketentuan nash al-
Qur’an tidak boleh mengabaikan dimensi historisitas yaitu mempertimbangkan 
pada setting sosial apa, di mana dan kapan ayat tersebut 
diturunkan/diundangkan. Menurut Fazlurrahman, untuk bisa memahami ayat 
al-Qur’an secara tepat kita harus mengetahui aspek historis (asbab an-nuzul) 
dan background sosiologisnya.23 Usaha reaktualisasi hukum Islam melalui reformulasi 
fiqh telah berlangsung di dunia Islam semenjak akhir abad XIX dan semakin terlihat pada awal 
abad  XX yang terus berlangsung hingga saat ini.24 
Menurut Amin Abdullah, wilayah ijtihad atau tajdid mestinya tidak 
terbatas pada persoalan-persoalan hukum agama atau hukum-hukum fiqh, 
22 Uraian lengkap mengenai kontroversi ijtihad khalifah ‘Umar ibn Khattab dalam 
kasus-kasus hukum dapat dilihat, A. Ruhaily Ruwayyi, Fiqh ‘umar Ibn Khattab Muwazinan bi 
al-Fiqh al-'Ashri, alih bahasa Abbas MG, (Jakarta: Pustaka Kausar, t.tp.), hal. 17-24. lihat 
pula, Amiur  Nuruddin, Ijtihad Umar Ibn Khattab dan Perubahan Sosial, (Jakarta: Rajawali 
Press, 1987), hal. 20-40. lihat pula, Ali Hasaballah, Ushul Tasyri. hal.. 94-95. 
23 Budhy Munawwar Rachman,(ed), Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah, 
Paramadina, Jakarta, 1995, hlm. 300. 
24 Amir Syarifudin, Ushul Fiqh 2, (Jakarta: Logos, 1999), hal. 253-254. 
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tetapi mestinya harus diperluas pada al-‘ulum al-kauniyah dan al-hayah al-
insaniyah pada umumnya. Oleh karenanya, ruang gerak  tajdid dan ijtihad 
tidak hanya terfokus pada wilayah hukum saja, tetapi juga masuk pada soal-
soal kemanusiaan pada umumnya. Menurutnya, cara kerja dan produk ijtihad 
selama ini terkesan bersifat reaktif dan hanya berfungsi legitimatif tidak 
proaktif.25  
Salah satu problem kemanusiaan saat ini adalah problem ketimbangan 
dan ketidakadilan social yang dipicu oleh perspektif yang keliru dalam 
memahami konsep gender. Manifestasi dari ketidakadilan gender adalah 
terbatasnya akses kekayaan melalui pembagian harta warisan atas dasar 
perbedaan jenis kelamin bukan mempertimbangkan peran social ekonomi 
keduabelah pihak laki-laki dan perempuan. Menurut Aristoteles, keadilan 
adalah pemberian secara proporsional, sesuai hak yang seharusnya diterima. 
Sebaliknya, dikatakan  tidak adil apabila seseorang mengambil lebih dari 
bagian yang semestinya ia peroleh. Gender berbeda dengan jenis kelamin. 
Gender lebih dimanai sebagai jenis kelamin social, sementara seks adalah jenis 
kelamin biologis. Oleh karena itu, perepektif keadilan gender merupakan 
sesuatu yang munkin bersifat local kerena ia adalah persepsi social masyarakat 
terhadap apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia laki-laki dan 
perempuan. 
Menurut Subkhi Mahmasani, peluang untuk melakukan pembaruan 
hukum Islam melalui upaya pembaruan hanya menyangkut hal-hal yang 
berkaitan dengan masalah-masalah mu’amalah keduniawian yag didasarkan 
pada prinsip kemaslahatan. Sedangkan pada wilayah ibadah/’ubudiah, maka 
ketentuan normatifnya jelas dan rinci sehingga berlaku untuk selamanya. Oleh 
karena itu perubahan waktu dan tempat ataupun berubahnya keadaan tidak ada 
artinya bagi soal ibadah.26 Hal ini paralel dengan pendapat al-Syatibi yang 
menyatakan bahwa hukum dalam wilayah ibadah bersifat ta'abbudy 
25 M. Amin Abdullah, Dinamika Islam Kultural, Pemetaan atas wacana Islam 
Kontemporer, (Bandung: Mizan, 2000), hal. 165-166. 
26 Subkhi Mahmasani, Filsafat Hukum Islam, alih bahasa A. Soejono, (Bandung: PT Al-
Ma’arif, 1976), hal. 118-119. lihat pula, Hasbi Ash-Shiddiqy, Pengantar Ilmu Fiqh, (Jakarta: 
Bulan Bintang, 1985), hal. 194. 
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(dogmatis), sedangkan dalam hukum muamalah bersifat ma'qul al-ma'na 
dalam arti bisa dilakukan rasionalisasi melalui kerja-kerja ijtihad.27 
Pada bidang ubudiah, secara umum pengaturanya sudah terinci bahkan 
masuk kategori tauqify dan bersifar aksiomatik, karena didasarkan pada 
pemberitaan yang otoritatif yaitu al-Qur’an dan Hadits Nabi.28 Oleh karena itu 
statemen imam Syafi’i ‘ “idza shahha al-hadits fahuwa madzhabi” (apabila 
suatu hadits telah dibuktikan kebenaranya, maka itulah mazhabku) berlaku 
dalam konteks wilayah ini. Adapun pada bidang mu’amalah (huquq al-‘ibad), 
penjabaranya biasanya bersifat general (mujmal), sehingga memungkinkan 
untuk dilakukan interpretasi  atau bahkan reaktualisasi  sesuai dengan tuntutan 
sosial dan dinamika zaman atas dasar kemaslahatan umum. 
Gagasan pembaruan hukum waris Islam yang berujung pada perubahan 
formula pembagian harta warisan sudah tentu akan melahirkan persoalan 
metodologis terutama terkait dengan konsep ayat qath’y ad-dalalah (pasti 
penunjukan maknanya) dan dzanny ad-dalalah (tidak pasti penunjukan 
maknanya) dalam al-Qur’an yang secara keilmuan merupakan konsep yang 
sudah mapan dalam kancah kajian ushul fiqh. Dengan demikian, pesan moral 
yang dibawa dari gagasan pembaruan ini secara tidak langsung  juga telah 
mendekonstruksi konsep qot’y dan dzanny dan mengganti dengan konsep 
relatifis. 
Upaya reinterpretasi hukum waris dalam Islam secara teoritis dan 
metodologis sebagai sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Secara 
material, hukum kewarisan lebih dominan unsur mu’amalahnya karena 
bersinggungan langsung dengan hukum perdata.
27 Al-Syatibi menyatakan dalam kitabnya al-Muwafaqat : 
ىناعملا ىلا تافتللاا تاداعلا لصاو ىناعملا ىلا تافتللاا نود دبعتلا فلكملا ىلا ةبسنلاب تادابعلا ىف لصلاا 
Lihat, Al-Syatibi, al-Muwa>faqa>t fi Ushu>l al-Ahka>m, (Bairut: Da>r al-Fikr, 1314 
H), hal. 221. 
28 KH. Ali Yafie, Menggagas Fiqh  Sosial, (Bandung: Mizan, 1995), hal. 83. 
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Oleh karena itu  sangat memungkinkan untuk dilakukan ijtihad baru 
dengan mempertimbangkan dimensi lokalitas budaya di mana hukum  tersebut 
akan diaplikasikan. Dalam hal hukum mu’amalah umat Islam diberi 
keleluasaan untuk berijtihad dengan pendekatan rasional dan 
mempertimbangkan aspek sosiologis. Hal ini berbeda dengan hukum 
peribadatan yang dilarang untuk diperbaharui (modifikasi) karena ia bersifat 
tauqifi dan ta’abuddi sebagai bagian dari agama yang bersifat dogmatis. 
  
E . Telaah Pustaka 
Mengkaji hukum waris Islam dikaitkan dengan isu pembagian harta warisan 
yang berbasisis pada nilai keadilan telah dilakukan oleh beberapa peneliti dari 
sudut pandang yang berbeda-beda. Beberapa peneliti mengaitkan konsepsi 
keadilan hukum waris islam dengan struktur dan nilai budaya lokal, sementara 
peneliti lainya mengaitkan dengan pemikir muslim tertentu. 
Penelitian yang relatif spesifik membahas hukum waris islam dikaitkan 
dengan isu keadilan gender adalah penelitian saudara Mintarno yaitu penelitian 
Tesis di Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro 
tahun 2006 dengan judul tesis “ Hukum Waris Islam di pandang dari Perspektif 
HUkum Berkeadilan Gender (Studi di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)”. 
Penelitian ini menyatakan bahwa sekarang ini telah terjadi proses pergeseran tata 
nilai lokal akibat dari perkembangan globalsasi yang menyentug aspek relasi 
dalam keleuarga. Peran ekonomi yang dulu hanya dimaikan oleh seorang suami 
/bapak, kini peran ini juga dilakukan oleh isteri/ibu. Faktor persamaan peran ini 
menurut peneliti haruslah direspon dengan perubahan konsepsi hukum termasuk 
konsep pembagian hukum harta warisan antara laki-laki dan perempuan atas dasar 
nilai keadilan atas dasar pergeseran peran gender.1 
Penelitian lain terkait dengan hukum waris adalah penelitian yang 
menghubungkan hukum waris Islam dengan hukum waris adat di Indonesia, yaitu 
penelitian saudara Yuliatin dengan judul “ Pluralitas Hukum Waris Adat di 
1 Mintarno, “Hukum Waris Islam di pandang dari Perspektif HUkum Berkeadilan Gender 
(Studi di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)”. Tesis di Program Pascasarjana Magister 
Kenotariatan Universitas Diponegoro tahun 2006. 
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Indonesia”. Penelitian ini menyatakan bahwa hukum waris adat yang ada di 
Indonesia dipengaruhi oleh susunan masyarakat kekerabatan yang berbeda-beda. 
Sistem kewarisan adat di Indonesia dengan mendasarkan pada factor geneologis 
terbagai menjadi tiga yaitu, system patrilineal, matrilineal dan system parental. 
Posisi hukum dalam system kehukum kewarisan, meruapakn salah satu sub 
system hukum yang berlaku di kalangan ummat islam.2 
Karya  lain tentang perkembangan kontemporer hukum kewarisan Islam di 
Indonesia adalah buku kapita selekta hokum waris yang ditulis oleh sejumlah 
pakar hokum Islam dengan judul buku “ Problematika Hukum Kewarisan Islam 
Kontemporer di Indonesia” editor Muchit A Karim. Penelitarisan Islam  ini 
menyimpulkan bahwa legislasi hukum kewarisan islam perlu ditingkatkan dari 
KHI kepada undang-undang. Untuk mendorong proyek ini perlu meyakinkan para 
pengambil kebijakan legislasi dan membangun kesadaran kolektif masyarakat 
tentang urgensinya peningkatan posisi hukum dan penerimaan masyarakat atas 
hukum Waris Islam.3 
Hasil penelitian tentang hokum kewarisan Adat Jawa adalah tulisan Agus 
Sudaryanto dengan judul “ Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam 
dan Hukum Adat Jawa” . Inti temuan penelitian ini adalah terdapat kesamaan 
antara hokum waris Islam dan hukum awris adat Jawa pada jenis harta warisan. 
Dalam kaitan dengan jumlah bagian / perolehan antara ahli waris, terdapat 
perbedaan. Dalam hokum waris Islam, bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat 
bagian anak perempuan atau formula bagian 2 banding 1. Adapun dalam hokum 
adat Jawa, terdapat dua system pembagian harta warisan untuk anak, yaitu system 
sigar semangka (satu banding satu) dan system segendong sepikul (dua banding 
satu). Terkait tentang posisi ontologis harta benda sebagai objek warisan, hokum 
Islam memandang harta sebagai sarana beribadah/beramal, sementara adat Jawa 
2 Yuliatin,l “ Pluralitas Hukum Waris Adat di Indonesia”.Jurnal Media Akademika, Vol. 
26, No. 3 Juli 2011.  
3  Muchit A. Karim, Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia 
(Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kemenag RI, 2012). 
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lebih memandang harta sebagai bekal kehidupan yang terlepas dari dimensi 
spiritual.4 
Penelitian lain terkait dengan konsep waris Islam adalah kajian pemikiran 
tokoh yang ditulis oleh Abdul Ghoni Hamid dengan judul “ Kewarisan dalam 
Perspektif Hazairin” . Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa sudah 
saatnya bangsa Indonesia memiliki produk hokum keawrisan yang bercorak dan 
berkepribadian Indonesia. Menurut Hazairin, system kemasyarakatan dalam Islam 
menganut system bilateral, oleh karenanya system kewarisanya juga bercorak 
bilateral. Menurutnya, gagasan bahwa corak hukum kewarisan Islam yang 
bercorak bilateral ini relevan dan lebih mencerminkan rasa keadilan yang 
berkembang dan diyakini oleh masyarakat Indonesia.5 
Penelitian lain yang justru mengkritisi gagasan hukum kewarisan Hazairin 
adalah penelitian yang dilakukan oleh Andi Nuzul dengan judul “ Koreksi Hukum 
Kewarisan Bilateral  menurut Hazairin terhadap Ajaran Hukum Kewarisan 
Patrilineal Ahlussunnah Waljamaah”. Menurut Andi Nuzul, gagasan Hzaairin 
tentang system kewarisan bilateral secara akademik perlu diapresiasi meskipun 
berbeda dengan pendapat umum masyarakat muslim khususnya kalangan Ahluss 
sunnah Waljamaah. Basis argument Hazairin terkait dengan hokum kewarisan 
berpijak pada system budaya kekerabatan yang berlaku di tengah-tengah 
masyarakat.6 
Hasil penelitian yang berkaitan dengan Falsafah hokum kewarisan adalah 
penelitian disertasi Abdul Ghofur Anshori dengan judul Falsafah Hukum 
Kewarisan Islam. Penelitian ini secara spesifik menggali basis filosofi hukum 
kewarisan dalam Islam baik hukum waris pespektif fikih maupun hukum waris 
dalam perundang-undangan. 7 
4 Agus Sudaryanto, “ Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum 
Adat Jawa” Jurnal Mimbar Hukum. Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010. 
5 Abdul Ghoni Hamid, “ Kewarisan dalam Perspektif Hazairin” Jurnal “ Studi Agama dan 
Masyarakat” Volume 4, Nomor 1 Juni 2007. 
6 Andi Nuzul, “ Koreksi Hukum Kewarisan Bilateral Hazairin terhadap Hukum  Kewarisan 
Patrilineal Ahlussunnah Waljamaah” Jurnal Sosio-Religia, Volume 9 Nomor 3 Mei 2010. 
7 Abdtul Ghofur Ansori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam (Yogyakarta: UII Press, 2015). 
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Penelitian ini secara spesifik mengambil ruang kajian yang sepanjang 
survey literatur yang kami lakukan merupakan wilayah kajian yang belum 
disentuh oleh kajian-kajian terdahulu. Adapun fokus dari penelitian adalah 
merumuskan basis metodologis yang digunakan pemikir muslim kontemporer 
dalam membuat argument-argumen keadilan gender dalam hokum kewarisan 
Islam. Dengan menggunkan studi literature, penelitian akan mengelaborasi 
gagasan pokok para pemikir muslim kontemporer yaitu Nasr Hamid Abu Zaid, 
Muhammad Sahrur, Asghar Ali Engener dan Asma Barlas.. Dengan kata lain, 
penelitian ini ingin memetakan pola pendekatan interpretasi teks dan mendia 
logkan teks dengan konteks dihubungkan dengan isu keadilan gender bidang 
hokum waris. 
 
F. Metode Penelitian 
  Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yaitu 
penelitian yang mendasarkan sumber-sumber kepustakaan sebagai sumber data 
utamanya. Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis berdasarkan 
kajian teks. Adapun pendekatan  yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan legal-philosofis yaitu memaknai suatu konsep hukum dengan melihat 
dan mepertimbangkan dimensi spiritnya (ratio legis) dari bahasa teks normatif 
suatu hukum. Dengan pendekatan ini peniliti akan fokus pada upaya memahami 
gagasan dan kerangka metodologis yang digunakan  para pemikir muslim terkait 
dengan gagasan keadilan dalam hokum waris dikaitkan dengan konsep keadilan 
gender. 
Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dengan metode 
dokumentasi. Metode ini digunakan untuk melacak data-data penelitian yang 
bersifat kepustakaan berupa dokumen tertulis yang berhubungan dengan pokok 
masalah penelitian yaitu gagasan para pemikir muslim kontemporer yang aktif 
dalam mengusung gagasan Islam dan keadilan gender yaitu Nasr Hamid Abu Zaid 
dan  Muhammad Sahrur. Pilihan dua tokoh sebagai representasi pemikir muslim 
kontemporer, karena gagasan mereka banyak dirujuk oleh peminat studi Islam dan 
gender di Indonesia. 
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Adapun sumber data penelitian ini dipilah menjadi dua yaitu data primer 
dan data skunder. Data primer penelitian ini merujuk pada buku dua tokoh sebagai 
subyek penelitian yaitu Muhammad Shahrur, Dirasat Islamiyah Mu'ashirah: 
Nahwa Ushul Jadidah li Fiqh al-Islamy, dan Nasr Hamid Abu Zaid, Dhawair al-
Khauf: Qira'ah fi Khithab al-Mar'ah, 
Sedangkan data skunder penelitian ini mendasarkan pada sumber 
kepustakaan yang menkaji konsep gender dalam islam, keadilan dalam hukum 
waris Islam, dan teori hukum dan perubahan sosial.. Beberapa sumber data 
skunder penelitian ini antara lain kitan Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu karya 
Wahbah al-Zuhaily, Fiqh al-Sunnah karya Sayyid Sabiq, Hukum kewarisan Islam 
karya Amir Syarifudin, The Islamic Conception of Justice karya Khuddari Majid 
dan Analisis Gender dan Tranformasi Sosial karya Mansour Fakih. 
Sedangkan untuk analisis data penelitian ini menggunakan analisa kualitatif 
dengan menggunakan metode content analysis28 atau yang sering disebut sebagai 
analisis isi atau kajian isi. Content analysis adalah teknik yang digunakan untuk 
menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang 
dilakukan secara obyektif dan sistematis. Metode ini juga diartikan sebagai alat 
untuk mengobservasi dan menganalisis prilaku komunikasi yang terbuka dari 
komunikator yang dipilih.29 Analisis data dengan menggunakan Content Analysis 
berangkat dari anggapan dasar dari ilmu-ilmu sosial bahwa studi tentang proses 
dan isi komunikasi adalah dasar dari studi ilmu-ilmu sosial. Menurut Barelson, 
Lindzey, dan Aronson,  content analysis selalu menampilkan tiga syarat yaitu 
objektivitas, pendekatan sistematis dan generalisasi. Cara kerja analisis ini adalah 
peneliti memulai analisisnya dengan menggunakan lambang-lambang tertentu, 
mengklasifikasikan data tersebut dengan kriteria tertentu serta melakukan prediksi 
(analisis data). 30 
28 Sujono dan Abdurahman, Metodologi Penelitian, Suatu pemikiran dan Penerapan, 
(Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 13.  
29 Imam Suprayogo dan Tobroni, Metodologi.  hal. 154. 
30 Burhan Bungin, Analisa Data Penelitian Kualiatif (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 
1998) hal. 84-85. Menurut Noeng Muhadjir,  Content Analisis berangkat dari aksioma bawa 
studi tentang proses dan isi komunikasi itu merupakan dasar bagi semua ilmu. Content 
Analysis merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi. Operasionalisasi 
teknik analysis isi adalah   (1) Klasifikasi tanda-tanda yang diapakai dalam komunikasi., (2). 
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Dengan metode ini akan diperoleh suatu hasil atau pemahaman terhadap isi 
pesan pengarang/penulis kitab secara objektif, sistematis dan relevan secara 
sosiologis. Metode ini digunakan untuk menganalisis substansi pemikiran para 
pemikir muslim kontemporer yang sudah dipilih dengan menganalisis kerangka 
paradigmatik dan konsep-konsep dasarnya dan basis metodologinya untuk 
kemudian didialogkan dengan konteks kekinian, yaitu dengan mendialogkan 
normativitas hukum kewarisan Islam dihubungkan dengan konsep keadilan 
gender. Secara teknis, operasionalisasi metodologi di atas dilakukan melalui tiga 
tahap yaitu pertama, reduksi data dengan  memasukkan dan memilah data,  kedua, 
menyajikan data dengan mendeskripsikan data secara sistematis dan ketiga, tafsir 
atau pemberian makna atas data. 
G. Sistematika Penulisan 
Berdasarkan  rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, maka 
sistematika penulisan penelitian  ini dibagi ke dalam lima   bab: 
  Bab I, merupakan bab pendahuluan yang pada bagian ini dikemukakan 
Latarbelakang Masalah, Rumusan Masalah dan Signifikansi, Kerangka Teori, 
Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.  
Bab II, membahas tentang Konsep Dasar Hukum Waris Islam meliputi: 
Pengertian dan dasar hukum ilmu waris, Syarat dan Rukun mewarisi, sebab-sebab 
dan penghalang mewarisi, asas-asas hukum waris Islam, kedudukan kajian hukum 
waris Islam. 
Bab III, membahas Diskusrus Keadilan Gender dalam Islam meliputi: 
Pengertian dan perbedaan gender dan seks, Keadilan Gender dalam Islam, Isu-isu 
ketidakadilan gender dalam hukum keluarga Islam dan tipologi dan 
kecenderungan kajian gender dalam Islam. 
Bab IV Membahas tentang Argumen Yuridis-filosofis Keadilan Gender 
dalam Hukum Waris Islam perspektif Muhamad Shharur dan Nasr Hamid Abu 
Menggunakan kriteria sebagai dasar komunikasi, (3). Menggunakan  analisis tertentu sebagai 
pembuat deskripsi. Hasil akhir dari content analysis adalah generaliasi untuk memberikan 
sumbangan teoritik. (68-69). Lebih lanjut lihat, Noeng Muhadjir, Metodologi penelitian 
Kualitatif (Jogjakarta: Rake Sarasin, 2000), hal. 68-69. 
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Zayd meliputi Biografi intelektual dan gagasan mereka tentang Islam dan gender, 
Tawaran gagasan hukum waris Islam yang adil gender dan Refleksi teoritis 
teoritis pemikiran  Muhamad Shharur dan Nasr Hamid Abu Zayd relevansinya 
dengan gagasan pembaharuan legislasi hukum kewarisan di Indonesia. 
Bab V, merupakan bab penutup yang berisi simpulan-simpulan temuan 
penelitian dan beberapa saran sebagai catatan rekomendasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20 
BAB  II 
KONSEP DASAR HUKUM WARIS ISLAM 
 
A. Pengertian dan Dasar Hukum Waris 
Islam adalah agama dan ajaran hidup yang berdasarkan pada firman Allah 
yang termaktub di dalam Alquran dan Hadis dan sekaligus sebagai sumber 
hukum Islam.Salah satu hukum Islam yang menarik untuk dikaji adalah hukum 
waris. 
Ada sekitar tiga puluh lima ayat al Quran yang membahas tentang 
warisan (mi>ra>s\) dan ahli warisnya1. Di anatarnya adalah kata mira>s\. Kata 
mi>ra>s\ dipakai secara khusus dalam dua ayat berikut:  
 ٌيرِبَخ َنوُلَمْعَـت َاِبم ُهَّللاَو ِضْرَْلأاَو ِتاَواَمَّسلا ُثَايرِم ِهَِّللَو :نارمع لآ) 180( 
 
Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di 
bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan (A<li ‘Imra>n: 180) 
. 
Dalam surat al-H}adi>d (57): 10: 
 ِضْرَْلأاَو ِتاَواَمَّسلا ُثَايرِم ِهَِّللَو ِهَّللا ِليِبَس ِفي اوُقِفْنُـت َّلاَأ ْمُكَل اَمَو :ديدلحا) 10( 
 
Dan mengapa kamu tidak menafkahkan (sebagian hartamu) pada jalan 
Allah, padahal Allah-lah yang mempusakai (mempunyai) langit dan 
bumi? (al-H}adi>d: 10) 
 
Bahkan Nabi Zakariya pernah berdoa kepada Allah agar diberi keturunan 
untuk menjadi ahli warisnya:  
1 Rahman I Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah(Syariah) (Jakarta: RajaGrafindo 
persada, 2002), hlm. 351. 
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 َينِِثراَوْلا ُرْـيَخ َتَْنأَو اًدْرَـف ِنيْرَذَت َلا ِّبَر ُهَّبَر ىَدَان ْذِإ اَِّيرََكزَو :ءايبنلأا) 89( 
 
Dan (ingatlah kisah) Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya: "Ya 
Tuhanku janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan 
Engkaulah Waris Yang Paling Baik (al-Anbiya>’: 89) 
 
Dari beberapa ayat di atas dapat diketahui bahwa kata wa>ris\ atau 
mi>ras\ mempunyai beberapa macam makna. Sedangkan wa>ris\ yang 
dimaksud dalam pembahasan tulisan ini adalah hal-hal yang mengenai harta 
peninggalan dan pewarisnya. 
Sedangkan kata mi>ra>s\ jika ditinjau dari segi bahasaadalah bentuk 
mas}dar dari waris\a – yaris\u – mira>s\an yang berarti berpindahan sesuatu dari 
seseorang kepada orang lain. Sedangkan mawa>ris\ adalah jama’ dari mi>ras\ 
(irs\, wiras\ wiras\ turas\ yang dimaknakan dengan maurus\) ialah: harta 
peninggalan orang yang meninggal yang diwarisi oleh para warisnya.2 
Sedangkan ilmu waris dari segi istilah adalah:  
عِْيزْوَّـتلا ُةَّيَفِيََكو ٍثِراَو ِّلُك ُراَدْقِمَو ُثَِري َلا ْنَمَو ُثَِري ْنَم ِهِب ُفَرْعُـي ٌمْلِع
3 
“Ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima dan  tidak berhak 
menerima harta peninggalan serta kadar yang diterima oleh tiap-tiap 
ahli waris dan cara pembagiannya”. 
 
Sebagian pakar mendefinisikan ilmu waris dengan istilah: 
 ِّلُك ُبْيِصَنَو ِةَِكَترلا ِفي ٍّقَح ْيِذ َّلُك ُّصَُيخ اَم َاِبه ُفَرْعُـي ِباَسِلحاَو ِهْقِفلا َنِم ٌدِعاَوَـق
اُهْـنِم ٍثِراَو4 
2 Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy, Fiqih Mawaris (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 
2001), hlm. 5.  
3Ibid. 
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“beberapa kaidah yang terpetik dari fikih dan hisab, untuk dapat 
mengetahui kekhususan mengenai segala hak terhadap peninggalan si 
mati, dan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan 
tersebut”. 
 
Pewarisan harta yang dimaksud dalam ilmu waris meliputi semua harta 
yang dimiliki baik berkaitan dengan harta kekayaan atau hak-hak lain yang 
tergantung kepadanya, misalnya  utang piutang, hak ganti rugi. Selain itu ada 
pula beberapa kewajiban yang dapat diwariskan di luar harta peninggalan setelah 
beban untuk orang yang meninggal diselesaikan oleh ahli waris, yakni setelah 
pelunasan biaya pemakaman, wasiat dan utang piutang.5 
Dasar dan sumber uatama kewarisan dari Hukum Islam adalah nas}s}-
nas}s} yang terdapat pada al-Quran dan as-Sunnah. Ayat-ayat al-Qur’an dan as-
Sunnah yang mengatur kewarisan Islam adalah sebagai berikut:  
1. Ayat-ayat al-Qur’an:  
a. QS. An-Nisa>’ (4) ayat 7:  
 اَِّمم َنُوبَرْـقَْلأاَو ِناَدِلاَوْلا َكَرَـت اَِّمم ٌبيِصَن ِءاَسِّنِللَو َنُوبَرْـقَْلأاَو ِناَدِلاَوْلا َكَرَـت اَِّمم ٌبيِصَن ِلاَجِّرِلل
اًضوُرْفَم اًبيِصَن َرُـثَك ْوَأ ُهْنِم َّلَق :ءاسنلا).7.( 
Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa 
dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta 
peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut 
bahagian yang telah ditetapkan. (an-Nisa>’: 7 ) 
 
b. QS. An-Nisa>’ (4) ayat 8:  
4Ibid. 
5 Rahman, Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah…, hlm. 352. 
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 اًفوُرْعَم ًلاْوَـق ُْمَله اوُلوُقَو ُهْنِم ْمُهوُُقزْراَف ُينِكاَسَمْلاَو ىَماَتَيْلاَو َبىْرُقْلا وُلُوأ َةَمْسِقْلا َرَضَح اَذِإَو
 :ءاسنلا)8( 
Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang 
miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah 
kepada mereka perkataan yang baik. (an-Nisa>: 8) 
 
c. QS. An-Nisa>’ (4) ayat 9:  
 ًلاْوَـق اوُلوُقَـيْلَو َهَّللا اوُقَّـتَيْلَـف ْمِهْيَلَع اوُفاَخ اًفاَعِض ًةَّيِّرُذ ْمِهِفْلَخ ْنِم اوَُكرَـت ْوَل َنيِذَّلا َشْخَيْلَو
 اًديِدَس :ءاسنلا)9( 
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.Oleh sebab itu hendaklah 
mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 
perkataan yang benar. (an-Nisa>: 9) 
 
d. QS. An-Nisa>’ (4) ayat 10:  
 ًايرِعَس َنْوَلْصَيَسَو اًرَان ْمِ�ُِوُطب ِفي َنوُلُكَْأي َا َّنمِإ اًمُْلظ ىَماَتَيْلا َلاَوَْمأ َنوُلُكَْأي َنيِذَّلا َّنِإ :ءاسنلا)
10( 
Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara 
zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka 
akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (an-Nisa>’: 10) 
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e. QS. An-Nisa>’ (4) ayat 11:  
 اَم َاُثلُـث َّنُهَلَـف ِْينَـتَنْـثا َقْوَـف ًءاَسِن َّنُك ْنِإَف ِْينَـيَـثْـُنْلأا ِّظَح ُلْثِم ِرَكَّذِلل ْمُِكدَلاْوَأ ِفي ُهَّللا ُمُكيِصُوي
 ُهَل َناَك ْنِإ َكَرَـت اَِّمم ُسُدُّسلا اَمُهْـنِم ٍدِحاَو ِّلُكِل ِهْيَوَـبَِلأَو ُفْصِّنلا اَهَلَـف ًةَدِحاَو ْتَناَك ْنِإَو َكَرَـت
 ِدْعَـب ْنِم ُسُدُّسلا ِهُِّمِلأَف ٌةَوْخِإ ُهَل َناَك ْنِإَف ُثُلـُّثلا ِهُِّمِلأَف ُهاَوَـَبأ َُهِثرَوَو ٌدَلَو ُهَل ْنُكَي َْلم ْنِإَف ٌدَلَو
 ِهَّللا َنِم ًةَضِيرَف اًعْفَـن ْمُكَل ُبَرْـَقأ ْمُهـَُّيأ َنوُرْدَت َلا ْمُُكؤاَنْـَبأَو ْمُُكؤَابآ ٍنْيَد ْوَأ َاِبه يِصُوي ٍةَّيِصَو
 اًميِكَح اًميِلَع َناَك َهَّللا َّنِإ :ءاسنلا)11( 
Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-
anakmu.Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua 
orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih 
dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; 
jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. 
Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari 
harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika 
orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-
bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal 
itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. 
(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia 
buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan 
anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih 
dekat (banyak) manfaatnya bagimu.Ini adalah ketetapan dari 
Allah.Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(an-
Nisa>’: 11) 
 
f. QS. An-Nisa>’ (4) ayat 12:  
 َنَْكرَـت اَِّمم ُُعبُّرلا ُمُكَلَـف ٌدَلَو َُّنَله َناَك ْنِإَف ٌدَلَو َُّنَله ْنُكَي َْلم ْنِإ ْمُكُجاَوْزَأ َكَرَـت اَم ُفْصِن ْمُكَلَو
 ْمُكَل َناَك ْنِإَف ٌدَلَو ْمُكَل ْنُكَي َْلم ْنِإ ْمُتَْكرَـت اَِّمم ُُعبُّرلا َُّنَلهَو ٍنْيَد ْوَأ َاِبه َينِصُوي ٍةَّيِصَو ِدْعَـب ْنِم
 ِوَأ ًةَلَلاَك ُثَرُوي ٌلُجَر َناَك ْنِإَو ٍنْيَد ْوَأ َاِبه َنوُصُوت ٍةَّيِصَو ِدْعَـب ْنِم ْمُتَْكرَـت اَِّمم ُنُمُّثلا َّنُهَلَـف ٌدَلَو
 ِفي ُءاََكرُش ْمُهَـف َكِلَذ ْنِم َرَـثْكَأ اُوناَك ْنِإَف ُسُدُّسلا اَمُهْـنِم ٍدِحاَو ِّلُكِلَف ٌتْخُأ ْوَأ ٌخَأ ُهَلَو ٌَةَأرْما
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 ٌميِلَع ُهَّللاَو ِهَّللا َنِم ًةَّيِصَو ٍّراَضُم َرْـيَغ ٍنْيَد ْوَأ َاِبه ىَصُوي ٍةَّيِصَو ِدْعَـب ْنِم ِثُلـُّثلا
 ٌميِلَح :ءاسنلا)12( 
Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh 
isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak.Jika isteri-isterimu itu 
mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang 
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) 
seduah dibayar hutangnya.Para isteri memperoleh seperempat harta 
yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.Jika kamu 
mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta 
yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau 
(dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.Jika seseorang mati, baik laki-
laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak 
meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu 
saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-
masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika 
saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu 
dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya 
atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat 
(kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) 
syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Penyantun.(an-Nisa>’: 12) 
 
g. QS. An-Nisa>’ (4) ayat 13:  
 اَهيِف َنيِدِلاَخ ُراَهْـنَْلأا اَهِتَْتح ْنِم ِيرَْتج ٍتاَّنَج ُهْلِخُْدي ُهَلوُسَرَو َهَّللا ِعُِطي ْنَمَو ِهَّللا ُدوُدُح َكِْلت
 ُميِظَعْلا ُزْوَفْلا َكِلَذَو :ءاسنلا)13( 
(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari 
Allah.Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah 
memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-
sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang 
besar.(an-Nisa>’: 13) 
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h. QS. An-Nisa>’ (4) ayat 14:  
 ٌينِهُم ٌباَذَع ُهَلَو اَهيِف اًدِلاَخ اًرَان ُهْلِخُْدي ُهَدوُدُح َّدَعَـتَـيَو ُهَلوُسَرَو َهَّللا ِصْعَـي ْنَمَو :ءاسنلا)
14( 
Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar 
ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api 
neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang 
menghinakan. (an-Nisa>’: 14) 
 
i. QS. An-Nisa>’ (4) ayat 33:  
 َّنِإ ْمُهَـبيِصَن ْمُهُوتآَف ْمُُكنَاَْيمأ ْتَدَقَع َنيِذَّلاَو َنُوبَرْـقَْلأاَو ِناَدِلاَوْلا َكَرَـت اَِّمم َِلياَوَم اَنْلَعَج ٍّلُكِلَو
اًديِهَش ٍءْيَش ِّلُك ىَلَع َناَك َهَّللا :ءاسنلا) 33( 
Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak 
dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya[288]. Dan (jika 
ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, 
maka berilah kepada mereka bahagiannya.Sesungguhnya Allah 
menyaksikan segala sesuatu.(an-Nisa>’: 33) 
 
j. QS. An-Nisa>’ (4) ayat 176:  
 ُفْصِن اَهَلَـف ٌتْخُأ ُهَلَو ٌدَلَو ُهَل َسْيَل َكَلَه ٌؤُرْما ِنِإ ِةَلَلاَكْلا ِفي ْمُكيِتْفُـي ُهَّللا ِلُق َكَنوُتْفَـتْسَي
 اُوناَك ْنِإَو َكَرَـت اَِّمم ِنَاُثلـُّثلا اَمُهَلَـف ِْينَـتَنْـثا اَتَـناَك ْنِإَف ٌدَلَو َاَله ْنُكَي َْلم ْنِإ اَهُـِثَري َوُهَو َكَرَـت اَم
 ٍءْيَش ِّلُكِب ُهَّللاَو اوُّلِضَت ْنَأ ْمُكَل ُهَّللا ُ ِّينَـبُـي ِْينَـيَـثْـُنْلأا ِّظَح ُلْثِم ِرَكَّذلِلَف ًءاَسِنَو ًلااَِجر ًةَوْخِإ
 ٌميِلَع :ءاسنلا) 176( 
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah 
memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang 
meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara 
perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari 
harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai 
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(seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi 
jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga 
dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli 
waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka 
bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang 
saudara perempuan.Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya 
kamu tidak sesat.Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.(an-
Nisa>’: 176) 
k. QS. Al-Anfa>l (4) ayat 75:  
... ٌميِلَع ٍءْيَش ِّلُكِب َهَّللا َّنِإ ِهَّللا ِباَتِك ِفي ٍضْعَـِبب َلىْوَأ ْمُهُضْعَـب ِماَحْرَْلأا وُلُوأَو :لافنلأا) 
75( 
…Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih 
berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam 
kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.(al-
anfa>l: 75) 
 
2. Hadis Nabi:  
Haidis-Hadis Nabi Muhammad saw secara langsung mengatur 
kewarisan adalah:  
a. Hadis yang dari Ibn ‘Abba>s yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukha>ri> 
dan Muslim:  
 َضِئَارَفلا اوُقِْلحَأ» : َلاَق َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُاللها ىَّلَص ِِّبيَّنلا ِنَع ،اَمُهْـنَع ُهَّللا َيِضَر ٍساَّبَع ِنْبا ِنَع
« ٍرََكذ ٍلُجَر َلىْوَِلأ َوُهَـف َيَِقب اَمَف ،اَهِلْهَأِب6(يراخبلا هاور)  
“Berikanlahfara>id} (bagian-bagian yang telah ditentukan)  kepada yang 
berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki 
yang terdekat” (HR. al-Bukha>ri> dan Muslim) 
 
 
 
6 Al-Bukha>ri>, Abu> Abd Allah, Muh}ammad ibn Isma>’il, S}ah}i>h} al-Bukha>ri> 
(Damaskus: Da>r Tou>q an-Naja>h}, 1422 H), nomor Hadis: 6732. Dan dirieayatkan oleh Muslim ibn 
al-H{ajja>j an-Naisaburi>, S}ah}i>h} Muslim (Bairu>t: Da>r Ih}ya at-Tura>s\ al-‘Arabi>, tt.), nomor 
Hadis 1615.  
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b. Hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Abu> Da>wud:  
 ِهَّللا ِلوُسَر َلىِإ ٍدْعَس ْنِم اَهْـيَـتَنْـبِاب ِعِيبَّرلا ِنْب ِدْعَس َُةَأرْما ْتَءاَج : َلاَق ِهَّللا ِدْبَع ِنْب ِرِباَج ْنَع
 َكَعَم َاُهمُوَبأ َلُِتق ،ِعِيبَّرلا ِنْب ِدْعَس اَتَنْـبا ِنَاتاَه ،ِهَّللا َلوُسَر َاي : ْتَلاَقَـف ،َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص
 ،ٌلاَم اَُمَلهَو َّلاِإ ِناَحَكْنُـت َلاَو ًلااَم اَُمَله َْعدَي ْمَلَـف ،اَُمَلهاَم َذَخَأ اَمُهَّمَع َّنِإَو ،اًديِهَش ٍدُحُأ َمْوَـي
 َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر َثَعَـبَـف ،ِثَاِيرلما َُةيآ : ْتََلزَـنَـف « َكِلَذ ِفي ُهَّللا يِضْقَـي» : َلاَق
« َكَل َوُهَـف َيَِقب اَمَو ،َنُمُّثلا اَمُهَُّمأ ِطْعَأَو ، ِْينَـُثلـُّثلا ٍدْعَس َْتيَنْـبا ِطْعَأ» : َلاَقَـف ،اَمِهِّمَع َلىِإ
7 
(يذمترلا هاور) 
Dari ja>bir ibn ‘Ad alla>h berkata: janda Sa’ad datang kepada Rasul 
Allah saw. bersama kedua anak perempuannya. Lalu ia berkata “ Ya 
Rasul Allah, ini dua orang anak perempuan Sa’ad yang gugur secara 
syahid bersamaamu di perang uhud. Paman mereka mengambil harta 
peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa apa untuk mereka. 
Keduanya tidak dapat menikah tanpa harta. Nabi berkata: “Allah akan 
menetapkan hukum dalam kejadian ini.”kemudian turun ayat-ayat 
kewarisan. Nabi memanggil si paman dan berkata: “berikan dua pertiga 
untuk dua orang anak perempuan Sa’ad, seperdelapan untuk istri dan 
selebihnya untukmu” (HR. at-Tirmiz}i>) 
 
c. Hadis dari Huzail bin Syurahbil yang diriwayatkan oleh at-Tirmiz\i>:  
 ِنَع اَُمَلهَأَسَف َةَعِيبَر ِنْب َناَمْلَسَو ،ىَسوُم ِبيَأ َلىِإ ٌلُجَر َءاَج : َلاَق َليِبْحَرُش ِنْب ِلْيَزُه ْنَع
 اَم ُِّملأاَو ِبَلأا َنِم ِتْخُلأِلَو ،ُفْصِّنلا ِةَنْـبِلاِل : َلااَقَـف ؟ٍُّمأَو ٍبَِلأ ٍتْخُأَو ِنْبِلاا ِةَنْـباَو ِةَنْـبِلاا
 ُهَل َكِلَذ َرََكذَف ِهَّللا َدْبَع ىَتَأَف ،اَنُعِباَُتيَس ُهَّنِإَف ُهَْلأْساَف ،ِهَّللا ِدْبَع َلىِإ ْقَِلطْنا : ُهَل َلااَقَو ،َيَِقب
 اَمِهيِف يِضَْقأ ِّنيِكَلَو ،َنيِدَتْهُمْلا َنِم َاَنأ اَمَو ،اًذِإ ُتْلَلَض ْدَق : ِهَّللا ُدْبَع َلاَق : َلااَق َاِبم ُهَرَـبْخَأَو
7 At-Tirmiz\i>, Muh}ammad ibn ‘Isya>, Sunan at-Tirmiz\i>(Mesir: Syarikah Maktabah wa 
Mat}ba’ah Mus}t}afa> al-Ba>bi> al-H}alibi>, 1975 M), nomor Hadis: 2092.  
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 ُسُدُّسلا ِنْبِلاا ِةَنْـبِلاَو ،ُفْصِّنلا ِةَنْـبِلاِل» : َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر ىَضَق اَمَك
« َيَِقب اَم ِتْخُلأِلَو ، ِْينَـُثلـُّثلا َةَلِمْكَت8(يذمترلا هاور)  
Dari Huzail bin Syurahbil ia berkata; Seorang laki-laki datang kepada 
Abu Musa dan Sulaiman bin Rah'ah, lalu ia menanyakan keduanya tentang 
(warisan) anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan 
saudara perempuan seayah, lalu ia menjawab; Bagi anak perempuan 
setengah dan bagi saudara perempuan setengah, temuilah Ibnu Mas'ud ia 
akan sependapat dengan kami. Lalu orang itu pun menemui Ibnu Mas'ud, 
menanyakan dan mengabarkannya apa yang telah dikatakan mereka 
berdua. Lalu [Ibnu Mas'ud] berkata; Kalau begitu aku telah tersesat dan 
aku tidak termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk, aku akan 
memutuskan apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, bagi anak perempuan adalah setengah, anak-anak 
perempuan dari anak laki-laki adalah seperenam yang melengkapi dua 
pertiga dan sisanya bagi saudara perempuan. (HR. at-Tirmiz\i>) 
 
d. Hadis dari ‘Imra>n ibn H}us}ai>n yang diriwayatkan oleh at-Tirmiz\i>:  
 ِنيْبا َّنِإ : َلاَقَـف َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ِلوُسَر َلىِإ ٌلُجَر َءاَج : َلاَق ٍْينَصُح ِنْب َناَرْمِع ْنَع
« ُسُدُّسلا َكَل» : َلاَق ؟ِِهثَايرِم ِفي ِلي اَمَف َتاَم9(يذمترلا هاور)  
dari'Imra>n bin H{us}ain dia berkata; Seorang lelaki datang kepada 
Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Sesungguhnya anakku 
mati, berapakah bagianku dari harta warisannya?" beliau pun 
menjawab: "Seperenam." Tatkala dia pergi membelakangi, beliau 
bersabda lagi: "Dan kamu juga mendapatkan seperenam yang lain." Dan 
ketika dia pergi membelakangi, Nabi berkata lagi: "Sesungguhnya 
seperenam yang lainnya merupakan rizki tambahan untukmu (karena 
sedikitnya ashhabul furudl)." (HR. at-Tirmiz\i>) 
 
e. Hadis dari Qabi>s}ah} ibn Z|uaib yang diriwayatkan oleh at-Tirmiz\i>:  
8Ibid, nomor Hadis: 2093.  
9Ibid, nomor Hadis: 2099.  
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 اَم :َاَله َلاَقَـف : َلاَق ،اَهَـثَايرِم ُُهَلأْسَت ٍرْكَب ِبيَأ َلىِإ ُة َّدَلجا ِتَءاَج : َلاَق ٍبْيَؤُذ ِنْب َةَصيِبَق ْنَع
 يِعِجْراَف ،ٌءْيَش َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ِلوُسَر ِةَّنُس ِفي ِكَل اَمَو ،ٌءْيَش ِهَّللا ِباَتِك ِفي ِكَل
 ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا َلوُسَر ُتْرَضَح» : َةَبْعُش ُنْب َُةيرِغ
ُ
لما َلاَقَـف َساَّنلا َلَأَسَف ،َساَّنلا َلَأْسَأ َّتىَح
 َةَمَلْسَم ُنْب ُدَّمَُمح َماَقَـف ؟َكُرْـيَغ َكَعَم ْلَه : ٍرْكَب ُوَبأ َلاَقَـف « َسُدُّسلا اَهَاطْعَأَف َمَّلَسَو ِهْيَلَع
« ٍرْكَب ُوَبأ َاَله ُهَذَفْـنَأَف ،َةَبْعُش ُنْب َُةيرِغ
ُ
لما َلاَق اَم َلْثِم َلاَقَـف ،ُِّيراَصْنَلأا10(يذمترلا هاور)  
dari Qabi>s}ah bin Z\|uaib ia berkata, "Seorang nenek menemui Abu 
Bakar Ash Shidiq untuk menanyakan tentang harta waris yang menjadi 
bagiannya. Abu Bakar lalu berkata kepadanya; "Saya tidak mendapatkan 
dalam Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bagian untukmu, 
maka kembalilah sehingga saya bertanya kepada kaum 
muslimin."Kemudian Abu Bakar bertanya kepada orang-orang, lalu Al-
Mughirah bin Syu'bah berkata; "Saya pernah hadir dalam majelis 
Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam, Beliau memberikan bagian 
untuk seorang nenek seperenam dari harta warisan." Abu Bakar 
bertanya; "Apakah ada saksi yang lain selain kamu?" Muhammad bin 
Maslamah Al-Anshari berdiri seraya mengatakan sebagaimana yang 
diucapkan Al-Mughirah. Abu Bakar lalu memberlakukan hal itu kepada 
nenek tersebut.(HR. at-Tirmiz\i) 
 
f. Hadis dari Usa>mah ibn Zaid yang diriwayatkan oleh al-Bukha>ri> dan 
Imam at-Tirmiz\i>:  
 َلاَو ،َرِفاَكلا ُمِلْس
ُ
لما ُثَِري َلا» : َلاَق َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا َلوُسَر َّنَأ ،ٍدْيَز ِنْب َةَماَُسأ ْنَع
« َمِلْس
ُ
لما ُرِفاَكلا11(يذمترلاو يراخبلا هاور)  
Dari Usa>mah ibn Zaid sesungguhnya Rasulullah S}allalla>h ‘Alaih wa 
Sallam bersabda: “Seorang muslin tidak (dapat) mewarisi orang kafir, 
10Ibid, nomor Hadis: 2101.  
11Ibid, nomor Hadis: 2101.  
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dan orang kafir tidak (dapat) mewarisi muslim” (HR. Imam al-Bukha>ri> 
dan at-Tirmiz\i) 
 
g. Hadis dari Abu> H}urairah yang diriwayatkan oleh Ibn Ma>jah:  
« ُثَِري َلا ُلِتاَقْلا» : َلاَق َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُاللها ىَّلَص ِهَّللا َلوُسَر َّنَأ ،َةَرْـيَرُه ِبيَأ ْنَع12 نبا هاور) 
(ةجام 
Dari Abu> Hurairah sesungguhnya Rasulullah S}allalla>h ‘Alaih wa 
Sallam bersabda: “orang yang membunuh tidak mendapatkan warisan 
(dari orang yang dibunuh)” (HR. Ibn Ma>jah) 
 
B. Syarat dan Rukun mewarisi 
Guna terjadinya sebuah pewarisan harta, maka ada beberapa rukun yang 
harus terpenuhi. Apabila ada salah satu dari rukun- rukun tersebut tidak 
terpenuhi, maka pewarisan tidak akan terjadi. 
Menurut  hukum Islam, rukun – rukun waris ada 3 yaitu:13 
1. Muwarris\ (pewaris) 
Menurut hukum Islam, Muwarris\ (pewaris) adalah orang yang telah 
meninggal dunia secara pasti dengan meninggalkan harta warisan untuk 
dibagi-bagikan pengalihannya kepada para ahli waris.14 
2. Wa>ris\ (ahli waris) 
Wa>ris\ (ahli waris) adalah orang-orang yang berhak mendapatkan 
harta peninggalan si mati, baik di sebabkan adanya hubungan kekerabatan 
12 Ibn Ma>jah, Muh}ammad ibn Yazi>d al-Qazwi>ni>, Sunan Ibn Majah (Mesir: Syarikah 
Maktabah wa Mat}ba’ah Mus}t}afa> al-Ba>bi> al-H}alibi>, tt), nomor Hadis: 2645.  
13 Otje Salman, Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 
4. 
14Ibid. 
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dengan jalan nasab atau pernikahan, maupun sebab hubungan hak perwalian 
dengan muwarris\.15 
3. Mauru>s\ (harta waris) 
Mauru>s\ (harta waris) adalah harta peninggalan si mati setelah 
diambil biaya-biaya perawatan, melunasi hutang, dan melaksanakan wasiat.16 
Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam waris mewarisi 
adalah sebagai berikut:  
1. Matinya muwarris\ 
Yang dimaksud dengan meninggalnya pewaris ialah bahwa seseorang 
telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari 
mereka, atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak 
diketahui lagi keberadaannya.Sebagai contoh, orang yang hilang yang 
keadaannya tidak diketahui lagi secara pasti, sehingga hakim memvonisnya 
sebagai orang yang telah meninggal.17 
Hal ini harus diketahui secara pasti, karena bagaimanapun 
keadaannya, manusia yang masih hidup tetap dianggap mampu untuk 
mengendalikan seluruh harta miliknya. Hak kepemilikannya tidak dapat 
diganggu gugat oleh siapa pun, kecuali setelah ia meninggal. Maka, jika 
seseorang memberikan harta peninggalan kepada para ahli warisnya ketika ia 
masih hidup, maka itu bukan waris.18 
Kematianmuwarris\ menurut para ulama dibedakan menjadi 3 macam. 
Yaitu:19 
a. Mati h{aqi>qi> (sejati). Mati h{aqi>qi> adalah kematian yang dapat 
disaksikan oleh panca indera.  
15Ibid. 
16Ibid. 
17 Muh}ammad ‘Ali> as}-S{abu>ni>, Pembagian Waris Menurut Islam, terj. A. M. 
Basalamah (Jakarta: Geman Insani Press, 2001), hlm. 40 
18 Otje Salman, dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, hlm 5. Lihat juga Muh}ammad 
‘Ali> as}-S{abu>ni>, Pembagian Waris Menurut Islam, terj. A. M. Basalamah (Jakarta: Geman Insani 
Press, 2001), hlm. 40 
19 Otje Salman, dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, hlm 5.  
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b. Mati h{ukmi>(manurut putusan hakim). Mati h{ukmi>adalah mati yang 
disebabkan oleh putusan hakim, baik orangnya masih hidup atau sudah 
meninggal.  
c. Mati taqdi>ri>(menurut dugaan). Mati taqdi>ri>adalah kematian yang 
didasarkan pada dugaan kuat bahwa orang yang bersangkutan sudah 
meninggal 
Dari ketiga jenis mati tersebut di atas yang dapat digunakan untuk 
menghukumi waris adalah mati secara h}aqi>qi> dan h}ukmi>. 20 
2. Hidupnya wa>ris\ 
Maksudnya, pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada 
ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang 
sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi.21 
Sebagai contoh, jika dua orang atau lebih dari golongan yang berhak 
saling mewarisi meninggal dalam satu peristiwa –atau dalam keadaan yang 
berlainan tetapi tidak diketahui mana yang lebih dahulu meninggal– maka di 
antara mereka tidak dapat saling mewarisi harta yang mereka miliki ketika 
masih hidup.Hal itu seperti digambarkan oleh kalangan pakar fikih 
sebagaimana orang yang sama-sama meninggal dalam suatu kecelakaan 
kendaraan, tertimpa puing, atau tenggelam.Para fuqaha menyatakan, mereka 
adalah golongan orang yang tidak dapat saling mewarisi.22 
3. Tidah ada penghalang mewarisi 
Syarat yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah tidak ada 
penghalang yang menyebabkan seseorang terhalang dan tidak mendapat 
warisan. Berkenaan dengan syarat ini, aka nada penjelasan lebih mendalam 
mengenai halangan-halangan dalam waris pada sub bab selanjutnya.23 
20 As}-S{a>bu>ni>, Pembagian Waris Menurut Islam, terj. A. M. Basalamah (Jakarta: 
Geman Insani Press, 2001), hlm. 40 
21Ibid. 
22Ibid. 
23Ibid. 
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 C. Ahli Waris dan Sebab-sebab dan penghalang mewarisi  
1. Ahli Waris 
Secara umum ada dua golongan ahli waris. Satu golongan  yang 
mempunyai bagian tertentu yang disebut z\aw al-furud} dan satu golongan 
yang mendapat bagian sisa atau penghabis harta warisan yang disebut sebagai 
‘as}abah.24 
Z|aw al-furud}atauyang disebut sebagai as}h}a>b al-Furud}artinya 
yang mempunyai bagian tertentu. Maksudnya ahli waris yang bagiannya telah 
ditentukan oleh al-Quran dan Hadis.25 
Sedangkan ‘as}abah menurut bahasa “pembela atau penolong”. Dan 
menurut istilah syar’i adalah ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya 
dengan kadar tertentu. Ia menerima bagian setelah ahli waris z|aw al-
furud}menerima bagiannya. Oleh karena itu, ‘as}abah ini mungkin saja 
menerima semua sisa, atau sebagian sisa, atau bahkan tidak menerima sama 
sekali, karena harta yang dibagikan telah habis diberikan kepada z\aw al-
furud}.26 
a. As}h}a>b al-furu>d} dan ‘as}abah 
Pembagian As}h}a>b al-furu>d}dan ‘as}abah ini dapat 
diklasifasikan kepada empat kelompok:27 
1. Ahli waris yang menerima sebagai As}h}a>b al-furu>d}saja dan tidak 
akan menerima ‘as}abah, yaitu: 
a. Suami. 
b. Istri. 
c. Saudara laki-laki seibu. 
24 Rahman, Penjelasan Lenkap…, hlm. 359. 
25 Asy-Syirbi>ni>, Mughn al-Muh}ta>j…, IV/15. 
26 Rahman,Penjelasan…, hlm. 359. Lihat juga Asy-Syirbi>ni>, Mughn al-Muh}ta>j…, IV/10. 
27 Rahman,Penjelasan…, hlm. 359-360. Lihat juga Asy-Syirbi>ni>, Mughn al-Muh}ta>j…, 
IV/10-21. 
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d. Saudara perempuan seibu. 
e. Ibu. 
f. Nenek dari pihak bapak. 
g. Nenek dari pihak ibu. 
2. Ahli waris yang menerima bagian sebagai ‘as}abahsaja. Dengan 
kemungkinan bisa menerima seluruh harta warisan, menerima sisa 
harta atau mungkin sama sekali tidak menerimanya. Mereka adalah: 
a. Anak laki-laki. 
b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. 
c. Saudara laki-laki sekandung. 
d. Saudara laki-laki sebapak. 
e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. 
f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. 
g. Paman sekandung. 
h. Paman sebapak. 
i. Anak laki-laki paman sekandung. 
j. Anak laki-laki paman sebapak. 
3. Ahli waris ada kalanya sebagai As}h}a>b al-furu>d}dan ada kalanya 
sebagai ‘as}abah, yaitu: 
a. Anak perempuan. 
b. Cucu perempuan dari anak laki-laki. 
c. Saudara perempuan kandung. 
d. Saudara perempuan sebapak. 
4. Ahli waris yang ada kalanya menerima bagian sebagai As}h}a>b al-
furu>d}, adakalanya sebagai ‘as}abah dan ada kalanya sekaligus 
sebagai as}h}a>b al-furu>d}dan ‘as}abah. Mereka adalah: 
a. Bapak. 
b. Kakek dari pihak bapak. 
b.  ‘As}abah 
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Adapun tentang ‘ashabah terbagi kepada tiga bagian, yaitu: 
1. As}abah bi an-nafsih 
As}abah bi an-nafsih, yaitu menerima sisa harta karena dirinya 
sendiri, bukan karena sebab lain. Yang termasuk ashabah binafsih 
adalah semua ahli waris laki-laki kecuali saudara laki-laki seibu. 
2. As}abah bi al-ghair 
‘As}abah bi al-ghairyaitu ahli waris yang menerima sisa harta 
karena bersama dengan ahli waris laki-laki yang setingkat dengannya. 
Yang termasuk ‘as}abah ini adalah ahli waris perempuan yang 
bersamanya ahli waris laki-laki, yaitu: 
a. Anak perempuan, jika bersama anak laki-laki. 
b. Cucu perempuan, jika bersama cucu laki-laki. 
c. Saudara perempuan kandung, jika bersmanya saudara laki-laki 
kandung. 
d. Saudara perempuan sebapak, jika bersamanya saudara laki-laki 
sebapak. 
3. As}abah ma’a al-ghair 
‘As}abah ma’a al-ghair,yaitu menjadi ‘as}abah karena sama-
sama dengan ahli waris perempuan dalam garis lain, yakni mereka 
yang menerima harta sebagi z\aw al-furud}. Jadi, bersama dengan ahli 
waris lain yang tidak setingkat. Yang termasuk ‘ashabah ini adalah 
ahli waris perempuan yang bersamanya ada ahli waris perempuan 
yang tidak segaris/setingkat, yaitu: 
a. Saudara perempuan kandung, jika bersamanya ada ahli waris: 
1. Anak perempuan (satu orang atau lebih), atau 
2. Cucu perempuan (satu orang atau lebih). 
b. Saudara perempuan sebapak, jika bersamanya ada ahli waris: 
1. Anak perempuan (satu orang atau lebih), atau 
2. Cucu perempuan (satu orang atau lebih). 
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Rasulullah saw. bersabda: 
 ُسُدُّسلا ِنْبْلاا ِةَنْـبِلاَو ُفْصِّنلا ِةَنْـبلاِل  َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُه
ّٰللا ىَّلَص ِهّٰللا ُلْوُسَر ىَضَق
 نبا نم ىئاسنلاو ملسلما لاا هعاملجا هاور) َيَِقب اَم ِتْخُْلاِلَو ِْينَـُثلـُّثلا َةَلِمْكَت
(دوعسم 
‘Rasulullah saw. menetapkan untuk anak perempuan setengah 
bagian, cucu perempuan (dari anak laki-laki) seperenam bagian 
untuk mencukupi dua pertiga bagian, dan sisanya untuk saudara 
perempuan.” (HR. Jamaah, kecuali Muslim dan Nasa’i dari Ibnu 
Mas’ud) 
 
 
2. Sebab-sebab Mewarisi 
Hukum waris mewarisi yang berlaku dalam Islam tidak terbentuk 
begitu saja.Ada beberapa sebab yang mengakibatkan seseorang mendapatkan 
warisan da nada beberapa sebab yang menjadikan seseorang terhalang 
mendapatkan warisan. 
Para pakar ilmu fikih secara umum atau pakar fara>id} secara khusus 
menyebutkan bahwa sebab-sebab waris mewarisi ada 4, yaitu:  
a. Hubungan kekerabatan 
b. Hubungan perkawinan  
c. Hubungan memerdekakan budak 
d. Hubungan agama (sesama beragama Islam)28 
Sebab-sebab mewarisi yang ada 4 di atas adalah menurut Ahmad 
Azhar Basyir, sedangkan menurut Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy sebab 
mewarisi mewarisi hanya ada 3 yaitu: hubungan perkawinan, kekerabatana 
28 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 18-19. 
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dan ‘as}a>bah ‘usu>bah sababiyah atau qara>bah hukmiyyah dan 
meniadakan unsur Islam. Ketidak adanya sebab Islam dalam waris menurut 
hasbi mungkin karena unsur Islam adalah unsur yang harus ada dan terpenuhi 
dalam waris, sehingga sebab Islam tidak perlu di cantumkan dalam sebab 
sebab waris mewarisi.29 
a. Hubungan kekerabatan 
Kekerabatan adalah hubungan nasab antara pewaris dengan ahli 
waris yang disebabkan oleh faktor kelahiran.Dalam kedudukan hukum 
Jahiliyah, kekerabatan menjadi sebab mewarisi adalah terbatas pada laki-
laki yang telah dewasa, kaum perempuan dan anak-anak tidak mendapat 
bagian.Selain itu anak angkat dan sumpah setia saling mewarisi kendati 
tidak ada hubungan kekerabatan juga menjadi sebab waris. Setelah Islam 
datang merevisi tatanan Jahiliyah, sehingga kedudukan laki-laki dan 
perempuan sama dalam mewarisi, tak terkecuali pula anak yang masih 
dalam kandungan.30 
Adapun dasar hukum kekerabatan sebagai ketentuan bahwa laki-
laki dan perempuan mempunyai hak yang sama : 
 َلاْاَو ِت َدِلاَوْلا َكَرَـتَا ِّمم ٌبْيِصَن ِإَسِّنِللَو َنْوُـبَرْـق َلاْاَو ِت ا َدِلاَوْلا َكَرَـت َا ِّمم ٌبْيِصَن ِل اَجِّرِلل
سنلا) اًضْوُرْفَم ُابْيِصَن َرُـثَْكو َا ُهْنِم َّلَق اَِّمم َنْوُـبَرْـقءا : 7( 
“Bagi anak laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-
bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula 
dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya baik sedikit atau 
banyak menurut yang telah ditentukan”. (an-Nisa>’: 7) 
 
29Ibid, Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, Fiqih Mawaris (Semarang, Pustaka Riski Putra, 
2001), hlm. 29-30 
30Ibid, Ash-Shiddiqy, Fiqih Mawaris, hlm. 2-3. 
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... ٌميِلَع ٍءْيَش ِّلُكِب َهَّللا َّنِإ ِهَّللا ِباَتِك ِفي ٍضْعَـِبب َلىْوَأ ْمُهُضْعَـب ِماَحْرَْلأا وُلُوأَو 
 :لافنلأا)75( 
…Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya 
lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) 
di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala 
sesuatu.(al-anfa>l: 75) 
 
 
b. Hubungan perkawinan  
Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum 
saling mewarisi antara suami dan istri.Kriteria suami istri tetap saling 
mewarisi disamping keduanya telah melakukan akad nikah secara syah 
menurut syariat, juga antara suami istri belum terjadi perceraian ketika 
salah seorang dari keduanya meninggal dunia.31 
Adapun kedudukan istri-istri yang dicerai raj’i dan suami lebih 
berhak untuk merujuknya (perceraian pertama dan kedua) selama masa 
‘iddah, maka iapun berhak menerima warisan.32 
Selain salah seorang dari suami istri menerima pusaka dari yang 
lain, walaupun belum terjadi percampuran.33 
c. Hubungan memerdekakan budak (wala>’) 
Al-Wala>’ adalah hubungan kewarisan akibat seseorang 
memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-menolong, 
namun sepertinya sebab hubungan memerdekakan budak ini jarang 
dilakukan atau malah tidak ada sama sekali. 
Adapun para fuqaha membagi hubungan wala>’ menjadi 2 
bagian: 
31Ash-Shiddiqy, Fiqih Mawaris, hlm. 29-30. 
32Ibid. 
33 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 45. 
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1. Wala>’ al-‘Itqatau hubungan antara yang memerdekakan (mu’ti>q) 
dengan yang dimerdekakan (‘ati>q) 
Menurut jumhur ulama menetapkan bahwa walaaul ‘itqi 
merupakan sebab menerima pusaka, hanya golongan Khawarij yang 
tidak membenarkan hal itu. 
2. Wala>’ al-Muwa>lah, yaitu hubungan yang disebabkan oleh 
sumpah setia. Menurut golongan Hanafiyah dan Syi’ah Imamiyah 
dipandang sebagai sebab mewarisi, sedang menurut jumhur ulama 
tidak termasuk.34 
Adapun bagian orang yang memerdekakan budak (hamba 
sahaya) adalah 1/6 harta peninggalan. Namun kondisi modern ini, 
dengan tidak adanya hamba sahaya, maka secara otomatis 
hubungan al-Wala>’ pun hapus dari hal ini merupakan keberhasilan 
misi Islam. 
3. Sebab-sebab penghalang hak waris. 
Hal-hal di atas adalah beberapa sebab yang membuat seseorang 
mendapatkan warisan. Akan tetapi apabila sebab-sebab di atas terpenuhi akan 
tetapi apabila ada seseorang melakukan hal-hal tertentu maka seseorang 
tersebut tidak akan mendapatkan warisan. Hal-hal yang menyebabkan 
seseorang terhalang warisnya adalah:  
1. Pembunuhan 
Pembunuh tidak berhak mendapat warisan dari keluarga yang 
dibunuhnya.35Hal ini didasarkan pada Hadis yang diriwayatkan oleh: Imam an-
Nasa>i>:  
(يئاسنلا هاور) ٌئْيَش ِثَارْـِيلما َنِم ِلِتاَقِلل َسْيَل 
34Ash-Shiddieqy, Fiqh Mawaris, hlm. 33. 
35 M. Ali Hasan, Hukum Waris Dalam Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 31. 
41 
 
                                                         
“Pembunuh tidak berhak sesuatu apapundari harta warisan”. (HR. 
An-Nasa>i>) 
 
Yang jadi pertanyaan adalah apakah semua jenis pembunuh 
menyebabkan seseorang ahli waris terhalang menerima warisan dari 
pewaris.Sebab sebagaima diketahui bahwa tindakan pembunuhan dapat 
terjadi dalam beberapa keadaan, yaitu pembunuhan dengan sengaja, 
pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan tidak sengaja. 
Dalam hal ini menurut maz\hab Hanafi dan Syafi’i berpendapat 
sebagaimana dikutip oleh anshary, bahwa semua macam pembunuhan 
bagaimanapun bentuknya menghalangi seseorang mendapatkan warisan 
dari pewarisnya.Mazhab Maliki berpendapat bahwa pembunuhan yang 
dapat menggugurkan hak waris adalah pembunuhan yang dilakukan oleh 
ahli waris dengan sengaja.Sedangkan dua pembunuhan lainya tidak 
menggugurkan hak warisnya ahli waris.36 
2. Kafir (Berlainan Agama)  
Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang 
beragama Islam.Demikian pula sebaliknya.37Hal ini disandarkan pada Hadis 
yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukha>ri> dan at-Tirmi>z\i> 
 ُمِلْس
ُ
لما ُثَِري َلا» : َلاَق َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا َلوُسَر َّنَأ ،ٍدْيَز ِنْب َةَماَُسأ ْنَع
« َمِلْس
ُ
لما ُرِفاَكلا َلاَو ،َرِفاَكلا(يذمترلاو يراخبلا هاور)  
Dari Usa>mah ibn Zaid sesungguhnya Rasulullah S}allalla>h 
‘Alaih wa Sallam bersabda: “Seorang muslin tidak (dapat) 
mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak (dapat) mewarisi 
muslim” (HR. Imam al-Bukha>ri> dan at-Tirmiz\i) 
36 Anshary, Hukum Kewarisan Islam: dalam Teori dan  Praktik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2013), hlm. 47. 
37Ali Hasan, Hukum Waris Dalam Islam, hlm. 32. 
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 Dalam Hadis di atas ditegaskan bahwa faktor perbedaan iman 
antara ahli waris dan pewaris menyebabkan mereka tidak saling 
mewarisi.Sebaliknya kesamaan iman merupakan syarat utama saling 
mewarisi antara ahli waris dan pewaris.Jumhur ulama sepakat dalam hal 
ini.38 
Sebagian ulama ada yang menambahkan murtad atau orang yang 
telah keluar dari agama sebagai penggugur hak mewarisi. Orang yang 
telah keluar dari agama disepakati sebagai perbedaan agama, oleh karena 
itu orang murtad tidak dapat mewarisi hartaya kepada orang muslim 
meski ia saudaranya.39 
Sedangkan jika yang meninggal adalah orang Islam yang 
meninggal dan saudaranya ada yang murtad apakah si murtad 
mendapatkan warisan?. Sebagaian besar ulama dari mazhab Syafi’i, 
Maliki dan Hambali sepakat bahwa orang muslim tidak dapat mewarisi 
harta saudaranya yang meninggal. Akan tetapi menurut mazhab Hanafi 
orang muslim dapat mewarisi harta saudaranya yang meninggal. Bahkan 
mereka sepakat bahawa seluruh harta orang murtad diwariskan kepada 
saudranya yang muslim.40 
3. Budak  
Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak 
untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya.Sebab segala sesuatu yang 
dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya.Baik budak qinn 
(budak murni), mudabbar (budak yang dinyatakan merdeka jika tuannya 
meninggal), atau mukattab (budak yang telah menjalankan perjanjian 
pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati oleh 
38Anshary, Hukum Kewarisan Islam, hlm. 45. 
39 As}a>bu>ni>, Pembagian waris, hlm. 43. 
40Ibid. 
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kedua belah pihak).Alhasil semua jenis budak menghalangi hak 
waris.41Namun karena pada zaman sekarang budak sudah tidak ada di dunia 
baik Islam maupun non Islam, maka banyak para penulis mawaris tidak 
mencantumkan budak ke dalam hal-hal yang menghalangi waris mewarisi. 
Uraian tersebut di atas adalah hal-hal yang menghalangi ahli waris 
dari warisan dan tidak mendapat sama sekali atau dilarang. Selain hal-hal 
tersebut di atas ada juga hal-hal yang mencegah ahli waris untuk 
mendapatkan bagian. Namun ahli waris yang bersangkutan pada awalnya 
mendapat bagian kemudian karena ada ahli waris yang lebih dekat 
sehingga menjadikan ahi waris tersebut tidak mendapatkan bagian baik 
sama sekali atau terkurangi bagiannya. Ini yang disebut sebagai mahju>b. 
Menurut Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy dalam bahasa Arab, 
ha>jib adalah mencegah, menutup dan menghalangi. Orang yang menjadi 
penghalang atau pencegah dinamakan hija>b, sedngkan orang yang 
dicegah atau dihalangi atau ditutup dinamakan mahju>b.42 
Menurut istilah, hajib adalah mencegah dan menghalangi orang-
orang tertentu dari menerima seluruh pusaka atau harta warisan atau 
sebagian karena ada seseorang lain.43 
1. Pembagian Hija>b 
Hija>b dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yakni: 
a. Hija>b Bi al-Washf (hijab dengan sifat), yaitu menghalangi 
seorang ahli waris mendpatkan warisan karena sebab 
perbudakan, berlainan agama dan pembunuhan sebagaiman 
diuraikan sebelumnya.  
41 As}-S}abu>ni>, Pembagian Waris menrut Islam, hlm. 41. 
42Ash-Shiddieqy, Fiqh Mawaris, hlm. 163 
43Ibid. 
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b. Hija>b Bi asy-Syakhs, seorang ahli waris terhalang 
mendapatkan warisan karena ada ahli waris yang lebih kuat 
atau lebih dekat dengan si mayit daripada orang tersebut. 
Hija>b Bi asy-Syakhs dibagi menjadi dua, yakni hija>b 
nuqs}a>n dan hija>b hirma>n. 
1. Hija>b Nuqs}a>n 
Hija>b Nuqs}a>n ialah berkurangya bagian yang 
semestinya diterima oleh ahli waris karena adanya ahli waris 
lain. Berkurangnya bagian ahli esris tersebut untuk memberi 
kesempatan kepada ahli waris lain agar sama-sama menerima 
warisan. Berkurangnya apa yang diterima oleh ahli waris dapat 
berarti menerima bagian paling kecil dari dua kemungkinan yang 
ada. contohnya adalah seperti suami dari mendapat bagian ½ 
menjadi ¼ karena ada anak dan istri dari ¼ menjadi 1/8, karena 
ada anak.44 
Jadi, hija>b nuqs}a>n adalah penghalang yang 
menyebabkan berkurangnya bagian seorang ahli waris, dengan 
kata lain berkurangnya bagian yang semestinya diterima oleh 
seorang ahli waris karena ada ahli waris lain. 
Ahli waris yang menjadi ha>jib pada hija>b nuqs}a>n 
adalah : 
a) Anak laki-laki atau cucu laki-laki mengurangi:  
- Ibu dari 1/3 menjadi 1/6 
- Suami dari ½ menjadi ¼ 
- Istri ¼ menjadi 1/8 
- Ayah dari seluruh atau sisa harta menjadi 1/6 
- Kakek dari seluruh atau sisa harta menjadi 1/6 
44Syarifudin, Hukum Kewarisan Islam, hlm. 202 
45 
 
                                                         
b) Anak perempuan mengurangi  
- Ibu dari 1/3 menjadi 1/6 
- Suami dari ½ mebjadi ¼ 
- Istri ¼ menjadi 1/8 
- Bila anak perempuan hanya satu orang, maka cucu 
perempuan dari ½ menjadi ¼ 
c) Cucu perempuan mengurangi  
- Ibu dari 1/3 menjadi 1/6 
- Suami dari ½ mebjadi ¼ 
- Istri ¼ menjadi 1/8 
d) Beberapa orang saudara dalam segala bentuknya mengurangi 
bagian ibu dari 1/3 menjadi 1/6 
e) Saudara perempuan kandung. Dalam kasus ini hanya seorang 
diri dan tidak bersama anak atau saudara laki-laki, maka ia 
mengurangi hak saudara perempuan seayah dari ½ menjadi 
1/6.45 
Lima orang tersebut di atas meghija>b secara hirma>n. 
Dengan kata lain lima orang tersebut mengalang-halangi orang 
yang di bawahnya untuk menadapatkan warisan yang lebih besar 
dan bagiannya menjadi lebih sedikit.  
2. Hija>b Hirma>n 
Hija>b Hirma>n ialah terhalangnya seseorang menerima 
warisan karena ahli waris yang lain lebih dekat darinya untuk 
mendapatkan warisan. Dengan arti lain ia tidak mendapatkan 
apa-apa karena ada hali waris yang lebih dekat.46 
1. Kakek, terhalang oleh :  
- Αyah 
45Ibid, hlm. 202-203 
46Ibid, hlm. 201. 
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2. Nenek dari ibu, terhalang oleh : 
- Ιbu  
3. Nenek dari ayah, terhalang oleh : 
- Αyah 
- Ιbu 
4. Cucu laki-laki garis laki-laki terhalang oleh : 
- Αnak laki-laki 
5. Cucu perempuan garis laki-laki terhalang oleh : 
- Anak laki-laki 
- Anak perempuan dua orang atau lebih 
6. Saudara sekandung (laki-laki/perempuan) terhalang oleh: 
- anak laki-laki 
- cucu laki-laki 
- ayah 
7. Saudara seayah (laki-laki/perempuan) terhalang oleh : 
- Anak laki-laki 
- Cucu laki-laki 
- Ayah 
- Saudara sekandung laki-laki 
- Saudara sekandung perempuan bersama anak/cucu 
perempuan 
8. Saudara seibu (laki-laki/perempuan) terhalang oleh : 
- Anak laki-laki dan anak perempuan 
- Cucu laki-laki dan cucu perempuan 
- Ayah 
- Kakek 
9. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung terhalang oleh : 
- Anak laki-laki 
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- Cucu laki-laki 
- Ayah atau kakek 
- Saudara laki-laki sekandung atau seayah 
- Saudara perempuan sekandung atau seayah yang 
menerima ‘asabah ma’al ghair 
10. Anak laki-laki saudara seayah terhalang oleh : 
- Anak laki-laki atau cucu laki-laki 
- Ayah atau kakek 
- Saudara laki-laki sekandung atau seayah 
- Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung 
- Saudara perempuan sekandung atau seayah yang 
menerima ‘asabah ma’al ghair 
11. Paman sekandung terhalang oleh : 
- Anak atau cucu laki-laki 
- Ayah atau kakek 
- Saudara laki-laki sekandung atau seayah 
- Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah 
- Saudara perempuan sekandung atau seayah yang 
menerima asabah ma’al ghair 
12. Paman seayah terhalang oleh : 
- Anak atau cucu laki-laki 
- Ayah atau kakek 
- Saudara laki-laki sekandung atau seayah 
- Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah 
- Saudara perempuan sekandung atau seayah yang 
menerima asabah ma’al ghair 
- Paman sekandung 
13. Anak laki-laki paman sekandung terhalang oleh : 
- Anak atau cucu laki-laki 
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- Ayah atau kakek 
- Saudara laki-laki sekandung atau seayah 
- Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah 
- Saudara perempuan sekandung atau seayah yang 
menerima asabah ma’al ghair 
- Paman sekandung atau seayah 
14. Anak laki-laki paman seayah terhalang oleh : 
- Anak atau cucu laki-laki 
- Ayah atau kakek 
- Saudara laki-laki sekandung atau seayah 
- Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah 
- Saudara perempuan sekandung atau seayah yang 
menerima asabah ma’al ghair 
- Paman sekandung atau seayah.47 
 
Contoh Penyelesaiannya 
Pak Ahmad meninggal dunia dengan meninggalkan 
satu anak laki-laki, dua anak perempuan dan dua cucu laki-
laki. Maka bagian masing masing dari pak Ahmad anak 
dan cucunya adalah sebagai berikut:  
Pak Ahmad   Meninggal  
2 Anak Pr   Asabah bi al-Ghoir 
Anak LK   Asabah bi nafsih  
Cucu Lk/Pr  Mahju>b oleh anak 
Keterangan: 
Anak laki-laki menjadi ha>jib atau penghalang secara bagi 
cucu laki-laki maupun cucu perempuan, sebab dengan 
47 Muh}ammad Ibn Ahmad al-Khati>b asy-Syirbi>ni>, Mughn al-Muhta>j ila> Ma’rifah 
alfa>z} al-Minha>j (Bairu>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), IV/11 
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adanya anak laki-laki cucu laki-laki dan perempun tidak 
memperoleh bagian sama sekali. 
D. Asas-asas hukum waris Islam 
Hukum kewarisan Islam atau yang lazim disebut fara>id} dalam literatur 
Hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan Hukum Islam yang 
mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang 
masih hidup.48 
Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah 
yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw., Hukum kewarisan Islam 
mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum 
kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Di samping itu Hukum Kewarisan 
Islam dalam hal tertentu yang mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan 
hukum kewarisan yang lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk 
karakteristik dari hukum Kewarisan Islam. 
Hukum Kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum dalam al-
Qur’an dan penjelasan tambahan tambahan yang diberikan oleh Nabi 
Muhammad saw. dalam sunahnya. Dalam pembahasana ini akan dikemukakan 
lima asas yang berkaitan dengan sifat pemeliharaan harta kepada ahli waris, cara 
pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima dan 
waktu terjadinya pemeliharaan harta itu. Asas-asas tersebut adalah: asas 
ijba>ri>, asas liberal, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas semata 
akibat kematian.  
1. Asas Ijba>ri> 
Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal 
kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari 
48 Amir Syarifudin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 
16. 
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orang yang akan meninggal atau kehendak orang yang akan menerima. Cara 
peralihan seperti ini dsebut secara ijba>ri>.49 
Kata Ijba>ri> secara leksikal mengandung arti paksaan (compulsory), 
yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri.50Maka pemindahan harta 
dari orang yang telah meninggal kepada ahli waris berlaku dengan 
sendirinya, tidak ada individu maupun lembaga yang dapat menangguhkan 
pemindahan tersebut. Antara waris dan ahli waris dalam hal ini “dipaksa” 
(ijba>r) menerima dan membagikan harta warisan sesuai dengan ketentuan 
bagian yang ada. Apabila dalam prakteknya, ada seseorang ahli waris yang 
merasa lebih cukup daripada pewaris, sehingga merasa tidak memerlukan 
harta warisan tersebut, maka dia tetap berkewajiban menerima harta itu, 
adapun harta tersebut akan disumbangkan atau keperluan yang lain terserah 
kepada yang menerima harta tersebut. Hal yang pokok adalah setelah semua 
itu diketahui bagian masing-masing dan diterima ahli waris dengan ikrar yang 
jelas.Asas ini berlaku hanya jika pewaris sudah meninggal dunia.51 
Adanya asas ini dapat dilihat dalam tiga segi, pertama dari segi 
peralihan harta, maksudnya kertika pewaris meninggal secara otomatis harta 
peninggalan beralih kepada ahli waris.Kedua segi jumlah harta yang beralih, 
bahwa bagian hak ahli waris sudah jelas ditentukan sehingga baik pewaris 
maupun ahli waris tidak memiliki hak untuk menambah dan 
menguranginya.Ketiga segi kepada siapa harta tersebut beralih, dan ini pula 
sudah ditentukan dan tidak suatu kuasa manusia pun yang dapat 
mengubahnya.52 
Hal tersebut berbeda dengan dengan kewarisan menurut Hukum 
Perdata (BW) yang peralihan hak kewarisan tergantung kepada kemauan 
49Ibid, hlm. 17. 
50Ibid, hlm. 17. 
51Ibid, hlm. 18. 
52 Rachmadi Usman, Hukum Kewarisan Islam: Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam 
(Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 34. 
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pewaris serta kehendak dan kerelaan akli waris yang akan menerima, tidak 
berlaku dengan seindirinya.53 
Dalam pasal 1023 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) 
dinyatakan “Jika suatu boedel warisan terbuka, maka seorang ahli waris 
diberikan kesempatan hak untuk berpikir akan menerima atau menolak 
warisan, dalam jangka waktu selama empat bulan”. Jika sudah lewat jangka 
waktu maka dalam pasal 1029 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUHPer) ahli waris dapat memilih tiga pilihan yang telah ditentukan 
berdasarkan masing-masing konsekuensinya, yaitu menerima warisan secara 
murni, menerima warisan secara tidak murni atau dengna hak istimewa, dan 
menolak warisannya. Dengan demikian, waris dalam Perdata Barat tidak 
memberlakukan asas Ijbari.54 
Sebaliknya dalam hukum adat, harta peninggalan dapat bersifat tidak 
dibagi-bagikan atau pelaksanaan pembagiannya ditunda dalam jangka waktu 
yang cukup lama atau hanya sebagian yang dibagikan.Harta peninggalan 
yang tidak dibagikan dalam beberapa lingkungan hukum adat disebabkan 
harta tersebut merupakan lambang kesatuan dari keluarga tersebut atau 
barang tersebut merupakan barang yang tidak dapat dibagi-bagi.Bahkan 
selama janda yang ditinggalkan dan anak-anaknya berkumpul masih 
memerlukan penghidupan, harta peninggalan tetap tidak dibagikan.55 
Asas ijba>ri> dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu dari segi 
peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih, dari segi kepada siapa 
harta itu beralih.  
Unsur ijbari dari segi cara perlaihan mengandung arti bahwa harta 
orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan oleh siapa-
siapa kecuali Allah SWT. Oleh karena itu kewarisan dalam Islam diartikan 
53Ibid. 
54Ibid. 33-34. 
55Ibid. 33. 
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dengan “peralihan harta”, bukan “pengalihan harta”, karena pada peralihan 
berarti beralih dengan sendirinya sedangkan pengalihan tampak usaha 
seseorang.56 
Bentuk ijba>ri> dari segi jumlah harta berarti bahwa bagian atau hak 
ahli waris dalam harta warisan sudah jelas sudah ditentukan oleh Allah SWT. 
Sehingga, pewaris atau ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah 
atau mengurangi apa yang telah ditentukan itu.57 
Sedangkan bentuk ijbari dari penerima peralihan harta itu berarti 
mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, 
sehingga tidak ada suatau kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya 
dengan cara memasukan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak. 
Adanya unsur ijba>ri> dapat dipahami dari kelompok ahli waris 
sebagaimana disebutkan Allah dalam ayat-ayat 11,12,dan 176 surah an-
Nisa>’.58 
 
2. Asas Bilateral 
Membicarakan asas ini berarti berbicara kearah peralihan harta 
dikalangan ahli waris.Ahli bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa 
harta warisan beralih kepada atau melalui kedua arah.Hal ini berarti bahwa 
setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, 
yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis 
keturunan perempuan. 
Asas bilateral ini dapat dilihat secara nyata dalam firman Allah dalam 
surag an-Nisa>’ ayat 7, 11, 12, dan 176.Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa 
seseorang leki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya juga dari 
pihak ibunya.Begitu pula seorang perempuan berhak mendapat warisan dari 
56Amir Syarifudin, Hukum Kewarisan Islam, hlm. 18-19. 
57Ibid, hlm. 19. 
58Ibid, hlm. 19. 
53 
 
                                                         
ayahnya dan juga ibunya.Ayat ini merupakan dsarbagi kewarisan bikateral 
itu.59 
Dalam Ayat 11 dijelaskan:60 
1. Anak perempuan berhak menerima warisan dari kedua orang 
tuanya sebagaimana yang didapat oleh anak laki-laki dengan 
perbandingan seorang anak laki-laki menerima sebanyak yang 
didapat oleh dua orang anak perempuan. 
2. Ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun 
perempuan. Begitu pula ayah sebagai ahli waris laki-laki berhak 
menerima waris dari anak-anaknya, baik laki-laki maupun 
perempuan. 
Dalam Ayat 12 dijelaskan:61 
Bila pewaris adalah seorang anak laki-laki yang tidak memiliki 
pewaris langsung (anak atau ayah), maka saudara laki-laki dan perempuan 
berhak menerima bagian dari harta tersebut. 
Bila pewaris adalah seorang perempuan yang tidak memiliki pewaris 
langsung (anak atau ayah), maka saudara yang laki-laki dan perempuannya 
berhak menerima harta tersebut. 
Dalam Ayat 176 dijelaskan:62 
1. Seorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan (ke atas dan 
ke bawah), sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki dan 
perempuan, maka saudara-saudaranya itu berhak menerima 
warisannya. 
2. Seorang perempuan yang tidak mempunyai keturunan (ke atas dan 
ke bawah), sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki dan 
59Ibid, hlm. 20. 
60Ibid, hlm. 20. 
61Ibid, hlm. 20. 
62Ibid, hlm. 20. 
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perempuan, maka saudara-saudaranya itu berhak menerima 
warisannya. 
Dari tiga ayat yang telah dikemukakan di atas, terlihat secara jelas 
bahwa kewarisan itu beralih ke bawah (anak-anak), ke atas (ayah dan ibu), ke 
samping (saudara-saudara) dari kedua belah pihak garis keluarga, yaitu laki-
laki dan perempuan yang menerima warisan dari kedua garis keluarga, yaitu 
dari garis laki-laki dan garis perempuan. Inilah yang dinamakan kewarisan 
secara bilateral. 
3. Asas Individual 
Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan 
arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. 
Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa 
terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan 
dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi; kemudian jumlah tersebut 
dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian 
masing-masing.63 
Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung 
dan terikat dengan ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan kepada ketentuan 
bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima 
hak dan menjalankan kewajiban, yang di dalam ushul fiqh disebut “ahliyah 
al-wu>ju>b”.Dalam pengertian ini, setiap ahli waris berhak menuntut secara 
sendiri-sendiri harta warisan itu dan berhak pula untuk tidak berbuat 
demikian. 
Sifat individual dalam kewarisan itu dapat dilihat dari aturan-aturan 
Al-Quran yang menyangkut pembagian harta warisan itu sendiri.Ayat 7 surat 
An-Nisa’ secara garis besar menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan 
63Ibid, hlm. 21. 
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berhak menerima warisan dari orang tua dan karib kerabatnya, terlepas dari 
jumlah harta tersebut, dengan bagian yang telah ditentukan. 
Ayat 11, 12, dan 176 surat an-Nisa’ menjelaskan secara terperinci hak 
masing-masing ahli waris secara individual menurut bagian tetrtentu dan 
pasti. Dalam bentuk yang tidak tertentu seperti anak laki-laki bersama dengan 
perempuan dalam surat an-Nisa’ ayat 11 atau saudara laki-laki dan saudara 
perempuan dalam ayat 176, dijelaskan juga perimbangan pembagiannya yaitu 
bagian laki-laki banyaknya sama dengan dua bagian perempuan. Dari 
perimbangan yang dinyatakan itu akan jelas pula bagian masing-masing ahli 
waris. 
Pembagian secara individual ini adalah ketentuan yang mengikat dan 
wajib dijalankan oleh setiap muslim dengan sanksi berat di akhirat bagi yang 
melanggarnya, sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 
13 dan 14. 
Bila telah terlaksana pembagian secara terpisah untu setiap ahli waris, 
maka untuk seterusnya ahli waris memiliki hak penuh untuk menggunakan 
harta tersebut. Walaupun dibalik kebebasan menggunakan harta tersebut 
terdapat ketentuan lain yang dalam kaidah ushul fiqh disebut “ahliyah al-
ada>’.” 
4. Asas Keadilan berimbang  
Kata ‘adil’ merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata 
al-adlu. Dalam Al-Quran, kata al-adlu atau turunannya disebutkan lebih dari 
28 kali. Sebagian di antaranya diturunkan Allah dalam bentuk kalimat 
perintah dan sebagian dalam bentuk kalimat berita.Kata al-‘adlu itu 
dikemukakan dalam konteks yang berbeda dan arah yang berbeda pula. 
Sehingga, akan memberikan definisi yang berbeda sesuai dengan konteks dan 
tujuan penggunannya. 
Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya 
yang menyangkut dengan kewarisan, kata tersebut dapat diartikan sebagai 
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keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang 
diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. 
Atas dasar pengertian di atas, terlihat asas keadilan dalam pembagian 
harta warisan dalam Hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa 
perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya 
sebagaimana pria, wanita pun mendapat hak yang sama kuatnya untuk 
mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam surat an-Nisa’ 
ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak 
mendapatkan kewarisan. Sementara itu, dalam ayat 11, 12, dan 176 surat 
yang sama dijelaskan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara anak 
laki-lalki dan anak perempuan, ayah dan ibu ( ayat 11 ), suami dan istri ( ayat 
12 ), saudara laki-laki dan saudara perempuan ( ayat 12 dan 176 ). 
Tentang jumlah bagian yang didapat oleh laki-laki maupun 
perempuan terdapat dua bentuk, yaitu : 
a. Laki-laki mendapat jumlah yang sama banyaknya dengan perempuan; 
seperti ibu dan ayah yang sama-sama mendapat 1/6 dalam keadaan 
pewaris meninggalkan anak kandung, begitu pula saudara laki-laki dan 
saudara perempuan seibu yang sama-sama mendapat 1/6 dalam kasus 
pewaris adalah seorang kalalah sebagaimana yang tercantum dalam surat 
an-Nisa’ ayat 12. 
b. Laki-laki memperoleh bagian lebih banyak atau dua kali lipat dari yang 
didapat oleh perempuan dalam kasus yang sama yaitu anak laki-laki 
dengan anak perempuan dalam ayat 11, dan saudara laki-laki dan saudara 
perempuan sekandung dan seayah dalam ayat 176. Dalam kasus yang 
terpisah, duda mendapat dua kali bagian yang didapat oleh janda yaitu 
1/2:1/4 bila pewaris tidak meninggalkan anak; dan 1/4 : 1/8 bila bila 
pewaris meninggalkan anak sebagaimana tersebut dalam surat an-Nisa’ 
ayat 12. 
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Ditinjau dari segi jumlah bagian yang didapat saat menerima hak, 
memang terdapat ketidaksamaan.Akan tetapi, hal tersebut bukan berarti tidak 
adil, sebab keadilan dalam Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang 
didapat saat menerima hak waris, tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan 
kebutuhan. 
Secara umum, dapat dikatakan laki-laki membutuhkan lebih abnyak 
materi dibandingkan dengan perempuan.Hal tersebut dikarenakan laki-laki 
(dalam Islam) memikul kewajiban ganda, yaitu untuk dirinya sendiri dan 
terhadap keluarganya, termasuk di dalamnya adalah para perempuan. Bila 
jumlah yang diterima dihubungkan dengan kewajiban dan tanggung jawab 
seperti yang telah disebutkan di atas, maka akan terlihat bahwa kadar manfaat 
yang akan dirasakan laki-laki sama dengan apa yang dirasakan oleh 
perempuan. Meskipun pada mulanya laki-laki menerima dua kali lipat dari 
begian perempuan, namun sebagian dari yang diterima akan diberikannya 
kepada wanita dalam kapasitasnya sebagai pembimbing yang bertanggung 
jawab. Inilah keadilan dalam konsep Islam. 
 
5. Asas Semesta Akibat Kematian  
Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada 
orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang 
mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang 
tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang 
mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan 
harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun terlaksana 
setelah dia mati, tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan menurut Hukum 
Islam. Dengan demikian Hukum Kewarisan Islam hanya mengenal satu 
bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata atau yang dalam 
Hukum Perdata atau BW disebut dengan kewarisan ab intestato dan tidak 
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mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup 
yang disebut kewarisan bij testament. 
  
D. Posisi Kajian Hukum Waris Islam. 
Kata 'hukum' yang banyak dipergunakan di Indonesia berasal dari bahasa 
Arab yang juga banyak ditemukan dalam banyak ayat al-Qur'an. Kata "hukm", 
jamaknya ahkam, secara lughawi berarti menetapkan dan menafikan suatu perkara 
berdasarkan sesuatu perkara lain. Al-Qur'an menegaskan betapa pentingnya 
menegakkan hukum yang diturunkan Allah (yahkum bi ma anzal Allah), dan 
mengelompokkan mereka yang tidak berbuat demikian termasuk orang kafir (Q, 
5:44) dan dhalim (Q, 5:45) dan fasik (Q, 5:47).Al-Qur'an juga megingatkan agar umat 
Islam jangan sekali-kali meniru hukum jahiliyah (Q, 5:50). Allah SWT. juga 
menegaskan bahwa salah satu fungsi al-Qur'an adalah untuk menegakkan hukum 
Allah di tengah umat manusia (Q, 4: 105). Kata hukum Islam merupakan terjemahan 
dari term “islamic law” dalam literatur Barat.64 Istilah ‘hukum Islam’ sebagai suatu 
rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, namun bukan 
m e r u p a k a n  k a t a  y a n g  t e r p a k a i  d a l a m  b a h a s a  A r a b . 
Untuk memahami pengertian ‘hukum Islam’ perlu diketahui terlebih dahulu 
kata hukum dalam bahasa Indonesia, kemudian pengertian hukum itu disandarkan 
pada kata Islam.Memang banyak versi rumusan pengertian hukum, karena setiap 
rumusan definisi mempunyai kelemahan dan kelebihan. Untuk lebih memudahkan, 
penulis sebutkan satu definisi hukum yaitu “ seperangkat peraturan tentang tingkah 
laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang 
diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh 
anggotanya”. Bila kata hukum menurut definisi di atas dihubungkan dengan kata 
Islam atau syara, maka hukum Islam berarti “ seperangkat peraturan berdasarkan 
64 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum.,  hal. 11. Lihat pula, Nur A. Fadhil Lubis, 
'Pengembangan Studi Hukum Islam di IAIN',  www.ditpertais. net. Departemen Agama RI. 
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wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia mukallaf yang 
diakui dan diyakini untuk semua yang beragama Islam.65Bila pengertian hukum Islam 
sebagaimana yang penulis sebutkan di atas, maka istilah padanan dalam literatur 
Islam yang berbahasa Arab adalah semakna dengan istilah al-fiqh. 
Kata al-Fiqh, yang berarti pemahaman mendalam (fahm al-daqiq), yang lebih 
banyak frekuensi pemakaiannya dalam al-Qur'an, adalah perintah Tuhan kepada 
sebagian manusia. Kata ini tercantum dalam 20 ayat, tetapi yang erat relevansinya 
dengan aktivitas keilmuan umat Islam adalah ayat 9:122 yang mengingatkan agar 
tidak semua umat Islam pergi berperang; hendaknya ada sekelompok orang (nafar) 
dari setiap komunitas (firqah) yang mempelajari dan memahami (li yatafaqahu) 
ajaran agama. Sedangkan yang menjadi obyek fikih itu melingkupi berbagai hal yang 
sangat luas, dari perkataan (Q. 11:91; 20:28), kejadian (Q. 9;81), tasbih (Q. 17:44), 
ayat-ayat Tuhan (Q. 6:65, 98), siksaan neraka (Q. 9:81), perubahan hati (Q, 9:127), 
kemunafikan (Q. 23:7) hingga ke masalah agama (Q, 9:122). Al-Qur’an 
menggunakan kata al-fiqh dalam pengertian memahami dalam pengertian umum.Oleh 
karena itu pada masa awal Islam, penggunaan kata al-fiqh belum merujuk pada 
sebuah disiplin keilmuan yang sebagaimana kita pahami sekarang sebagai ilmu 
tentang hukum Islam. Fiqh pada waktu itu dipahami sebagai pengetahuan tentang 
agama baik masalah hukum, politik, aqidah maupun  akhlak. Di samping itu, kata al-
fiqh juga berarti ilmu.Hal ini tampak jelas dari do’a Rasulullah kepada sahabat Ibnu 
‘Abbas yaitu Allahuma faqqihhu fi al-din wa ‘allimhu al-tafsir.66 
Akan tetapi, secara bertahap ketika studi-studi masalah agama (dirasah 
Islamiyah) telah meluas, al-fiqh akhinya maknanya dibatasi pengertianya, hanya 
berkaitan dengan persoalan hukum dan yurisprudensi.Fiqh menjadi identik dengan 
65Bandingkan definisi fiqh di atas dengan rumusan yang dibuat oleh Amir Syarifudin dalam, 
Amir Syarifudin, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos, 1997), hal. 4-5. 
66 A. Hasan, Pintu Ijtihad.hal. 1-3. Bandingkan dengan, Nur A. Fadhil Lubis, Pengembangan 
Studi Hukum.hal. 4 
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ilmu hukum.67Sampai sekarang pengertian fiqh yang populer adalah pengetahuan 
tentang hukum syara yang bersifat ‘amaliyah (praktis) yang digali dari dalil-dalil 
terperinci melalui ijtihad.68 
Kajian tentang hukum Islam mengandung dua bidang pokok yang masing-
masing luas cakupanya.Pertama, kajian mengenai perangkat peraturan terinci yang 
bersifat amaliyah dan harus diikuti oleh umat Islam dalam kehidupan 
beragama.Ketentuan inilah yang secara sederhana disebut ilmu al-fiqh dalam arti 
khusus dengan segala lingkup bahasanya.Kedua, kajian tentang ketentuan serta cara 
dan usaha yang sistematis dalam menghasilkan perangkat peraturan yang terinci yang 
kemudian disebut ilmu ushul fiqh atau metodologi istinbat (perumusan) hukum. 
Dengan demikian fiqh substansinya berkaitan dengan materi hukum Islam, sedangkan 
ushul al-fiqh berkaitan dengan perangkat metodologi perumusan ataupun penemuan 
hukum (rechtvinding) yang jenis pekerjaanya disebut ijtihad. 
Istilah lain yang sering berdekatan dengan al-fiqh dan sering dikacaukan 
pengertianya dengan al-fiqh adalah istilah syari’ah. Syari’ah jelas berbeda dengan al-
fiqh, baik dilihat dari sumbernya, sifatnya maupun validitas nilai 
kebenaranya.Syari’ah merupkan ketentuan-ketentuan normative-tekstual yang yang 
suci dari kemungkinan salah (al-nushus al-muqaddasah) karena berasal dari fihak 
yang tidak mungkin salah yaitu al-syari’ (Allah dan Rasulullah).Karakteristik 
syari’ah adalah kebenaranya bersifat mutlak dan cakupan berlakunya bersifat 
universal.Hal ini berbeda dengan al-Fiqh yang merupkan produk pemikiran melalui 
kegiatan interpretasi terhadap teks-teks agama (syari’ah) dan mempertimbangkan 
aspek sosio-kultural masyarakat yang dilakukan oleh manusia yaitu para mujtahid. 
Oleh karena itu karakteristik fiqh kebenaranya bersifat relatif (dhanni) karena lahir 
dari manusia yang relatif dan cakupan berlakunya memungkinkan bersifat lokal-
partikular sehingga al-fiqh memungkinkan qabilun li al-niqas wa al-taghyir 
67 Fazlur Rahman, Islam, alih bahasa, Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1994), hal. 
142-143. 
68 Abd Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Kuwait: Daar al-Qalam,  T.tp), hal. 11. 
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(mungkin menerima perubahan). Menyamakan fiqh dengan syari’ah adalah kesalahan 
yang fatal, karena mendudukan produk Tuhan yang mutlak dengan produk manusia 
yang relatif. Menganggap bahwa kebenaran fiqh sebagai satu-satunya kebenaran 
berarti telah memutlakan sesuatu yang hakikatnya adalah relatif. 
Peta perbedaan antara fikih dengan syariah bisa dilihat dari tiga komponen 
pokok yaitu sumber, nilai kebenaran dan nilai keberlakuanya sebagaimana matrik di 
bawah ini: 
NO ASPEK KOMPONEN PEMBEDA 
Sumber Kebenaran Keberlakuan 
1 SYARIAH Allah dan Rasulullah 
(Qur’an dan Hadis) 
Mutlak / 
Qat’y 
Universal (melampaui 
batas ruang dan 
waktu) 
2 FIKIH Mujtahid / Fuqaha Relatif / 
Dhanny 
Lokal dan Temporal 
(qabilum li al-niqas 
wa al-taghyir) 
 
Disamping pemetaan di atas, syariah sebagai sistem aturan memiliki karakter 
yang spesifik sebagai dasar pijakan prilaku ummat manusia. Terdapat tiga 
karakteristik dasar syariat yaitu al-syumul (menyeluruh), al-tawazun (seimbang) dan 
tsabat wa tathawwur (tetap dan luwes).69 
Karakter syariah syumul berarti bahwa syariah mencakup seluruh aspek 
kehidupan manusia baik masalah ibadah mahdhah (hubungan vertikal) maupun 
ibadah ghairu mahdhah (bubungan horizontal). Dalam kaitan dengan pelaksanaan 
ibadah mahdhah / ritual murni syariah islam telah memberikan aturan rinci dan tidak 
69 Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2013), hal. 35-36. 
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ada ruang untuk melakukan ijtihad karena ibadah mahdhah itu bersifat given dan 
dogmatis. Adapun terkait dengan ibadah ghairu mahdhah maka terbuka ruang yang 
lebar untuk melakukan ijtihad dan inovasi sesuai dengan kemaslahatan kemanusiaan. 
Karakter syariah tawazun berarti syariah islam mengajarkan keseimbangan 
dan harmoni dalam kehidupan manusia. Syariah Islam akan sejalan dan senafas 
dengan fitrah kemanusiaan. Adalah mustahil syariat Islam yang dibuat oleh Allah 
SWT dan diperuntukan bagi manusia ajaranya bertentangan dengan fitrah 
manusia.Manusia adalah ciptaan Allah SWT, dan oleh karenanya Allah yang paling 
tahu kapsitas manusia.Oleh karena itu, ketentuam syariah Islam yang termuat dalam 
al-Qur’an pastilah sejalan dan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan manusia. 
Sedangkan karakter syariah tsabat wa al-tathawwur (tetap dan luwes) bahwa 
syariah Islam dalam kaitan dengan masalah-masalah yang ditunjuk oleh dalil yang 
jelas (qat’y) akan selalu tetap dan tidak akan ada perubahan, sementara ajaran syariah 
yang dijelaskan oleh dalil-dalil yang dhanny sangat mungkin mengalami 
perkembangan, fleksibel dan bergerak dinamis sejalan dengan tuntutan perubahan 
zaman. 
Berbeda dengan syariah, fikih (hukum Islam)  merupakan hasil pemikiran 
seorang mujtahid dengan mendasarkan pada tafsir atas dalil-dalil syariah yang 
tertuang dalam al-Qur’an dan Hadis. Dengan demikian, term ‘hukum Islam’ dalam 
pengertian fiqh mempunyai pengertian segala prinsip hukum yang diderivasi dari 
ketentuan normative-tekstual ilahi yang dirumuskan oleh pihak yang berkompeten 
(mujtahid/fuqaha) yang diikuti oleh umat Islam sebagai bagian ketundukan dengan 
ketentuan agama yang dianutnya. Walaupun fiqh sebagai peraturan yang secara 
yuridis formal sebagai aturan yang tidak mengikat dalam konteks berbangsa dan 
bernegara dalam konteks Indonesia, namun ia dipatuhi karena kesadaran dan 
keyakinan umat Islam bahwa hukum Islam adalah hukum yang benar. Sedangkan 
ketentuan fiqh yang kemudian diadopsi oleh negara yang kemudian menjadi undang-
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undang resmi disebuah negara sebagai dasar yuridis yang berlaku di lingkungan 
Pengadilan maka ketentuan hukum ini disebut fiqh taqnin atau qanun. 
Dalam perspektif ahli-ahli hukum Islam, hukum tidak dibuat, melainkan 
ditemukan. Inilah yang dikatakan para ulama bahwa fungsi mujtahid itu bukan 
sebagai Musbit (menetapkan hukum), akan tetapi sebagai Mudhhir (mengeluarkan, 
menyatakan hukum). Hukum bersifat meta-insani dan berada secara obyektif di “luar 
sana”.Locus hukum itu adalah pada Tuhan. Kegiatan ilmu hukum, karena itu, 
merupakan upaya untuk mengethaui dan mengenal hukum yang meta-insani  melalui 
tanda-tanda hukum (‘alamah, amarah, dalil) yang diberikan oleh sang Pembuat 
Hukum (Syari‟), kemudian menghadirkannya ke “sini” untuk menjadi acuan 
penilaian perbuatan manusia sebagai subyek hukum. Dari sinilah epistemologi hukum 
Islam itu bermula. 
Secara garis besar, ruang lingkup kajian hukum Islam terbagi menjadi dua yaitu 
bidang hukum Ibadah dan hukum Muamalah.Pembidangan wilayah kajian ini 
menggambarkan relasi hubungan manusia dalam dua bentuk yaitu hubungan manusia 
secara vertikal dengan Tuhan, dan hubungan horizontal dengan sesama 
manusia.70Hubungan vertikal manusia dengan Tuhannya merupakan hubungan 
pengabdian manusia kepada Tuhannya yang lebih berdimensi spiritual yang 
menghasilkan kesalihan individual.Sedangkan hubungan horizontal manusia dengan 
sesamanya lebih berdimensi sosial yang menghasilkan kesalihan sosial. 
Dalam bidang hukum ibadah, khususnya ibadah mahdhah, pengamalan 
hukumnya bersifat ta’abbudi (normatif-dogmatis) sehingga manusia tinggal 
melaksankan apa yang sudah diatur rinci dalam teks-teks al-Quran dan al-Hadits. 
Dalam bidang ibadah mahdhah, tidak ada ruang seseorang untuk melakukan ijtihad 
(intelectual exercise) dan mencari serta merumuskan dimensi rasional dari huhum 
ibadah tersebut.Adapun kajian masalah-masalah hubungan hukum antar manusia 
70Wahbah al-Zuhaily, Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu (Damaskus, Dar al-Fikr, 1985), hal. 19. 
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(muamalat), Islam telah memberikan ruang yang lebar untuk melakukan ijtihad 
dengan merumuskan alasan rasional dari ketentuan hukum tersebut.71 
Dalam lalu lintas kehidupan sosial, kedudukan manusia sebagai mahluk Allah 
yang terbaik tiak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara sempurna tanpa 
membutuhkan kehadiran, pertolongan dan kerjasama dengan manusia lainnya. Pola 
hubungan manusia dengan manusia lain lebih bersifat hubungan saling 
menguntungkan (simbiotik mutualistik) dan hubungan saling bergantung 
(interdependen). Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam 
hubungannya dengan orang-orang lain disebut muamalat.72 
Hubungan hukum antar manusia melahirkan hak dan kewajiban.73 Hubungan 
sosial akan harmonis jika fondasi moral dari hubungan sosial adalah perasaan saling 
menghormati dan menghargai. Hak yang dimiliki oleh seseorang wajib dihormati 
oleh orang lain, dan pada saat sama pemilik hak, juga harus menunaikan kewajiban 
terhadap orang lain. Perjalanan lalu lintas hak dan kewajiban dalam kehidupan sosial 
akan berjalan lancar diperlukan kaidah hukum untuk menghindari atau meminimalisir 
lahirnya konflik sosial karena konflik kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang 
mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan 
hukum muamalat.Para ulama fiqh membatasi pengertian Hukum muamalat 
71 Abdul Wahhab Khallaf mengklasifikasikan hukum menjadi dua, yaitu hukum-hukum yang 
tidak bisa dilakukan rasionalisasi melalui ijtihad yang beliu sebut dengan istilah ghairu ma’qul al-
makna. Sedangkan yang kedua adalah hukum-hukum Allah yang dapat dilakukan rasionalisasi dan 
kerja-kerja ijtihad yang disebut dengan ma’qul al-makna. Lihat, Abdul Wahhab Khallaf, Ilm Ushul al-
Fiqh, (Jiddah: al-Haramain, 2005), hal. 62. 
72Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), (Jogjakarta: UII 
Press, 2000), hal. 11. Wahbah al-Zuhaily membagi bidang kajian hukum muamalah meliputi hukum 
keluarga (Ahwal al-Syakhshiyyah), hukum perdata (al-madaniyah), hukum pidana (jinayat), hukum 
perundang-undangan/legislasi (dusturiyah), hukum kenegaraan (dauliyah) dan hukum ekonomi 
(iqtishadiyah). Lebih lanjut lihat,  Wahbah al-Zuhaily, Fiqh al-Islamy., hal. 19-21. 
73 Hak adalah kewenangan yang diperoleh seseorang baik berupa hak yang  melekat sejaklahir 
sampai meninggal yang biasa disebut dengan hak asasi manusia, ataupun hak yang muncul ketika 
melakukan interaksi sosial dengan sesamanya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus 
dilakukan oleh manusia sebagai kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya, ataupun kewajiban yang 
muncul ketika melakukan interaksi sosial dengan sesama. Lebih lanjut lihat, Zainuddin Ali, Filsafat 
Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 27. 
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menyangkut hubungan hukum kebendaan.74Oleh karena itu, objek kajian hukum 
muamalat berkaitan dengan urusan-urusan keperdataan dalam hubungan kebendaan 
yang meliputi hak dan pendukungnya, benda dan milik atasnya serta perikatan hukum 
(akad). 
Kajian hukum muamalah mendasarkan pada sumber ajaran Islam yaitu al-
Qur’an dan al-Hadits dan ijtihad.Al-Qur’an dan al-Hadits sebagai sumber hukum 
Islam yang primer dalam kaitanya dengan pengaturan hukum muamalat pada 
umumnya hanya memberikan garis-garis besar / prinsip umum yang 
pengembangannya dalam kerangka hukum yang lebih operasional mendasarkan pada 
ijtihad.Oleh karena itu, kajian hukum muamalah sangat terbuka bagi lahirnya gagasan 
dan inovasi pemikiran baru yang bersifat elastis dan dinamis seiring dengan tuntutan 
perubahan zaman. Beberapa ayat al-Qur’an yang secara jelas memberikan prinsip-
prinsip dasar dalam hukum muamalah antara lain al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 188 
yang memberingan larangan memakan harta dengan cara yang tidak sah (bathil), dan 
surat al-Nisa ayat 29 yang mengatur aktifitas perdagangan atas dasar saling rela. 
Dalam pengembangan pemikiran hukum muamalat, Islam telah memberikan 
prinsip-prinsip sebagai fondasi dalam membangun konstruk teori baru yang relevan 
dengan tuntutan perubahan, yaitu : 
1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah itu adalah mubah kecuali yang 
ditentukan lain oleh nash al-Qur’an atau Sunnah. Prinsip ini memberikan 
ruang yang seluas-luasnya bagi ummat Islam dalam bidang hukum muamalah 
untuk melakukan ijtihad bagi pengembangan pemikiran baru yang sesuai 
dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat. Dengan berpegang 
prinsip ini, kajian hukum muamalah semakin dinamis dan mampu beradaptasi 
dengan berbagai spektrum tuntutan perubahan zaman. 
2. Akad muamalah harus dilakukan atas dasar saling rela, tanpa mengandung 
unsur paksaan. Prinsip ini bermakna setiap transaski / akad muamalah harus 
74Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas., hal. 12. 
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diletakan sebagai transaksi yang mengutungkan kedua belah pihak dengan 
jalan konsensus dalam bentuk akad ijab qabul atau perbuatan yang bernakna 
adanya kerelaan dua belah pihak yang terlibat dalam akad. 
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan 
menghindari madharat dalam kehidupan manusia. Keabsahan suatu akad 
ditentukan oleh banyak variabel dan salah satunya adalah  variabel bahwa 
tujuan akad muamalah adalah mendatangkan manfaat dan menghindari 
madharat. 
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari 
unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan.75 Setiap 
akad muamalah harus didasarkan pada unsur saling menguntungkan kedua 
belah pihak dan tidak ada unsur saling mendhalimi.. 
Dalam perspektif kajian ulama klasik, hukum kewarisan Islam termasuk 
dalam kategori kajian yang qath’i sehingga tidak ada ruang untuk ijtihad.Oleh 
karena itu, salah satu asas hukum kewarisan Islam berpijak pada asas ta’abudi 
(dogmatis).Adapun yang dimaksud dengan asas ta'abbudi adalah melaksanakan 
pembagian waris secara hukumIslam adalah merupakan bagian dari ibadah kepada 
Allah SWT yang sudah terinci dan jelas dan ummat Islam tinggal mengaplikasikan 
dalam kehidupan. Dimensi ta’abbudi hukum waris Islam dapat dilacak dari 
penjelasan al-Qur’an suratal-Nisa ayat 11, 12, 13 dan 14 yang memberikan rincian 
ahli waris dan ketentuan bagian masing-masing ahli waris. 
Dalam perspektif lain, kajian hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari sudut 
pandang yang berbeda yaitu pada obyek hukumnya yang berkaitan pembagian harta 
benda yang lebih berdimensi hukum keperdataan dan lebih dekat dalam ruang 
lingkup kajian fiqh muamalah dan berhubungan dengan hukum antar pribadi. 
75Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas., hal. 15-16. 
67 
 
                                                         
Dengan mempertimbangkan kerangka berfikir seperti ini, maka kajian hukum 
kewarisan Islam terbuka ruang untuk dilakukan ijtihad dan modifikasi-modifikasi 
hukum.Data historis membuktikan terjadinya modifikasi hukum dan formulasi 
hukum pembagian harta warisan yang keluar dari aturan pokok atau terhadap 
masalah-masalah baru yang tidak ada ketentuan nashnya baik al-Qur’an maupun al-
Hadis.Oleh karena itu, kajian fiqh mawaris dalam pandangan penulis lebih dekat 
pada kajian muamalah yang terbuka kemungkinan ruang ijtihad sehingga hukum 
Islam bisa berdaptasi dengan tuntutan zaman yang selalu berubah. 
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BAB III 
DISKURSUS KEADILAN GENDER DALAM ISLAM 
A. Pengertian dan Perbedaan Gender dan Seks  
Perbicangan seputar isu Gender dalam relasi sosial bergerak sejalan 
dengan isu-isu HAM dan isu kemanusiaan lainya. Diskursus gender akan 
selalu ada dalam spectrum masyarakat apapun karena ia adalah problem 
kemanusian universal. Segmentasi isu gender akan masuk pada semua lini 
kehidupan baik social, politik, pendidikan maupun agama. Sejak dua 
dasawarsa terakhir, wacana gender telah menjadi bahasa  yang telah memasuki 
setiap analisis sosial dan menjadi pokok bahasan dalam wacana perdebatan 
mengenai perubahan sosial serta menjadi topik penting dalam setiap 
perbincangan mengenai pembangunan. Masyarakat sendiri dalam merespon 
wacana gender sebagai sebuah konsep maupun sebagai gerakan memunculkan 
berbagai sikap dan cara pandang yang berbeda-beda. Polarisasi respon 
masyarakat tersebut sebagai sesuatu yang wajar, karena istilah gender sendiri 
relatif baru dan oleh karenanya belum banyak yang memahami secara utuh. 
Pada umumnya, masyarakat memahami konsep gender sama dengan 
pengertian jenis kelamin (seks). 
Istilah gender harus dibedakan dengan istilah jenis kelamin (seks). Ann 
Oakley, ahli sosiologi Inggris merupakan orang yang mula-mula memberikan 
pembedaan dua istilah itu.1 Pentingnya pemahaman dan pembedaan antara 
konsep seks dan gender adalah dalam rangka melakukan analisis untuk 
memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial khususnya yang menimpa 
kaum perempuan. Hal ini disebabkan karena ada kaitan yang erat antara 
perbedaan gender (gender differences) dan ketidakadilan gender (gender 
inequalities) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara lebih luas.2 
Secara bahasa, kata gender (baca jender) berasal dari bahasa Inggris 
berarti jenis kelamin. Dalam Womens’ Studies Encyclopedia, sebagaimana di 
1 Susilaningsih dan Agus M Najib, Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi Islam, 
Baseline and Institusional Analysis for Gender Mainstreaming in IAIN Sunan Kalijogo 
(Jogjakarta: UIN Sunan Kalijogo-McGill IISEP, 2004) hal. 11. 
2 Mansour Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial, ( Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 
2003) hal. 3. 
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kutip oleh Mufidah Ch, dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep cultural, 
berupaya membuat pembedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, 
mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang 
berkembang dalam masyarakat. Sedangkan Hilary M. Lips, mengartikan 
gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan.3 
Pengertian lain tentang gender sebagaimana dirumuskan oleh Mansour 
Fakih, gender  adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun 
perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan cultural. Sifat gender yang 
melekat pada perempuan misalnya perempuan itu dikenal lemah lembut, 
cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap: kuat, rasional, 
jantan, perkasa. Ciri dari sifat-sifat tersebut merupakan sifat yang dapat 
dipertukarkan antara kaum laki-laki dan perempuan. Artinya, ada laki-laki 
yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan  yang 
yang kuat, rasional dan perkasa. 
Sedangkan pengertian jenis kelamin adalah pensifatan atau pembagian 
dua jenis kelamin yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis 
kelamin tertentu. Misalnya bahwa manusia laki-laki  adalah manusia yang 
memiliki penis, sperma dan jakun. Sedangkan perempuan adalah manusia yang 
memiliki vagina, rahim dan alat menyusui.Alat-alat tersebut melekat secara 
biologis yang bersifat permanen dan tidak dapat dipertukarkan dan itu semua 
merupakan pemberian Tuhan yang kemudian disebut sebagai kodrat.4 
Organ biologis antara laki-laki dan perempuan berbeda. Perempuan 
dikodratkan untuk memiliki organ tubuh untuk keperluan reproduksi ,mulai 
dari vagina, indung telur, menstruasi dan air susu. Sedangkan seorang laki-laki 
dilengkapi dengan organ tubuh untuk keperluan reproduksi tersebut. Struktur 
organ biologis laki-laki dan perempuan berimplikasi pada proses pembentukan 
sifat yang secara sosial harus diperankan oleh laki-laki dan perempuan. 
Perempuan dengan organ tubuh yang dimiliki dikonstruksi oleh budaya untuk 
3 Mufidah Ch., M. Ag. Paradigma Gender, (Malang: Banyu Media Publishing, 2004) hal. 
4. 
 
4Mansour Fakih, Analisis.., hal. 7-8. 
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memiliki sifat yang halus, penyabar, penyayang, lemah lembut dan 
sejenisya.Sifat inilah yang sering disebut dengan istilah feminim.Sementara 
laki-laki dengan perangkat fisiknya diberi atribut sifat yang maskulin yaitu 
sifat kuat, perkasa, jantan bahkan kasar. 
Dengan demikian terdapat perbedaan yang mendasar antara konsep 
gender dan jenis kelamin. Setiap manusia dilahirkan sebagai laki-laki dan 
perempuan, tetapi jalan yang menjadikan ia sebagai maskulin maupun feminin 
adalah gabungan struktur biologis dan kosntruksi sosial budaya. Gender adalah 
seperangkat peran  seperti halnya kostum dan topeng di teater, menyampaikan 
kepada orang lain bahwa kita adalah feminin atau maskulin. Perangkat prilaku 
khusus ini – yang mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, 
pekerjaan, tanggungjawab keluarga dan sebagainya- secara bersama-sama 
memoles peran gender. 
Salah satu hal yang menarik tentang peran gender adalah peran-peran itu 
dapat berubah seiring dengan perubahan dimensi ruang, waktu dan batas-batas 
cultural. Peran itu juga dipengarui oleh kelas-kelas sosial, usia dan latar 
belakang etnis. Di Inggris pada abad kesembilan belas terdapat anggapan 
bahwa kaum perempuan tidak pantas berkerja di luar rumah guna mendapatkan 
upah.Tetapi pandangan ini hanya berlaku bagi perempuan kelas menengah dan 
kelas atas.Kaum perempuan kelas bawah diharapkan jadi pembantu (servants) 
bagi kaum perempuan yang tidak untuk berkerja sendiri.5 
Ketika seorang anak dilahirkan, maka pada saat itu anak sudah dapat 
dikenali, apakah seorang anak- laki-laki atau perempuan, berdasarkan alat jenis 
kelamin yang dimilikinya. Jika anak itu mempunyai alat kelamin laki-laki 
(penis) maka ia dikonsepsikan sebagai anak  laki-laki dan jika mempunyai alat 
kelamin perempuan (vagina) maka ia dikonsepsikan sebagai anak perempuan. 
Begitu seorang anak dilahirkan, maka pada saat yang sama ia memperoleh 
tugas dan beban jender (gender assignment) dari lingkungan budaya 
masyarakatnya. Beban gender seseorang  akan sangat bergantung dengan nilai-
5 Julia Cleves Mosse, Gender & Pembangunan, alih bahasa Hartian Silawati (Jogjakarta: 
Pustaka Pelajar, 1993) hal. 2-4. 
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nilai budaya yang hidup dan berkembang di tengah masyarakatnya. Pada 
masayarakat yang system sosialnya menganut system patrilineal dan 
adrosentris, maka sejak awal beban gender seorang anak laki-laki lebih 
dominan dibanding anak perempuan.6 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa gender merupakan konsep 
sosial yang harus diperankan oleh kaum laki-laki atau perempuan sesuai 
dengan ekspektasi-ekspektasi sosio-kultural yang hidup dan berkembang di 
tengah-tengah masyarakat yang kemudian melahirkan peran-peran sosial laki-
laki dan perempuan sebagai peran gender. Perbedaan peran dan fungsi antara 
laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan oleh karena keduanya terdapat 
perbedaan secara biologis. 
Sejarah perbedaan gender (gender differences) antara manusia jenis laki-
laki dan perempuan terjadi melaui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu 
terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, di 
antaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, dikonstruksi secara sosial atau 
cultural melalui ajaran agama atau negara. Melalui proses panjang, sosialisasi 
gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan dan seolah-olah 
bersifat biologis dan tidak dapat diubah. Pada posisi ini, perbedaan-perbedaan 
gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan. 
Sebaliknya melalui dialektika, konstruksi sosial gender yang 
tersosialisasikan secara evolusioner dan perlahan-lahan mempengaruhi 
biologis masing-masing jenis kelamin.Misalnya, karena konstruksi sosial 
gender kaum laki-laki harus bersifat kuat dan agresif maka kaum laki-laki 
kemudian terlatih, tersosialisasi dan termotivasi untuk menjadi manusia yang 
ditentukan oleh masyarakat. Sebaliknya, karena perempuan harus lemah 
lembut, maka sejak bayi proses sosialisasi  akan berpengaruh pada 
perkembangan emosi, visi dan idiologi kaum perempuan serta mempengaruhi 
perkembangan fisik dan biologis  selanjutnya.  
 
6 Nasarudin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur’an, (Jakarta: 
Paramadina, 2001) hal. 37. 
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Skema Perbedaan Seks dan Gender7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konsep gender jika dirunut dalam dimensi kesejarahan, tampaknya 
bersumber dari  Barat. Melaui filsafat eksistensialisme yang berkembang di 
Barat dan Eropa pada pertengahan abad ke- 19, konsep ini mengalir dan terus 
berkembang. Pengaruhnya cukup signifikan  terhadap tatanan inpra dan supra 
struktur masyarakat. Termasuk di antara keterpengaruhan akibat 
perkembangan filsafat ini adalah bergesernya  relasi suami – isteri atau pria 
dan wanita.  
Gerakan gender dalam dunia Islam baru mengalami momentum penting 
ketika seorang ahli dari Pakistan Fatima Mernisi seorang guru besar Harvard 
University dan berstatus muslimah menggulirkan suatu perlawanan terhadap 
konstruksi sosial yang menempatkan wanita sebagai mahluk kedua di muka 
bumi ini. Melalui tulisanya yang berjudul Women in the Quran  ia menggugat 
beberapa tafsir keagamaan yang cenderung bias gender. Tulisan inilah yang 
7 Mufidah Ch., M. Ag. Paradigma..hal. 10. 
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kemudian menghebohkan dunia Islam, bahkan melampui isu-isu apapun dalam 
dunia Islam.8 
Gender sebagai sebuah wacana akademik ataupun sebagai sebuah 
gerakan di Indonesia telah menghadirkan model baru dalam konteks relasi 
sosial antara kaum laki-laki dan perempuan. Kehadiranya sudah barang tentu 
membawa berbagai konsekuensi baru karena isu perjuangan keadilan gender 
akan mendekonstruksi berbagai tatanan budaya dan tafsir agama yang sudah 
mapan. Oleh karena itu adalah wajar kalau isu-isu keadilan dan  kesetaraan 
relasi laki-laki dan perempuan yang dibawa dan melekat pada konsep gender 
dalam proses pembumianya menghadapi beragam respon dari masyarakat baik 
yang menerima maupun menolak dengan bangunan argumentasi yang berbeda-
beda. Secara spesisfik, isu gender akan menghadapi resistensi yang cukup kuat 
ketika berbenturan dengan berbagai tafsir keagamaan dan dianggap gender 
hadir untuk merubah/merusak tatanan ataupun sistem ajaran agama itu sendiri. 
B. Perbedaan Gender Melahirkan Ketidakadilan 
Perbedaan gender prinsip dasarnya adalah sesuatu yang wajar dan 
merupakan sunnatullah sebagai sebuah fenomena kebudayaan.Perbedaan 
gender tidak menjadi masalah selama tidak menimbulkan ketidakadilan gender 
(gender inequalities). Namun yang menjadi persoalan ternyata, perbedaan 
gender ternyata telah melahirkan berbagai ketiadakadilan baik bagi kaum laki-
laki terutama kepada kaum perempuan. 
Ketidakadilan gender merupakan system dan struktur di mana baik 
kaum laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari system tersebut. Untuk 
memahami bagaimana perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan gender 
dapat dilihat melalui berbagai manifestasi ketidakadilan yang ada. 
Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam pelbagai bentuk ketidakadilan, 
yakni marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau 
anggapan tidak penting dalam pengambilan keputusan politik, pembentukan 
stereotype atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (violence), beban kerja 
8 Cecep Sumarna, ‘Gerakan Gender Pasti dalam Wacana Bias dalam Aksi’ Jurnal 
EQUALITA, Vol. 2 – 2 Juni 2003  STAINCirebon, hal. 26. 
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lebih panjang atau lebih banyak (burden) serta sosialisasi idiologi nilai peran 
gender. Manifestasi ketidakadilan gender tidak bisa dipisah-pisahkan, karena 
saling berkaitan dan berhubungan, saling mempengarui secara dialektis  
Tidak ada satupun manifestasi ketidakadilan gender yang lebih penting 
atau lebih esensial dari yang lain. Misalnya, marginalisasi ekonomi kaum 
perempuan justeru terjadi karena stereotype tertentu atas kaum perempuan dan 
itu menyumbang pada subordinasi, kekerasan terhadap kaum perempuan yang 
akhirnya tersosialisasikan dalam keyakinan, idiologi dan visi kaum perempuan 
sendiri. Dengan demikian, tidak bisa dinyatakan bahwa marginalisasi kaum 
perempuan adalah menentukan dan penting dari yang lain dan oleh karena itu 
perlu mendapat perhatian lebih dari yang lain. Atau sebaliknya, bahwa 
kekerasan fisik (violence) adalah masalah paling mendasar yang harus 
dipecahkan terlebih dahulu. 
1. Gender dan Marginalisasi Perempuan 
Marginalisasi merupakan proses penyisihan yang mengakibatkan 
kemiskinan secara ekonomi bagi perempuan. Ada beberapa mekanisme 
proses marginalisasi perempuan karena perbedaan gender. Dilihat dari segi 
sumbernya bisa berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsiran 
agama, keyakinan tradisi atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan. Contoh 
proses mekanisme merginalisasi oleh kebijakan pemerintah adalah 
digulirkanya program swasembada pangan atau revolusi hijau (green 
revolution) secara ekonomis telah menyingkirkan kaum perempuan dari 
pekerjaanya sehingga memiskinkan mereka. Di Jawa misalnya, program 
revolusi hijau memperkenalkan  jenis pada unggul yang tumbuh lebih 
rendah, dan pendektan panen dengan sistem tebang  menggunakan sabit, 
tidak memungkinkan lagi panenan dengan ani-ani, padahal alat tersebut 
melekat dan digunakan oleh kaum perempuan. Dengan demikian program 
revolusi hijau dirancang tanpa mempertimbangkanaspek gender. 
Marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat pekerjaan, 
juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur dan bahkan negara. 
Marginalisasi dalam keluarga terjadi dalam bentuk diskriminasi antara anak 
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laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pendidikan. Misalnya, anak 
perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya juga 
kembali ke dapur.  
2. Gender dan Subordinasi 
Subordinasi atau penomorduan adalah sikap, anggapan ataupun 
tindakan masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih 
rendah. Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional 
menjadikan perempuan dianggap tidak cakap untuk menjadi pemimpin. 
Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam berbagai macam bentuk 
yang berbeda  dari suatu tempat ke tempat lain antara satu waktu ke waktu 
lain. 
Dalam relasi sosial, kaum perempuan tersubordinasi oleh faktor-
faktor yang dikonstruksikan secara sosial yang kemudian termanifestasikan 
dalam bentuk diskriminasi seperti dalam pekerjaan. Anggapan bahwa 
perempuan adalah sosok yang irrasional dan emosional mengakibatkan 
perempuan dianggap tidak mempunyai kecakapan untuk menjadi pemimpin 
dan oleh karenanya tidak ia hanya cocok untuk jenis pekerjaan tertentu. 
Implikasi lanjutan dari adanya anggapan ini mengakibatkan posisi pekerja 
perempuan (buruh) menjadi lemah. Jenis pekerjaan yang berkaitan dengan 
fungsi-fungsi reproduksi  dianggap lebih rendah dan menjadi subordinasi 
dari pekerjaan produksi.  
Subordinasi terhadap posisi perempuan dalam dunia kerja pada 
perkembangan selanjutnya menjadi terstruktur dan sistemik yang kemudian 
dilegalisasikan dalam bentuk berbagai produk regulasi seperti dalam sistem 
rekruitmen, penggajian dan fasilitas-fasilitas kerja lainya yang dialami oleh 
pekerja perempuan. Dalam relasi ditingkat keluarga biasanya anak 
perempuan juga tidak mendapat akses yang sama dalam memperoleh hak-
hak pendidikan dibanding anak laki-laki. Bila ekonomi sebuah keluarga 
terbatas misalnya, maka pilihan apakah anak laki-laki yang perlu 
disekolahkan atau anak perempuanya, maka hak itu biasanya diberikan pada 
anak laki-laki. 
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3. Gender dan Seterotipe 
Stereotipe adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok 
tertentu dengan sikap atau penilaian negatif. Salah satu jenis stereotype 
adalah yang bersumber dari pandangan gender. Salah satu stereotype 
terhadap perempuan misalnya, seorang perempuan yang bersolek adalah 
dalam rangka untuk memikat atau memancing perhatian lawan jenisnya, 
sehingga ketika terjadi kasus kekerasaan atau pelecehan seksual 
(pemerkosaan),  maka masyarakat cenderung menyalahkan perempuan 
padahal dia sendiri sebagai korban. 
Persepsi social bahwa kaum laki-laki sebagai pribadi yang kuat, 
jantan, penaggungjawab ekonomi keluarga, rasional dan sebaliknya 
perempuan adalah sosok manusia yang lemah lembut, sintimentil, tidak 
rasional pada akhirnya melahirkan stereotipe yang bisa melahirkan 
ketidakadilan gender.Seorang suami dalam relasi keluarga diposisikan oleh 
masyarakat berdasarkan stereotype tertentu harus memerankan dirinya 
sebagai penanggungjawab ekonomi keluarga. Oleh karena itu, seorang laki-
laki akan merasa bersalah secara social apabila ia tidak bisa memerankan 
dirinya sebagai penanggungjawab ekonomi keluarga karena sebab tertentu. 
Pada posisi ini laki-laki tersebut (suami)  menjadi korban ketidakadilan 
gender.  
Kategori laki-laki dan perempuan dengan semua atribut dan peran 
yang melekat padanya bukanlah konstruksi alamiah, melainkan produk 
sejarah.Perempuan menjadi ‘mahluk kelas dua’ bukan karena identitas 
biologis yang melekat padanya, tetapi akibat pencitraan negatif terhadapnya 
baik oleh diskursus sains maupun agama.9 
4. Gender dan Kekerasan (violence) 
Kekerasan (violence) adalah suatu serangan (assault) terhadap fisik 
maupun integritas mental psikologis seseorang.Kekerasan terhadap manusia 
ini sumbernya macam-macam, namun ada salah satu jenis kekerasan yang 
9Moh.Yasir Alimi, “Tidak Hanya Gender, Seks Juga Konstruksi Sosial (Kritik Terhadap 
Heteroseksualitas)”, Jurnal Perempuan, edisi 41, Jakarta, 2005, hal. 55.    
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bersumber dari anggapan gender.Kekerasan ini disebut sebagai ‘gender-
related violence’ yang pada dasarnya disebabkan oleh kekuasaan. Berbagai 
macam dan bentuk kekerasan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan 
berbasis gender ini baik dilakukan di tingkat keluarga, tingkat negara bahkan 
tafsiran agama. 
Dalam hampir semua kelompok masyarakat terdapat pembedaan 
tugas dan peran antara kaum laki-laki dan perempuan yang kadang-kadang 
menghambat dan mengebiri potensi dasar laki-laki dan perempuan yang 
berujung pada tindak kekerasan pada jenis kelamin tertentu. Praktek 
kekerasan tersebut lahir akibat dari adanya keyakinan gender yang pada 
umumnya menimpa kaum perempuan. Lahirnya kekerasan sesungguhnya 
bermula karena pola relasi kekuasaan laki-laki dan perempuan yang timpang 
yang dikonstruksi secara social.Kekerasan digunakan oleh laki-laki untuk 
memenangkan perbedaan pendapat, untuk menyatakan tidak puas atau 
keinginan untuk menunjukan dominasi laki-laki atas perempuan. 
Banyak macam dan bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai 
kekerasan gender, di antaranya : 
Pertama, bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk 
pemerkosaan dalam perkawinan.Perkosaan terjadi jika seseorang melakukan 
pemaksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang 
bersangkutan. Ketidakrelaan ini seringkali tidak bisa terekspresikan 
disebabkan oleh pelbagai factor,misalnya ketakutan, malu, keterapaksaan 
baik ekonomi, social, maupun cultural atau karena tidak ada pilihan lain. 
Kedua, tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam 
rumah tangga (domestic violence).Termasuk  tindak kekerasan dalam bentuk 
penyiksaan terhadap anak-anak (child abuse). Ketiga, bentuk penyiksaan 
yang mengarah pada organ alat kelamin (genital mutilation),misalnya 
penyunatan terhadap anak perempuan.Berbagai alasan diajukan oleh 
masyarakat, namun alasan yag paling kuat adalah untuk mengontrol kaum 
perempuan. 
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Keempat, kekerasan dalam bentuk pelacuran (prostitution).Pelacuran 
merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang 
diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan kaum 
perempuan.Pada kasus pelacuran ini masyarakat dan negara menggunakan 
standar ganda.Di satu sisi pemerintah melarang dan menangkapi mereka, 
tetapi dilain pihak negara menarik pajak dari mereka.Sementara seorang 
pelacur dianggap rendah oleh masyarakat, namun pusat kegiatan mereka 
selalu ramai dikunjungi orang. 
Kelima, kekerasan dalam bentuk pornografi. Pornografi adalah jenis 
kekerasan non fisik  terhadap terhadap perempuan yakni pelecehan seksual 
untuk kepentingan seseorang. Keenam, kekerasan dalam bentuk pemaksaan 
sterilisasi dalam Keluarga Berencana (enforced sterilization) dalam rangka 
memenuhi target mengontrol pertumbuhan penduduk.Sesungguhnya 
program ini tidak hanya mengikat pada perempuan, tetapi lantaran bias 
gender, maka perempuan dipaksa sterilisasi yang seringkali membahayakan 
baik fisik maupun jiwa mereka. 
Ketujuh, adalah jenis kekerasan terselubung (molestation), yakni 
memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan 
berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh. Jenis 
kekerasan ini sering terjadi di tempat pekerjaan  ataupun tempat umum 
seperti dalam bis. 
Kedelapan, tindakan kejahatan terhadap perempuan yang paling 
umum dilakukan dalam masyarakat yakni yang sering disebut pelecehan 
seksual atau sexual and emotional harassment. Ada beberapa bentuk yang 
dapat dikategorikan pelecehan seksual seperti menyampaikan lelucon jorok 
dan vulgar pada seseorang yang dirasakan secara opensif, omongan kotor, 
meminta imbalan seksual dalam rangka janji untuk memperoleh pekerjaan, 
menyentuh atau menyenggol bagian tubuh tanpa seizin dari yang 
bersangkutan. 
5. Gender dan Beban Kerja 
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Adanya anggapan bahwa kaum perempuan mempunyai sifat memelihara 
dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat 
bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggungjawab 
perempuan. Konsekuensinya banyak kaum perempuan  yang bekerja keras dan 
lama untuk menjaga kebersihan  dan kerapian rumah tangganya, mulai dari 
membersihkan dan mengepel lantai, memasak, mencuci, mencari air untuk 
mandi hingga memelihara anak. Di kalangan keluarga miskin beban yang 
sangat berat ini harus ditanggung oleh perempuan sendiri. Terlebih-lebih jika 
perempuan tersebut harus bekerja, maka ia memikul beban kerja ganda. 
Jenis pekerjaan yang biasanya dikerjakan disektor domestik ini oleh 
masyarakat dianggap sebagai pekerjaan perempuan yang dinilai rendah dan 
tidak produktif dibandingkan dengan jenis pekerjaan kaum laki-laki.Sementara 
itu kaum perempuan karena anggapan gender ini, sejak dini telah 
disosialisasikan untuk menekuni peran gender mereka, sementara kaum laki-
laki tidak diwajibkan secara cultural untuk menekuni berbagai jenis pekerjaan 
domestik.Kesemuanya ini telah memperkuat pelanggengan secara cultural dan 
structural beban kerja kaum perempuan.Bagi masyarakat kelas menengah dan 
golongan kaya, beban kerja tersebut dilimpahkan kepada pembantu rumah 
tangga (domestic workers).10 
Dengan demikian posisi kaum perempuan dalam konteks pilihan 
pekerjaan sejak awal dikonstruk secara cultural untuk masuk pada wilayah 
domestik.Kalau ditakar beratnya pekerjaan kaum perempuam dibandingkan 
dengan beban kerja kaum laki-laki jauh lebih berat karena bekerja lebih lama 
dan tanpa ada perlindungan dan itupun masih dinilai sebagai jenis pekerjaan 
rendahan yang tidak bernilai ekonomis. 
Berbagai manifestasi ketidakadilan gender, pada dasarnya merupakan 
refleksi dari ketidakadilan yang terstruktur yang di konstruk oleh sistem 
sosial, budaya atau bahkan agama yang pada giliranya melahirkan 
pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.Karena manifestasi ketidakadilan 
10 Mansour Fakih, Analisis..hal. 13-22. 
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gender tersebut banyak menimpa kaum perempuan, maka wacana gender 
identik dengan kaum perempuan. 
Secara yuridis, upaya perlindungan kaum perempuan dari 
ketidakadilan gender  dipayungi oleh landasan yuridis yaitu Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Majlis Umum PBB tanggal 18 
Desember 1948, kemudian dijabarkan secara spesifik melalui Konvensi PBB 
tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan tanggal 
18 Desember 1979. Pada tingkatan lokal masing-masing negara yang 
meratifikasi DUHAM dan Konvensi PBB tersebut kemudian menjabarkanya 
lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara termasuk 
Indonesia. 
Landasan idiil penegakan HAM di Indonesia tertuang dalam Pembukaan 
UUD 1945 dan Deklarasi Universal  Hak Asasi Manusia (DUHAM). 
Pembukaan UUD 1945 merupakan pernyataan akan keyakinan bahwa 
kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Apabila kita membaca secara 
seksama Pembukaan UUD 1945, maka negara Indonesia sangat mendukung 
penegakan HAM sebagaimana dinyatakan oleh PBB dalam 
DUHAM.Deklarasi ini kemudian menjadi pedoman umum bagi setiap negara 
dalam penegakan HAM di negara masing-masing. 
Sejak dideklarasikanya DUHAM  oleh PBB pada tanggal 18 Desember 
1948, Hak Asasi manusia telah mendapat pengakuan dan perlindungan penuh. 
Kalau kita periksa pasal demi pasal dalam DUHAM, kita akan menemukan 
bagaimana martabat manusia dihargai sangat tinggi. Namun demikian dalam 
prakteknya, implementasi DUHAM pada tataran praksis masih menyisakan 
masalah terutama kaitanya dengan diskriminasi terhadap perempuan. Kaum 
perempuan pada umumnya masih diposisikan sebagai manusia ‘kelas dua’ 
(second man)  dalam berbagai dimensi kehidupan. 
Berdasarkan realitas objektif adanya diskriminasi terhadap 
perempuan, maka majleis umum PBB pada tanggal 18 Desember 1979 
mengeluarkan sebuah instrumen internasional bagi perlindungan kaum 
perempuan yang dikenal dengan Konvensi tentang penghapusan segala bentuk 
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diskriminasi terhadap perempuan  yang dikenal dengan istilah Konvensi 
Perempuan. Konvensi Perempuan adalah sebuah bill of rights (undang-undang 
Hak Asasi Manusia) bagi perempuan yang isinya menetapkan standar-standar 
yang dapat diterima secara internasional guna mencapai kesetaraan hak 
mereka dengan kaum laki-laki.Negara yang meratifikasi Konvensi Perempuan 
mengakui bahwa diskriminasi terhadap kaum perempuan adalah problem 
sosial yang perlu diselesaikan. 
C. Pola Relasi Gender dalam Keluarga 
Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur sosial kemasyarakatan. 
Dari keluarga tatanan masyarakat suatu bangsa akan ditentukan kemajuan dan 
kemunduranya. Sebuah keluarga dibangun oleh sebuah komitmen oleh 
pembentuknya yaitu sepasang suami isteri untuk satu cita-cita yaitu 
mewujudkan keluarga yang damai, harmonis yang disinari ikatan cinta dan 
kasih sayang antara anggota keluarga. Kehidupan keluarga yang penuh 
harmoni akan sangat bergantung dari pola relasi di antara anggota keluarga 
yang setara dan berkeadilan dengan menghargai posisi dan peran masing-
masing anggota keluarga. 
Keluarga merupakan kelompok social yang pertama dalam kehidupan 
manusia, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia social dalam 
interaksi social dengan kelompoknya. Keluarga merupakan kelompok social 
primer di dalamnya terjadi proses pembentukan norma-norma social, 
internalisasi norma-norma, terbentuknya frame of reference dan sense of 
belongingness. Pengalaman-pengalaman dalam interaksi social dalam keluarga 
turut menentukan tingkah laku seseorang terhadap orang lain dalam pergaulan 
sosial di luar keluarga.11 
Untuk mengetahui pola relasi dalam keluarga antara laki-laki (suami) 
dan perempuan (isteri) dan antara anak dengan orang tuanya secara setara dan 
berkeadilan dapat dilihat pada hal-hal berikut : 
1. Seberapa besar partisipasi aktif seluruh anggota keluarga dalam 
perumusan dan pengambilan keputusan atau perencenaan maupun 
11 W.A. Gerungan, Psikologi Sosial, (Bandung: PT ERESCO, 1991), hal. 180-181. 
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pelaksanaan segala kegiatan keluarga baik pada wilayah domestik 
maupun publik. 
2. Seberapa besar manfa’at yang diperoleh seluruh anggota keluarga 
secara merata dari hasil pelaksanaan berbagai kegiatan baik sebagai 
pelaku maupun sebagai pemanfaat dan pengikat hasilnya. 
3. Seberapa besar akses dan kontrol seluruh anggota keluarga dalam 
berbagai sumber daya manusia maupun seumber daya alam yang 
menjadi asset keluarga, seperti hak waris, hak memperoleh 
pendidikan dan pengetahuan, jaminan kesehatan hak-hak reproduksi 
dan sebagainya.12 
Setiap individu yang menjadi bagian dari anggota keluarga  akan 
memposisikan dirinya dalam mengambil peran-peran gendernya tidak akan 
lepas dari konteks ekspektasi-ekspektasi social yang melingkupi 
kehidupanya. Dengan menggunakan indikator-indikator tersebut di atas, 
maka pola relasi keluarga akan mudah dimengerti apakah pola relasi di 
antara anggota keluarga sudah  bekeadilan gender atau justeru sebaliknya 
relasi tersebut melanggengkan ketidakadilan gender. 
Pola relasi yang cenderung tidak adil gender bermula dari adanya 
pola relasi kekuasaan yang tidak seimbang dengan model hirarkhis-
struktural  di mana ada pihak  lebih dominan dan menghegemoni pihak lain. 
Banyak factor yang menyebabkan lahirnya pola relasi keluarga yang tidak 
adil gender baik factor structural maupun cultural. Faktor structural adalah 
penciptaan pelanggengan relasi yang tidak adil gender yang lahir sebagai 
bagian dari kebijakan otoritas negara misalnya dalam bentuk berbagai 
ketentuan perundangan atau peraturan yang menempatkan seorang laki-laki 
(suami) sebagai penentu/pemimpin keluarga yang menutup peluang lahirnya 
partisipasi seluruh anggota keluarga untuk menentukan masa depan 
keluarganya. Sedangkan factor cultural terkait dengan harapan-harapan 
social yang semestinya diperankan oleh anggota keluarga dengan 
12 Mufidah Ch, Paradigma..hal. 125. 
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menjadikan seorang angota keluarga dalam posisi menghegemoni anggota 
keluarga yang lain. 
Keluarga sebagai unit terkecil dalam system sosial secara sosiologis, 
memerankan  berbagai fungsi keluarga yaitu : 
1. Fungsi biologis bertujuan agar memperoleh keturunan dan dapat 
memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai mahluk 
yang berakal dan beradab. 
2. Fungsi edukatif, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi 
semua anggotanya di mana orang tua mempunyai peran penting 
membawa anak-anaknya menuju kedewasaan jasmani dan rohani. 
Fungsi sedukatif keluarga berkaitan dengan pemeliharaan dan 
penegmbangan potensi akalnya. 
3. Fungsi religius, keluarga sebagai tempat penanaman nilai moral 
agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktik dalam 
kehidupan sehar-hari sehingga tercipta iklim keagamaan. 
4. Fungsi protektif, keluarga menjadi tempat yang aman dari 
gangguan sekaligus untuk menangkal berbagai pengaruh negatif 
yang masuk di dalamnya. 
5. Fungsi sosialisasi, keluarga sebagai tempat untuk mempersiapkan 
anggota keluarganya sebagai anggota masyarakat yang baik, 
mampu memegangi norma-norma kehidupan secara universal. 
6. Fungsi rekreatif yaitu menciptakan kondisi keluarga yang saling 
menghargai, menghormati, demokratis dan mampu 
mengakomodasi aspirasi masing-masing anggotanya. 
7. Fungsi ekonomis yaitu keluarga merupakan kesatuan ekonomis di 
mana keluarga memiliki aktifitas mencari nafkah, pembinaan 
usaha, perencanaan anggaran dan bagaimana dapat 
mempertanggngjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara 
social maupun moral. 
Dengan memperhatikan berbagai fungsi keluarga di atas, maka 
keterlibatan seluruh anggota keluarga dalam proses perencanaan, 
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pelaksanaan setiap kegiatan keluarga  serta pemanfaatan hasilnya menjadi 
sangat pentig. Penanaman pola relasi dalam keluarga yang setara dan adil 
gender bisa dimulai dari hal-hal yang sepele seperti jenis permainan anak 
yang sejak awal dibedakan antara permainan anak laki-laki dan perempuan 
dengan karakteristik yang berbeda. Anak laki-laki biasanya diberikan jenis 
permainan yang mengarah pada pembentukan karakter anak yang mengarah 
pada pembentukan pribadi yang kuat, keras dan penuh 
tantangan.Sedangkan anak perempuan diberi jenis mainan yang berkonotasi 
pada pembentukan karakter yang lembut dan mengarah pada jenis 
pekerjaan domestik seperti peralatan masak-memasak. Semua jenis mainan 
anak ini pada akhirnya akan membentuk peran-peran gender tertentu yang 
harus diperankan oleh anak laki-laki dan perempuan sekaligus membentuk 
pola relasi social dalam interaksi social di masyarakat. 
Pada umumnya laki-laki oleh masyarakat diharapkan berada 
disektor publik seperti bekerja mencari nafkah dan melindungi keluarga, 
sedangkan perempuan diharapkan berada di sector domestik seperti 
merawat dan menjaga anak dan melayani suami.Anak laki-laki didorong 
untuk mengunakan akal dan fisiknya, sementara perempuan didorong untuk 
menggunakan perasaanya untuk bersikap lemah lembut. Proses sosialisasi 
yang massif dan mapan ini pada akhirnya melahirkan idiologi bahwa 
kekuasaan ada pada laki-laki sehingga menjadikan laki-laki sebagai 
manusia yang superior dan aktif, sementara perempuan menjadi pasif dan 
berposisi sebagai objek kekuasaan laki-laki.  Dalam posisi suami yang 
begitu kuat, maka ia bebas mengendalikan, mengontrol dan menentukan 
keputusan sendiri dan ia bisa melakukan kekerasan dengan pembenaran 
atas nama idiologi  ini. 
Keluarga sebagai tempat di mana watak dan kepribadian anak akan 
terbentuk menjadi sangat strategis dalam upaya penciptaan pola relasi yang 
adil gender. Oleh karena itu upaya membangun relasi social yang adil 
gender dalam konteks pergaulan di masyarakat yang lebih luas harus 
dimulai dari lingkup kehidupan keluarga. 
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Keluarga adalah sekolah tempat putra-putri bangsa belajar. Dari 
sana mereka mempelajari sifat-sifat mulia, seperti kesetiaan, rahmat dan 
kasih sayang dan sebagainya. Keluarga merupakan unit terkecil yang 
menjadi pendukung dan pembangkit lahirnya bangsa dan 
masyarakat.Selama pembangkit itu menyalurkan arus yang kuat lagi sehat, 
selama itu pula masyarakat bangsa menjadi kuat dan sehat.13 Dengan 
mengikuti alur fikir seperti ini, maka upaya penciptaan suatu tatanan social 
yang berkeadilan gender harus dimulai dari lingkungan keluarga, sehingga 
pada saatnya paradigma keadilan gender akan lahir sebagai sebuah system 
social yang mapan. 
Visi kemanusiaan universal yang dibawa oleh Islam adalah bahwa 
Islam merupakan agama yang rahmatan lil ‘alamin bukan hanya rahmatan lil 
muslimin saja.Sebagai agama rahmatan lil ‘alamin, maka misi Islam adalah 
upaya membebaskan manusia dari segala bentuk diskriminasi atas dasar status 
sosial, penindasan dan perbudakan (penghambaan) manusia selain kepada 
Allah SWT.Dalam Islam setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci dan 
bebas dari segala macam penindasan. Khalifah ‘Umar bin Khattab 
mengungkapkan kemerdekaan manusia dengan ucapanya yang sangat terkenal 
kepada Amru bin ‘Ash “ sejak kapan kamu memperbudak manusia, padahal 
para ibu mereka melahirkanya dalam keadaan merdeka” 14 
Konsep idial relasi kemanusiaan dalam Islam sebagaimana termaktub 
dalam al-Qur’an dan Hadits sebagai sumber ajaran Islam, dalam praktiknya 
mengalami ‘distorsi’ sebagai akibat interpretasi terhadap teks keagamaan 
(Qur’an-Hadits) yang tampak bias gender dengan menampakan adanya 
pemihakan terhadap jenis kelamin tertentu dan mensubordinasikan jenis 
kelamin lainya. Pada posisi ini, maka tidak jarang berbagai manifestasi 
ketidakdilan gender (kekerasan, peminggiran, stereotipe dan subordinasi) 
justeru lahir karena mendapat justifikasi agama. 
13 M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 1992), hal. 255. 
14 Mufidah C.h, Paradigma. hal. 156.  
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Sebagai agama yang berdasarkan pada sumber-sumber tekstual 
(Qur’an dan hadits) maka doktrin agama Islam yang ada dalam teks yang 
dipahami dan tafsiri oleh manusia yang sudah barang tentu hasil 
penafsiranya antara satu penafsir dengan penafsir lain berbeda-beda. 
Seorang penafsir dalam membuat penafsiran terhadap teks-teks agama 
sangat dipengaruhi oleh subjektifitas pribadi dan kapasitas keilmuan serta 
system budaya yang mengitari kehidupan penafsir. 
Literatur klasik Islam pada umumnya disusun di dalam perspektif 
budaya masyarakat androsentris, di mana laki-laki menjadi ukuran segala 
sesuatu (man is the measure of all things). Literatur itu hingga kini masih 
diterima sebagai “kitab suci” ketiga setelah al-Qur’an dan hadits.Kitab-kitab 
tafsir dan fiqh yang berjilid-jilid, yang disusun ratusan tahun lalu kini terus 
dicetak ulang, bahkan diantaranya melebihi kitab-kirab kontemporer.Literatur-
literatur klasik Islam, kalau diukur dengan di dalam ukuran modern, banyak 
diantaranya dapat dinilai sangat bias gender.Para penulisnya tentu tidak bisa 
disalahkan karena ukuran keadilan gender (gender equality) menggunakan 
paradigma dan persefsi relasi gender menurut kultur masyarakatnya. Mengkaji 
literature klasik tidak bisa dipisahkan dengan rangkaian kesatuan yang koheren 
terutama antara penulis dan background social budayanya.Di sinilah perlunya 
metode hermeneutika sebagai model pembacaan teks secara tepat dan tidak 
tercerabut dari makna konteksnya. 
Seorang pembaca teks harus mampu masuk ke dalam lorong masa 
silam, seolah-olah sezaman dan akrab dengan sang penulis teks, memahami 
kondisi objektif geografis dan latar belakng social budayanya, karena setiap 
penulis teks adalah anak zamannya. Setelah itu si pembaca sudah mampu 
melakukan apa yang diseut W Dilthey sebagai verstehen, yaitu memahami 
dengan penuh penghayatan terhadap teks, ibarat sang pembaca keluar dari 
lorong waktu masa silam, lalu mengambil kesimpulan.15 
15 Nasarudin Umar, “Metode Penelitian Berperspektif Gender Tentang Literatur Islam”, 
dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk, Rekonstruksi metodologis W acana Kesetaraan Gender dalam 
Islam, (Jogjakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga-McGill-ICIHEF-Pustaka Pelajar, 2002). 85-86. 
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Pada bagian lain Nasarudin Umar berusaha memetakan peta 
intelektual Timur Tengah tempat di mana risalah Islam pertama kali diajarkan 
kepada ummat manusia.Menurutnya, maskulinisasi epistemologi sudah 
berlangsung lama di kawasan Timur-Tengah.Jauh sebelum al-Qur’an 
diturunkan, dunia epistemologi sudah dipengaruhi kosmologi, mitologi dan 
peradaban kuno yang cenderung misoginis.Citra perempuan di kawasan ini 
sangat buruk. Beberapa mummi perempuan ditemukan di Mesir menggunakan  
celana dalam besi yang digembok dan bersepatu besi yang berat dan berukuran 
kecil untuk membatasi perjalanan perempuan. Mitologi Yunani 
menggambarkan perempuan sebagai iblis betina (female demon), yang selalu 
mengumbar nafsu. Tradisi Yahudi-Kristen (Judeo-Cristianity) memojokan 
perempuan sebagai penyebab dosa warisan dalam drama kosmik, perad ban 
Sasania-Zoroaster menyembunyikan perempuan menstruasi di goa-goa gelap 
yang jauh dari perkampungan, dan peradaban Hindu yang memprabukan 
(membakar hidup-hidup) para isteri di samping suaminya yang meninggal. 
Sebagai kota pusat perdagangan, kota Yatsrib (Madinah) dan Makkah 
merupakan urat nadi rute perdagangan di kawasan Samudra Hindia, termasuk 
pantai Afrika, Laut Tengah dan tentu saja dengan Irak yang ketika itu menjadi 
bagian kerajaan Persia. Peta intelektual dunia Arab dengan tentang posisi 
perempuan sebagai hasil dari persentuhan (encounters) tidak dapat dipisahkan 
dengan pemahaman teks keagamaan, termasuk al-Qur’an dan hadits. Kita 
sangat yakin bahwa Allah SWT pasti Maha Adil dan Maha Bijaksana, tetapi 
firman firman yang disampaikan kepada hamba-Nya melalui Nabi-Nya yang 
berkebangsaan Arab dan sudah tentu menggunakan bahasa Arab sebagai 
symbol pengantar.16 Pada posisi ini, ketika al-Qur’an dan hadits sebagai 
sumber otoritatif teks keagamaan di pahami dan ditafsiri sangat 
memungkinkan akan melahirkan keragaman interpretasi sesuai dengan 
kemampuan dan kepentingan atau motif-motif serta kebutuhan social mufasir.  
16 Nasarudin Umar, “Kajian Kritis Terhadap Ayat-ayat Gender (Pendekatan 
Hermeneutik)”, dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk, Rekonstruksi. hal107-113. 
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Salah satu produk panafsiran para ulama terhadap teks, khususnya 
terkait dengan persoalan hukum kelurga Islam yaitu tentang relasi laki-laki dan 
perempuan dalam ikatan kelembagaan yang disebut dengan pernikahan dalam 
banyak hal telah menyuguhkan sebuah konfigurasi pemikiran yang dalam 
ukuran modern sangat bias gender. Islam sebagai agama yang memberikan 
perhatian besar pada pentingnya isntitusi keluarga, secara normative 
memberikan seperangkat aturan yang komprehensif tentang persoalan 
meimilih pasangan hidup, tata cara perkawinan, relasi pembagian kerja antara 
pasangan, etika hubungan seksual, menyambut kelahiran anak, pendidikan 
anak dan keluarga bahkan kematian soal pembagian harta warisan.17 
D. Keadilan Gender Dalam Islam 
Visi kemanusiaan universal yang dibawa oleh Islam adalah bahwa 
Islam merupakan agama yang rahmatan lil ‘alamin bukan hanya rahmatan lil 
muslimin saja.Sebagai agama rahmatan lil ‘alamin, maka misi Islam adalah 
upaya membebaskan manusia dari segala bentuk diskriminasi atas dasar status 
sosial, penindasan dan perbudakan (penghambaan) manusia selain kepada 
Allah SWT.Dalam Islam setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci dan 
bebas dari segala macam penindasan. Khalifah ‘Umar bin Khattab 
mengungkapkan kemerdekaan manusia dengan ucapanya yang sangat terkenal 
kepada Amru bin ‘Ash “ sejak kapan kamu memperbudak manusia, padahal 
para ibu mereka melahirkanya dalam keadaan merdeka” 18 
Konsep idial relasi kemanusiaan dalam Islam sebagaimana termaktub 
dalam al-Qur’an dan Hadits sebagai sumber ajaran Islam, dalam praktiknya 
mengalami ‘distorsi’ sebagai akibat interpretasi terhadap teks keagamaan 
(Qur’an-Hadits) yang tampak bias gender dengan menampakan adanya 
pemihakan terhadap jenis kelamin tertentu dan mensubordinasikan jenis 
kelamin lainya. Pada posisi ini, maka tidak jarang berbagai manifestasi 
17 Inayah Rohmaniyah, “Penghambaan Isteri Pada Suami” dalam, Hamim Ilyas, dkk, 
Perempuan Tertindas Kajian Hadis-hadis “Misoginis”, (Jogjakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga-
The Ford Foundation, 2003), hal. 89-90.  
18 Mufidah C.h, Paradigma. hal. 156.  
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ketidakdilan gender (kekerasan, peminggiran, stereotipe dan subordinasi) 
justeru lahir karena mendapat justifikasi agama. 
Sebagai agama yang berdasarkan pada sumber-sumber tekstual 
(Qur’an dan hadits) maka doktrin agama Islam yang ada dalam teks yang 
dipahami dan tafsiri oleh manusia yang sudah barang tentu hasil 
penafsiranya antara satu penafsir dengan penafsir lain berbeda-beda. 
Seorang penafsir dalam membuat penafsiran terhadap teks-teks agama 
sangat dipengaruhi oleh subjektifitas pribadi dan kapasitas keilmuan serta 
system budaya yang mengitari kehidupan penafsir. 
Literatur klasik Islam pada umumnya disusun di dalam perspektif 
budaya masyarakat androsentris, di mana laki-laki menjadi ukuran segala 
sesuatu (man is the measure of all things). Literatur itu hingga kini masih 
diterima sebagai “kitab suci” ketiga setelah al-Qur’an dan hadits.Kitab-kitab 
tafsir dan fiqh yang berjilid-jilid, yang disusun ratusan tahun lalu kini terus 
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diantaranya dapat dinilai sangat bias gender.Para penulisnya tentu tidak bisa 
disalahkan karena ukuran keadilan gender (gender equality) menggunakan 
paradigma dan persefsi relasi gender menurut kultur masyarakatnya. Mengkaji 
literature klasik tidak bisa dipisahkan dengan rangkaian kesatuan yang koheren 
terutama antara penulis dan background social budayanya.Di sinilah perlunya 
metode hermeneutika sebagai model pembacaan teks secara tepat dan tidak 
tercerabut dari makna konteksnya. 
Seorang pembaca teks harus mampu masuk ke dalam lorong masa 
silam, seolah-olah sezaman dan akrab dengan sang penulis teks, memahami 
kondisi objektif geografis dan latar belakng social budayanya, karena setiap 
penulis teks adalah anak zamannya. Setelah itu si pembaca sudah mampu 
melakukan apa yang diseut W Dilthey sebagai verstehen, yaitu memahami 
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dengan penuh penghayatan terhadap teks, ibarat sang pembaca keluar dari 
lorong waktu masa silam, lalu mengambil kesimpulan.19 
Pada bagian lain Nasarudin Umar berusaha memetakan peta 
intelektual Timur Tengah tempat di mana risalah Islam pertama kali diajarkan 
kepada ummat manusia.Menurutnya, maskulinisasi epistemologi sudah 
berlangsung lama di kawasan Timur-Tengah.Jauh sebelum al-Qur’an 
diturunkan, dunia epistemologi sudah dipengaruhi kosmologi, mitologi dan 
peradaban kuno yang cenderung misoginis.Citra perempuan di kawasan ini 
sangat buruk. Beberapa mummi perempuan ditemukan di Mesir menggunakan  
celana dalam besi yang digembok dan bersepatu besi yang berat dan berukuran 
kecil untuk membatasi perjalanan perempuan. Mitologi Yunani 
menggambarkan perempuan sebagai iblis betina (female demon), yang selalu 
mengumbar nafsu. Tradisi Yahudi-Kristen (Judeo-Cristianity) memojokan 
perempuan sebagai penyebab dosa warisan dalam drama kosmik, perad ban 
Sasania-Zoroaster menyembunyikan perempuan menstruasi di goa-goa gelap 
yang jauh dari perkampungan, dan peradaban Hindu yang memprabukan 
(membakar hidup-hidup) para isteri di samping suaminya yang meninggal. 
Sebagai kota pusat perdagangan, kota Yatsrib (Madinah) dan Makkah 
merupakan urat nadi rute perdagangan di kawasan Samudra Hindia, termasuk 
pantai Afrika, Laut Tengah dan tentu saja dengan Irak yang ketika itu menjadi 
bagian kerajaan Persia. Peta intelektual dunia Arab dengan tentang posisi 
perempuan sebagai hasil dari persentuhan (encounters) tidak dapat dipisahkan 
dengan pemahaman teks keagamaan, termasuk al-Qur’an dan hadits. Kita 
sangat yakin bahwa Allah SWT pasti Maha Adil dan Maha Bijaksana, tetapi 
firman firman yang disampaikan kepada hamba-Nya melalui Nabi-Nya yang 
berkebangsaan Arab dan sudah tentu menggunakan bahasa Arab sebagai 
symbol pengantar.20 Pada posisi ini, ketika al-Qur’an dan hadits sebagai 
19 Nasarudin Umar, “Metode Penelitian Berperspektif Gender Tentang Literatur Islam”, 
dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk, Rekonstruksi metodologis W acana Kesetaraan Gender dalam 
Islam, (Jogjakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga-McGill-ICIHEF-Pustaka Pelajar, 2002). 85-86. 
20 Nasarudin Umar, “Kajian Kritis Terhadap Ayat-ayat Gender (Pendekatan 
Hermeneutik)”, dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk, Rekonstruksi. hal107-113. 
 
91 
 
                                                         
sumber otoritatif teks keagamaan di pahami dan ditafsiri sangat 
memungkinkan akan melahirkan keragaman interpretasi sesuai dengan 
kemampuan dan kepentingan atau motif-motif serta kebutuhan social mufasir.  
Salah satu produk panafsiran para ulama terhadap teks, khususnya 
terkait dengan persoalan hukum kelurga Islam yaitu tentang relasi laki-laki dan 
perempuan dalam ikatan kelembagaan yang disebut dengan pernikahan dalam 
banyak hal telah menyuguhkan sebuah konfigurasi pemikiran yang dalam 
ukuran modern sangat bias gender. Islam sebagai agama yang memberikan 
perhatian besar pada pentingnya isntitusi keluarga, secara normative 
memberikan seperangkat aturan yang komprehensif tentang persoalan 
meimilih pasangan hidup, tata cara perkawinan, relasi pembagian kerja antara 
pasangan, etika hubungan seksual, menyambut kelahiran anak, pendidikan 
anak dan keluarga bahkan kematian soal pembagian harta warisan.21 
Citra diri seorang perempuan dalam khazanah tafsir klasik masih bias 
dengan titik sentuh penafsiran yang bias gender dengan memosisikan 
perempuan sebagai mahluk yang inferior, lemah dan mewarisi 
kejahatan.Dalam pandangan Amina Wadud para penafsir lebih melihat 
perbedaan esensial laki-laki dan perempuan dari segi penciptaannya, kapasitas 
dan fungsinya dalam masyarakat dan ganjaran yang harus diterima olehnya 
dihari akhir nanti. Konsekuensi logis dari interpretasi yang bias ini 
menghasilkan satu stigma bahwa perempuan tidak pantas memikul tugas-tugas 
tertentu atau peranan dalam berbagai bidang di masyarakat (public domain) 
seperti dalam hal kepemimpinan politik.22 
 
21 Inayah Rohmaniyah, “Penghambaan Isteri Pada Suami” dalam, Hamim Ilyas, dkk, 
Perempuan Tertindas Kajian Hadis-hadis “Misoginis”, (Jogjakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga-
The Ford Foundation, 2003), hal. 89-90.  
22 Amina Wadud Muhsin, "Al-Qur'an dan Perempuan" dalam Charles Kurzman (ed) 
Wacana Islam Liberal Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global (Jakarta: 
Paramadina, 2003),  hal.193. 
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Dengan demikian interpretasi teks agama menjadi salah satu faktor 
determinan terbangunnya idiologi patriarkhi dengan menempatkan laki-laki 
sebagai realitas / entitas yang unggul (superior). Salah satu yang lebih 
mengkhawatirkan lagi adalah hasil interpretasi teks agama itu oleh sebagian 
muslim dianggap sebagai teks agama itu sendiri sehingga dianggap sakral, 
mutlak dan final. Padahal hasil interpretasi teks itu pada dasarnya adalah relatif 
dan bersifat dinamis sesuai dengan watak tafsir itu sendiri yang selalu bergerak 
sesuai dengan ritme perubahan ruang dan waktu.23 Normatifitas teks 
hakikatnya netral dan responsif gender, tetapi historisitas penafsiran terhadap 
teks justeru seringkali bias gender dan mendistorsi pesan humanisme teks itu 
sendiri. 
 
E. Isu-Isu Gender dalam Islam 
1. KDRT: Kekerasan Berbasis Gender 
Kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence) adalah bentuk 
penganiayaan (abuse) oleh suami terhadap isteri baik secara fisik (patah 
tulang, memar, kulit tersayat)  maupun emosional/psikologis ( rasa cemas, 
depresi dan perasaan rendah diri). Dalam rumusan yang lain, kekerasan dalam 
rumah tangga didefinisikan setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang 
secara sendiri atau bersama-sama terhadap seorang perempuan atau terhadap 
pihak yang tersubordinasi lainya dalam lingkup rumah tangga yang 
mengakibatkan kesengsaraan secara fisik, seksual, ekonomi, ancaman 
psikologis termasuk perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. 
Dalam perkembanganya, kekarasan dalam rumah tangga sesungguhnya tidak 
hanya terjadi antara suami dengan isterinya saja, tetapi juga bisa terjadi antara 
23 Untuk membedakan antara teks dan hasil interpretasi terhadap teks, Amin Abdullah 
dalam kata pengatar bukunya Studi Agama Normativitas atau Historisitas membuat satu rumusan 
pembedaan dengan menyebut Islam Normatif dan Islam Historis. Islam Normatif adalah 
akumulasi doktrin Islam yang ada didunia teks sehingga ia sacral dan kebenaranya mutlak. 
Sedangkan hasil interpretasi terhadap teks disebut Islam Historis yaitu Islam yang dipahami dan  
dipraktikan dalam sejarah tertentu sehingga bersifat relative dan dinamis. Amin Abdullah, Studi 
Agama Normativitas atau Historisitas (Jogjkarta: Pustaka Pelajar, 1996) hal. V.-VI. 
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orang tua dengan anak (kekerasan terhadap anak) atau antara majikan dengan 
pembantunya yang terjadi dalam lingkup keluarga. 
Menurut catatan Bank Dunia “ bentuk kekerasan yang paling sering 
terjadi adalah kekerasan terhadap isteri atau yang lebih tepat kekerasan 
terhadap perempuan oleh pasangan intim”. Kekerasan terhadap perempuan 
menyebabkan dan melestarikan subordinasi.Subordinasi terhadap perempuan 
sudah berlangsung cukup lama dan bersifat universal, hanya bentuk 
subordinasinya yang beragam dengan intensitas yang berbeda-beda. 
Subordinasi tidak sekedar perbedaan seksual dalam arti biologis, tetapi 
kemudian berkembang pada perbedaan fungsi-fungsi reproduksi dan produksi, 
baik dalam penguasaan sumber-sumber ekonomi, idiologi kelas, maupun 
stratifikasi social melalui serangkaian sosialisasi untuk melenggengkan posisi 
perempuan yang subordinat.18 
Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bermula dari adanya pola 
relasi kekuasaan yang timpang antara laki-laki (suami) dengan perempuan 
(isteri).Kondisi ini tidak jarang mengakibatkan tindak kekerasan oleh suami 
terhadap isterinya justru dilakukan sebagai bagian dari penggunaan otoritas 
yang dimilikinya sebagai kepala keluarga.Justifikasi atas otoritas itu bisa lahir 
didukung oleh perangkat undang-undang negara atau oleh persepsi-persepsi 
social dalam bentuk mitos-mitos superioritas seorang laki-laki yang 
dipercayai oleh masyarakat tertentu.Dengan menggunakan alur fikir semacam 
ini, maka kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga (domestic 
violence) merupakan jenis kekerasan yang berbasis gender. Artinya, 
kekerasan itu lahir disebabkan oleh perbedaan peran-peran gender yang 
dikonstruksi secara social di mana salah satu pihak menjadi subordinat dari 
pihak lain. 
Kekerasan dalam rumah tangga, dalam prakteknya sulit diungkap 
karena beberapa sebab.Pertama, kekerasan dalam  rumah tangga terjadi dalam 
lingkup kehidupan rumah tangga yang dipahami sebagai urusan yang bersifat 
privasi, di mana orang lain tidak boleh ikut campur (intervensi). Kedua, pada 
18 Eti Nurhayati, “Domestic Violence”, , hal. 47-48. 
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umumnya korban (isteri/anak) adalah pihak yang secara structural lemah dan 
mempunyai ketergantungan khususnya secara ekonomi dengan pelaku 
(suami).Dalam posisi ini, korban pada umumnya selalu mengambil sikap 
diam atau bahkan menutup-nutupi tindak kekerasan tersebut, karena dengan 
membuka kasus kekerasan dalam rumah tangga ke publik berarti membuka 
aib keluarga.Ketiga, kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum 
masyarakat terhadap hak-hak hukum yang dimilikinya.Keempat, adanya 
stigma social bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami dipahami oleh 
masyarakat sebagai hal yang mungkin dianggap wajar dalam kerangka 
pendidikan yang dilakukan oleh pihak yang memang mempunyai otoritas 
untuk melakukannya. Pada posisi ini, korban sering enggan melaporkan 
kepada aparat penegak hukum karena khawatir justeru akan dipersalahkan 
(blame the victim). 
Menurut sumber Komnas Perempuan, berdasarkan hasil penanganan 
kasus kekerasan di 14 daerah di Indonesia terctat bahwa dari 3169 kasus 
kekerasan terhadap perempuan, kaum perempuan paling banyak mengalami 
kekerasan dan penganiayaan oleh orang-orang terdekatnya (40%) serta 
tindakperkosaaan di komunitasnya sendiri (32%). Pola ini berlaku dikota-
kota besar seperti Jakarta dan Yogyakarta, di daerah yang miskin dan penuh 
konplik, maupun di daerah yang diwarnai kedinamisan ekonomi serta budaya 
seperti  Surabaya dan Sulawesi Selatan.19 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan prilaku yang terjadi 
secara berulang-ulang dan memiliki pola yang khas, yaitu suami isteri yang 
terlibat dalam tindak kekerasan menganggap bahwa tindak KDRT 
merupakan hal yang biasa dan wajar yang terjadi di setiap keluarga. Jika 
terjadi kekerasan/konplik, mereka masih mempunyai cinta dan harapan 
bahwa kekerasan akan reda. Dari perasaan cinta dan dilandasi harapan 
hubungan yang akan lebih baik ini, pihak korban memaafkan kesalahan 
pelaku,  maka akan muncul hubungan baru lagi sebagai bulan madu pasca 
19 Komnas Perempuan, Peta Kekerasan : Pengalaman Perempuan Indonesia, (Jakarta: 
Ameepro, 2002), hal. 276 
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konflik. Kemudian lahir konflik baru dan terus akan sama pola dan caranya 
secara berulang-ulang. Proses semacam ini menjadi siklus yang terus 
berputar, ia akan berhenti seiring dengan lahirnya kesadaran kolektif 
masyarakat bahwa prilaku kekerasan apapun bentuk dan dasar pembenaranya 
harus dihapuskan.  
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Yuridis  
Kebutuhan akan adanya  undang-undang yang khusus mengatur 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai kejahatan dan 
memberikan perlindungan tertentu bagi korban, sudah dikemukakan oleh 
lembaga-lembaga swadaya masyarakat selama bertahun-tahun. Sebuah draft 
yang berisikan Rancangan Undang-undang Anti Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga telah disampaikan oleh sejumlah LSM kepada komisi VII DPR RI 
dan Badan Legislasi DPR RI. Berbagai kajian hukum telah juga didiskusikan 
dan diseminarkan di berbagai daerah. Undang-undang mengenai KDRT yang 
dibutuhkan tersebut meliputi rumusan pengertian tindak pidana yang 
dianggap sebagai kejahatan, upaya-upaya hukum yang dapat diakses oleh 
korban dan saksi kejahatan tersebut termasuk perlindungan hukum yang 
diberikan oleh pengadilan.20 
Dalam perjalanan proses penyusunan RUU ini melampaui beberapa 
perubahan baik dari sisi substansi maupun judul. Rancangan awal RUU ini 
berjudul RUU Anti Kekerasan dalamRumah Tangga, kemudian diganti RUU 
Anti Kekerasan Domestik.Setelah melalui pembahasan di DPR berubah 
menjadi RUU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kemudian 
terhitung sejak tanggal 22 September 2004, RUU ini disahkan menjadi UU 
No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.21 
Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa 
kebanyakan korban KDRT adalah perempuan yang harus mendapat 
20Rita Serena Kolibonso, ‘Kejahatan Itu Bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga’ 
Jurnal Perempuan No. 26 Tahun 2002, hal. 18. 
21 Ida Budhiati, Pembaruan Hukum Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Makalah 
seminar Regional  tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Merespon UU PKDRT, PSG 
STAIN Purwokerto-KPI Jateng, tanggal 11 Juni 2005. 
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perlindungan negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari 
kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang 
merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Di samping itu, perlunya 
Undang-undang ini disahkan karena system hukum yang ada belum dinilai 
bisa menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. 
Adapun terkait dengan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut 
undang-undang ini terdiri dari empat macam22 yaitu: 
1. Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh 
sakit atau luka berat. Dalam konteks relasi personal, bentuk-bentuk 
kekerasan fisik yang dialami perempuan korban mencakup, antara lain, 
tamparan, pemukulan, penjambakan, penginjak-injakan, penendengan, 
pencekikan, lemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, 
seperti pisau, gunting, setrika serta pembakaran. Sedangkan dalam konteks 
relasi kemasyarakatan, kekerasan fisik terhadap perempuan bisa berupa 
penyekapan ataupun pemerkosaan terhadap pembantu perempuan oleh 
majikan ataupun pengrusakan alat kelamin (genital mutilation) yang 
dilakukan atas nama budaya atau kepercayaan tertentu. 
2. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, 
hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa 
tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Bentuk 
kekerasan secara psikologis yang dialami perempuan mencakup makian, 
penghinaaan yang berkelanjutan untuk mengecilkan harga diri korban, 
bentakan dan ancaman yang diberi untuk memunculkan rasa takut. Pada 
umumnya kekerasan psikologis ini terjadi dalam konteks relasi personal. 
3. Kekerasan Seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan 
terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga  atau pemaksaan 
hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya 
dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan 
yang bernuansa seksual termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan 
22 Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hal. 1-5.Ibid, hal. 6-7. 
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mempunyai makna seksual, atau sering disebut ‘pelecehan seksual’, maupun 
berbagai bentuk pemaksaan hubungan seks yang sering disebut sebagai 
perkosaan. 
4. Penelantaran Rumah Tangga yaitu seseorang tidak melaksanakan 
kewajiban hukumnya terhadap orang dalam lingkup rumah tangga berupa 
mengabaikan memberikan kewajiban kehidupan, perawatan atau 
pemeliharaan kepada orang tersebut. Termasuk dalam kategori 
penelantaraan rumah tangga adalah memberikan batasan atau melarang 
seseorang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga 
korban berada dalam kendali orang tersebut.  
Bentuk-bentuk kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-undang 
PKDRT sesungguhnya merupakan cermin dari berbagai bentuk kekerasan 
yang sering terjadi dan menjadi fenomena umum di tengah-tengah 
masyarakat.Untuk jenis kekerasan yang bersifat fisik, proses pembuktianya 
sangat mudah dengan merujuk pada ketentuan dalam hukum pidana (KUHP) 
dengan tolok ukur yang jelas. Sedangkan untuk jenis kekerasan psikis dan 
penelantaran rumah tangga proses pembuktianya memang sulit karena terkait 
dengan rasa /emosi yang bersifat subjektif. Di sini seorang jaksa dan hakim 
ditantang untuk merumuskanya sehingga dinilai sebagai perbuatan yang 
termasuk kategori kekerasan. 
Konsep idial relasi kemanusiaan dalam Islam sebagaimana termaktub 
dalam al-Qur’an dan Hadits sebagai sumber ajaran Islam, dalam praktiknya 
mengalami ‘distorsi’ sebagai akibat interpretasi terhadap teks keagamaan 
(Qur’an-Hadits) yang tampak bias gender dengan menampakan adanya 
pemihakan terhadap jenis kelamin tertentu dan mensubordinasikan jenis 
kelamin lainya. Pada posisi ini, maka tidak jarang berbagai manifestasi 
ketidakdilan gender (kekerasan, peminggiran, stereotipe dan subordinasi) 
justeru lahir karena mendapat justifikasi agama. 
Beberapa konsep ajaran agama Islam (hasil interpretasi teks) yang 
dianggap bias gender dan memberikan kontribusi signifikan untuk lahirnya 
kekerasan berbasis gender antara lain sebagai berikut: 
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a. Kekerasan Fisik  
Salah satu tindak kekerasan fisik yang ‘dilegitimasi’ oleh syara’ 
adalah pemukulan terhadap isteri yang nusyuz.Dalam beberapa literature 
Islam, pemukulan terhadap isteri yang nusyuz oleh suami adalah sesuatu yang 
dibolehkan. Legitimasi bolehnya memukul terhadap isteri yang nusyuz 
merujuk pada al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 34 yang berbunyi: 
 ِْنَإف َُّنھُوبِرْضاَو ِعِجاَضَمْلا ِيف َُّنھوُرُجْھاَو َُّنھُوظَِعف َُّنھَزوُُشن َنُوفاََخت ِيت َّلالاَو
اًرِیبَك ًّاِیلَع َناَك َ َّالله َّنِإ ًلاِیبَس َّنِھَْیلَع اوُغَْبت ََلاف ْمَُكنْعََطأ 
Artinya: Para isteri yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasihatilah 
mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan 
pukulah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah 
kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya 
Allah Maha tinggi lagi Maha besar. 
 
Menurut riwayat yang kuat (yang umumnya di catat oleh para 
mufassir), ayat ini turun berkenaaan dengan kasus Sa’id ibn Rabi’ yang 
memukul isterinya yang durhaka, Habibah bin Zaid ibn Kharijah ibn Abi 
Zahr. Kemudian bapak Habibah mengadukan peristiwa tersebut kepada 
Rasulullah. Jawaban Rasulullah terhadap laporan ini adalah “ Ia (Habibah) 
berhak membalas kepada suaminya yang memukul setimpal dengan apa yang 
dilakukan suaminya”. Sebagai tindak lanjutnya, Habibah dan bapaknya 
berusaha menemui suami Habibah untuk membalas, namun Rasulullah tiba-
tiba melarang dan menyuruh Habibah dan bapaknya untuk kembali ke rumah 
dan mengurungkan niatnya, dengan alasan malaikat Jibril sudah turun 
membawa firman Allah surat an-Nisa’ ayat 34.23 
Secara sepintas ayat ini tampak membolehkan pemukulan terhadap 
isteri. Pandangan ini bisa muncul bila kita memahami berdasarkan pada 
makna yang tersurat dari ayat di atas atau ketika berpegang pada makna 
dzahir dari ayat tersebut. Pertanyaan yang kemudian diajukan kemudian 
23 Khoiruddin Nasution, Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan) 
(Jogjakarta: ACAdeMIA-Tazzafa, 2004), hal. 170 
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adalah apakah memang pemukulan itu merupakan anjuran al-Qur’an, ataukah 
sebagai pintu darurat kecil yang semestinya tidak dilakukan ?. Pertanyaan ini 
memang penting dikemukakan mengingat al-Qur’an diturunkan pada 
masyarakat yang tidak memanusiakan perempuan. Jangankan dipukul, 
perempuan pada masa pra –Islam bahkan berhak dibunuh, dijadikan benda 
warisan dan sebagainya tanpa boleh membela diri. Dengan demikian, 
pemukulan terhadap isteri yang nusyuz (meninggalkan rumah tanpa izin atau 
berbuat « melawan » suami) pada saat itu termasuk kekerasan yang ringan 
dibanding prilaku yang biasa dilakukan masyarakat pra-Islam.24 
Memperhatikan ketentuan ayat nusyuz di atas, tindakan pemukulan 
jelas merupakan alternatif terakhir ketika upaya pertama yaitu memberi 
nasihat (mauidzah) dan cara kedua yaitu pisah ranjang tidak cukup efektif 
untuk membuat isteri taat kepada suami dan menyadari kesalahannya. Dua 
alternatif solusi yang diberikan al-Qur’an dalam memberikan treatment pada 
isteri yang nusyuz merupakan indikator (qarinah) yang mengantarkan pada 
pemahaman bahwa pemukulan sesungguhya bukan sesuatu yang harus 
dilakukan atau bahkan semangat dari ayat di atas justeru dalam rangka 
meminimalisir praktek kekerasan suami terhadap isterinya di tengah 
masyarakat yang penuh dengan budaya kekerasan terhadap perempuan.  
Kewenangan untuk melakukan tindak kekerasan suami terhadap 
isterinya yang nusyuz secara konseptual lahir karena pada diri suami melekat 
otoritas sebagai qawwam (pemimpin) pada lingkup rumah tangganya. Otoritas 
qawwam tersebut sebagai atribut melekat pada seorang suami karena ini diberi 
kelebihan-kelebihan serta posisinya sebagai penanggungjawab ekonomi 
keluarga. Dengan demikian, kekerasan ini lahir karena ada pola relasi 
kekuasaan suami isteri yang timpang di mana salah satu pihak menjadi 
24 Badriyah Fayumi, ‘Islam dan Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan’ dalam 
Amirudin Arani (Ed), Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan (Yogyakarta: LKiS-Rahima, 
2002), hal. 110. Dalam analisis Nasr Hamid Abu zaid, ayat tentang qawwamah yang berujung 
dengan hak suami untuk memukul isteri bukanlah ayat tasyri’, karena ia hanya deskripsi atas 
realitas, sedangkan kelebihan yang Allah berikan pada laki-laki merupakan persaksian atas realitas 
yan harus diubah demi mewujudkan kesetaraan yang fundamental. Lebih lanjut lihat, Nasr Hamid 
Abu Zaid, Dekonstruksi Gender, Kritik Wacana Perempuan dalam Islam, alih bahasa Moh. Nur 
Ikhwan (Jogjakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga-McGill, 2003),  hal. 191-193. 
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subordinat pihak lain. Pada umumnya para ahli tafsir memahami surat an-
Nisa’ ayat 34 sebagai kebolehan seorang suami untuk memukul isterinya yang 
nusyuz dalam kapasitas seorang suami sebagai pemimpin, pendidik dan 
penanggungjawab kehidupan ekonomi keluarga. Dengan demikian, tindakan 
kekerasan suami terhadap isterinya lahir karena konstruk peran gender yang 
melekat pada posisi masing-masing suami isteri. 
b. Kekerasan Seksual  
Kekerasan seksual (sexual violence) dalam sejarah ummat manusia 
sudah menjadi fenomena umum. Dalam wacana kontemporer, kita mengenal 
apa yang disebut trafficking atau perdagangan orang (perempuan) dengan cara 
mengekplotasi tubuh seseorang termasuk eksploitasi seksual untuk 
kepentingan ekonomi para pemilik modal.  
Empat belas abad yang lalu, praktek serupa pernah terjadi. Kisah sedih 
itu menimpa seorang perempuan budak bernama Mu’adzah yang dijual oleh 
majikanya, Abdullah bin Ubay bin Salul gembong kaum munafik, kapada 
lelaki Quraisy yang menjadi taw anan Ubay. Motif Ubay hanya satu yaitu jika 
Mu’adzah hamil dan melahirkan anak, lelaki Quraisy itu akan menebusnya 
dengan jumlah tertentu. Menyikapi hal itu, Mu’adzah yang mukminah itu 
menolak dan membawa persoalanya kepada Rasulullah.25Pengaduan ini serta 
merta mendapat jawaban dari Allah dan menjadi sebab turunya ayat 33 surat 
an-Nur: 
ٌ َایْن ُّدلا ِةَایَحْلا َضَرَع اوَُغتَْبِتل ًان ُّصََحت َنْدََرأ ْنِإ ِءاَغِبْلا َىلَع ْمُكِتَاَیَتف اُوھِرُْكت َلاَو 
Artinya: “.. Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuan kamu itu 
untuk melakukan pelacuran sementara mereka sendiri 
menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan 
duniawi..” 
 
Ayat al-Qur’an ini dengan mendasarkan pada sebab-sebab turunya 
memberikan legitimasi bagi penolakan terhadap upaya eksploitasi seksual 
oleh seorang majikan terhadap budak perempuan untuk kepentingan 
25 Badriyah Fayumi, ‘Islam.hal.116. 
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komersial. Mendasarkan pada informasi asbabunnuzul ayat di atas juga 
tergambar jelas, bahwa kelompok masyarakat yang rentan untuk menjadi 
korban kekersan seksual adalah kaum perempuan yang karena posisinya 
lemah di hadapan majikan. Pola relasi kekuasaan antara majikan dan atasan 
dalam relasi pekerjaan yang tidak terdapat mekanisme kontrol seringkali 
rentan untuk melahirkan kekerasan seksual.  
c. Kekerasan Psikologis (Domestifikasi Peran)    
Proses perumahan perempuan dalam konteks relasi social biasanya 
mengacu pada al-Qur’an surat al-Ahzab ayat 33: 
 َةاَك َّزلا َنِیتاَءَو َةَلا َّصلا َنْمَِقأَو َىلُوْلأا ِةَِّیلِھاَجْلا َج َُّرَبت َنْج ََّرَبت َلاَو َّنُكِتُوُیب ِيف َنَْرقَو
اًریِھَْطت ْمُكَرِّھَُطیَو ِتَْیبْلا َلَْھأ َسْج ِّرلا ُمُكْنَع َبِھُْذِیل ُ َّالله ُدیُِری اَمَِّنإ َُھلوُسَرَو َ َّالله َنْعَِطأَو 
Artinya:”’…Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu 
berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang 
dahulu, dan dirikanlah sholat , tunaikanlah zakat dan taatilah Allah 
dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak 
menghilangkan dosa  dari kamu, hai ahl al-bait dan membersihkan 
kamu sebersih-bersihnya”. 
 
Kata waqarna dengan dibaca fathah pada huruf qaf berarti 
“menetaplah di dalam rumah kalian” dan dibaca waqirna dengan kasrah pada 
huruf qaf berarti “ hemdaklah kalian bersenang-senang dan tenang di rumah”. 
Jika dibaca dengan fathah huruf qaf-nya, maka dengan tegas perempuan 
diserukan untuk menetap di dalam rumah, sedangkan kalau dibaca kasrah 
huruf qaf-nya, maka perempuan diserukan untuk bersenang-senang di dalam 
rumah.Kebanyakan ulama membaca dengan fathah qaf-nya dengan 
penekanan perempuan hendaknya menetap di dalam rumah.26 
Menurut Ibn Katsir, perintah untuk tetap tinggal dirumah itu 
mencakup seluruh perempuan dan tidak hanya dikhususkan hanya kepada 
ister-isteri Nabi saja. Dari sini kemudian memunculkan perdebatan, apakah  
26Nasarudin Umar, Bias Jender Dalam Penafsiran Al-Qur’an, Pidato pengukuhan Guru 
Besar dalam Ilmu Tafsir, UIN Syarif Hidayatulah Jakarta, 2002,ha.l 21-23.  
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yang dipegangi dari ayat ini adalah makna umumnya (umum al-lafdz) atau 
sebab-sebab khususnya (khusus al-sabab). Namun demikian, pendapat yang 
menjadi mainstream yang menghiasi kitab-kitab klasik lebih berpegang pada 
makna umumnya lafadz dengan kaidahnya “ al-‘ibrah bi ‘umum lafdz la bi 
khusus al-sabab” (yang diperhitungkan adalah makna umumnya lafadz bukan 
makna khususnya /kejadian spesifiknya). 
Atas dasar pemikiran di atas, maka mayoritas ulama fiqh berpendapat, 
bahwa tugas utama seorang isteri adalah di dalam rumah dan mengerjakan 
pekerjaan-pekerjaan rumah. Dia tidak boleh meninggalkan suami begitu saja 
dan kalaupun akan keluar rumah maka ia harus mendapat persetujuan 
suaminya. Para ahli fiqh juga berpendapat apabila seorang isteri keluar rumah 
(untuk kerja) tanpa izin suaminya, maka hak nafkahnya menjadi hilang. 
Seorang isteri boleh keluar rumah meskipun tanpa izin suaminya apabila 
dalam keadaan darurat (memaksa).27 
Alur fikir para ahli fiqh seperti di atas dengan demikian berangkat 
dari pilihan kaidah kebahasaan yang kemudian melahirkan interpretasi yang 
cenderung ‘bias gender’ dengan menempatkan posisi isteri/perempuan 
menjadi sempit ruang geraknya. Interpretasi demikian sudah barang tentu 
menjadikan perempuan pada posisi selalu menjadi manusia domestik dan 
secara social terisolir dari komunitasnya yang pada akhirnya menempatkan 
perempuan sebagai manusia yang tidak  mempunyai public spare yang sama 
dalam mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. 
 
d. Kekerasan Ekonomi: Hak Perempuan atas Harta yang dimilikinya 
Persoalan kepemilikan harta pribadi bagi perempuan pernah mencuat 
pada masa khalifah Umar ibn Khattab.Khalifah berusaha membatasi hak 
perempuan dalam memperoleh mahar.Dalam suatu khutbahnya, khalifah 
menginstruksikan agar mahar yang nantinya menjadi milik pribadi perempuan 
27 KH.Husein Muhammad, Fiqh Perempuan Refleksi Kyai atas  WacanaAgama dan 
Gender (Yogyakarta: LkiS-Rahima, 2002), hal. 127-128 
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dibatasi maksimal empat ratus dirham.Alasanya, Nabi dan para sahabat biasa 
memberikan mahar sejumlah itu atau lebih kecil.Begitu khalifah turun, 
seorang perempuan Quraisy bangkit dan mempertanyakan alasan pembatasan 
itu. Perempuan mengatakan bahwa jika Allah saja tidak membatasi jumlah 
yang diberikan kepada seorang perempuan seperti yang tertera dalam surat an-
Nisa’ ayat 20, maka mengapa khalifah membatasi?.Mendengar protes 
tersebut, khalifah langsung istighfar dan mencabut kembali pernyataanya  
sambil mengakui bahwa perempuan itu benar.28 
Seorang perempuan sebagai pribadi dalam kapasitas sebagai subjek 
hukum mempunyai otonomi secara penuh terhadap hak harta yang 
dimilikinya.Sebagai subjek hukum, seorang perempuan bisa melakukan 
transaksi hukum terhadap harta yang dimilikinya tanpa menggantungkan 
dengan kehendak suaminya. Kepemilikan harta seorang perempuan bisa juga 
melalui proses pewarisan atau hibah dari muwarrisnya atau dari seseorang 
yang menghibahkan pada dirinya. 
 
2.  Reinterpretasi Teks Fiqh Ramah Perempuan 
 
Dalam konteks relasi suami isteri dalam konsep Islam menunjukan 
adanya kesetaraan dan tidak ada keunnggulan individual karena 
pertimbangan jenis kelamin tertentu. Dalam Islam, landasan prinsip 
kesetaraan dalam relasi suami isteri antara dapat dilihat dengan menyimak 
28 Badriyah Fayumi, Islam dan Masalah Kekerasan. hal. 131-132. 
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ayat al-Qur’an surat al-Dzariyat ayat 49 “ Segala sesuatu kami ciptakan 
berpasang-pasangan, agar kamu menyadari (kebesaran Allah). Ayat ini 
jelas mengisyaratkan adanya prinsip kesetaraan antara pasangannya untuk 
saling melengkapi dan  tolong menolong di antara pasanganya. Namun 
demikian, dalam praktiknya terdapat kesenjangan prinsip antara idialitas 
teks dengan realitas penafsiran terhadap teks yang justeru dalam banyak hal 
mengarah pada upaya pelanggengan terhadap diskriminasi jenis kelamin 
perempuan oleh  laki-laki yang sering kali justeru menjadi penyebab 
lahirnya praktik kekerasan dalam rumah tangga yang sering menggunakan 
justifikasi teks keagamaan.  
Di bawah ini terdapat tiga  contoh interpretasi teks keagamaan yang 
kemudian menjadi akar bagi lahirnya kekerasan terhadap perempuan. 
Penulis ingin mendeskripsikan peta penafsiran teks yang “bias gender” 
untuk kemudian dicari pemaknaanya yang sesuai dengan prinsip kesetaraan 
gender sebagai prinsip universal dari spirit agama Islam itu sendiri.   
1. Konsep Qawwamah dalam relasi suami-isteri dalam keluarga. Dasar pijak 
dari konsep ini adalah ayat al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 34. 
 ْنِم اُوَقفَْنأ اَمِبَو ٍضَْعب َىلَع ُْمھَضَْعب ُ َّالله َل ََّضف اَمِب ِءاَسِّنلا َىلَع َنوُما ََّوق ُلاَج ِّرلا
 َُّنھَزوُُشن َنُوفاََخت ِيت َّلالاَو ُ َّالله َظِفَح اَمِب ِبْیَغِْلل ٌتَاظِفاَح ٌتَاِتنَاق ُتاَِحلا َّصلَاف ْمِھِلاَوَْمأ
 ًلاِیبَس َّنِھَْیلَع اوُغَْبت ََلاف ْمَُكنْعََطأ ِْنَإف َُّنھُوبِرْضاَو ِعِجاَضَمْلا ِيف َُّنھوُرُجْھاَو َُّنھُوظَِعف
اًرِیبَك ًّاِیلَع َناَك َ َّالله َّنِإ 
Artinya: Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah 
melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain 
(wanita), dan karena mereka (laki-laki)  telah menafkahkan sebagian 
dari harta mereka. Sebab itu maka, wanita yang shalih, ialah yang 
ta’at kepada Allah lagi memelihara diri.Wanita-wanita yang kamu 
khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah 
mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka.Kemudian jika 
mereka menta’atimu, maka jangnlah kamu mencari-cari jalan untuk 
menyusahkannya.Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha 
Besar. 
 
Para mufassir pada umumnya memberikan penafsiran pada ayat ini 
khususnya lafad Qawwamun bahwa suami adalah pemimpin, pelindung, 
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penanggungjawab, pendidik dan pengatur dalam konteks kehidupan rumah 
tangga.Bahkan  ayat ini juga dipahami sebagai landasan bagi pengharaman / 
pembatasan perempuan untuk terjun menjadi pemimpin di wilayah publik 
(kepemimpinan politik). Pemaknaan atas kelebihan seorang suami atas 
iterinya didasarkan pada pamaknaan lafadz lain yaitu lafadz bima 
faddhalallah yaitu sebab Allah melebihkan kepada laki-laki.29 
Menurut Nasarudin Umar dengan mengutip pendapat Muhammad 
Abduh dalam kitab Al-Mannar-nya, bahwa ayat ini tidak memutlakan 
kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan, karena ayat di atas tidak 
menggunakan kata bima faddhalahum ‘alaihinna atau bima tafdilihim 
‘alaihinna (oleh karena Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki) 
tetapi menggunakan kata faddhalallahu ba’dhuhum ‘ala ba’din (oleh karena 
Allah memberikan kelebihan di antara mereka di atas sebagian yang lain)30 
Dalam pandangan Ashgar Ali Engineer, para penafsir awal memaknai 
ayat ini sebagai bukti persetujuan illahi atas superioritas  laki-laki. Pola 
penafsiran yang berbeda datang dari pemikir modernis Muhammad Asad yang 
tidak menekankan pada pemaknaan pada superioritas laki-laki terhadap 
perempuan akan tetapi pada kewajiban laki-laki untuk menjaga 
perempuan..kataQawwam diterjemahkan sebagai seseorang yang harus 
‘sepenuhnya menjaga perempuan’. Muhammad Asad beranggapan bahwa 
Qawwam merupakan bentuk qa’im yang diperkuat dan bahwa bentuk 
gramatika ini lebih komprehensif dan ini mengkombinasikan penjagaan dan 
perlindungan fisik juga tanggungjawab moral. 
Adapun bahwa laki-laki di beri fadhal (kelebihan) oleh Allah karena 
menjadi penanggungjawab ekonomi keluarga, menurut Muhammad Asad 
sebagai suatu karunia Allah yang lebih besar pada laki-laki dari pada 
29Imam al-Jasshas, Ahkam al-Qur’an, Juz 3, hal. 184. 
30 Penelitian yang dilakukan Nasarudin Umar dalam memaknai surat an-Nisa’ ayat 34 
dengan melakukan penelusuran makna kata ar-rijal dengan makna variatifnya yang mendasarkan 
pada tafsir maudhu’I dengan menghubungkan pada ayat-ayat lain yang pada prinsipnya kata ar-
Rijal tidak semata-mata bermakna ‘jenis kelamin laki-laki’ tetapi seseorang yang dihubungkan 
dengan atribut social budaya tertentu, lebih lanjut lihat Nasarudin Umar, “Kajian Kritis Terhadap 
Ayat-ayat Gender (Pendekatan Hermeneutik)”, dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk, Rekonstruksi 
hal. 124-130. 
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perempuan karena pada masa itu laki-lakilah yang mencari nafkah dan 
dihabiskan untuk perempuan.Secara sosiologis, perempuan pada masa awal 
Islam dalam kenyataanya tidak mencari nafkah. Dengan demikian fadhal 
(karunia Allah) lebih bersifat sosiologis daripada ilahiyah.31 Dengan 
pemaknaan demikian ini maka sesungguhnya memungkinkan adanya 
perbedaan anugerah di antara kaum laki-laki, karena tidak semua laki-laki 
menerima ‘anugerah’ yang sama dan, tentunya tidak semua laki-laki 
mendapatkan anugerah yang lebih beasar daripada yang diterima perempuan. 
Sebagaimana Amina Wadud, Azizah al-Hibri dan Riffat Hasan 
menyatakan bahwa qawwamun secara kebahasaan berarti ‘pencari nafkah’ 
atau’ orang-orang yang menyediakan sarana pendukung ataun sarana 
kehidupan. Pembacaan bahwa atas ayat ini dalam konteks tafsir klasik 
sesungguhnya pernah dilakukan oleh at-Thabari yang memahami ayat tersebut 
sebegai petunjuk tentang kewajiban finansial suami vis-a-vis perempuan, 
bukan tentang status ontologis mereka sebagai laki-laki.33  Laki-laki hanya 
menjadi qawwamun atas perempuan dalam perkara di mana Tuhan 
memberikan kelebihan kepada beberapa laki-laki dibanding yang diberikan-
Nya kepada perempuan, dan dalam urusan membelanjakanya, maka jelaslah 
bahwa laki-laki sebagai sebuah kelas bukanlah qawwamun  lain.  
Menurut Fazlurrahman sebagaimana dikutip Asma Barlas menyatakan 
bahwa kecukupan ekonomi seorang perempuan dan konstribusinya terhadap 
keluarga akan mengurangi superioritas suami “karena sebagai manusia” dia 
tidak memiliki superioritas atas isterinya. Tuntutan al-Qur’an agar suami 
menjadi pencari nafkah, maka tidak secara otomatis menjadikanya sebagai 
seorang kepala rumah tangga. Pencitraan semacam ini tergantung pada definisi 
patriarkhi tradisional tentang ayah sebagai suami dan suami sebagai ayah yang 
tidak diakui oleh al-Qur’an.34 
31 Asghar Ali Engineer, Matinya Perempuan, Menyingkap Mega Skandal Doktrin dan 
laki-laki, Transformasi al-Qur’an, Perempuan dan Masyarakat Modern, alih bahasa Akhmad 
Afandi, (Yogyakarta: IRCisoD, 2003) hal. 88-89. 
33 Asma Barlas, Cara Qur’an Membebaskan Perempuan, alih bahasa R. Cecep Lukman 
Yasin (Jakarta: PT Serambi  Semesta, 2003), hal. 232. 
34 Asma Barlas, Cara..hal. 234. 
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2. Pemukulan suami kepada Isteri Sebab Nusyuz.Dalam kaitanya dengan 
konsep qawwam sebagai kelanjutan dari rangkaian surat an-Nisa’ 34 ini adalah 
munculnya konsep nusyuz.Kata nusyuz secara harfiah berarti melawan, 
menentang, menyembunyikan.Implikasi dari kata ini adalah peralawanan 
terhadap suami. Imam Raghib menyatakan bahwa nusyuz berarti perlawanan 
terhadap suami dan melindungi laki-laki lain atau mengadakan 
perselingkuhan.35 Sedangkan Mahmud Ali al-Syarthawi memaknai nusyuz 
penyelewengan (maksiat) yang dilakukan oleh seorang isteri terhadap  
suaminya terkait dengan penggunaan harta yang diberikan oleh suami kepada 
isterinya karena hubungan pernikahan. Secara gramatikal, kata nusyuz 
diserivasi dari na-sya-za yang berarti tempat yang tinggi (al-makan al-
murtafi’) sehingga seorang isteri yang nusyuz berarti dia berlaku tinggi hati dan 
meninggalkan sifat loyal (taat) kepada suaminya.36 
Berkait dengan konsep nusyuz ini, al-Qur’an memberikan tiga alternatif 
yang diberikan kepada seorang suami yang mendapati isterinya nusyuz yaitu 
memberi nasihat, memisahkan tempat tidurnya dan memukulnya.Kata 
fadhribuhunna dalam surat al-Nisa’ ayat 34 dipahami sebagai legitimasi 
seorang suami untuk menggunakan haknya sebagai kepala keluarga untuk 
melakukan pemukulan ketika isterinya nusyuz. Padahal, kata dharaba 
maknanya tidak hanya memukul saja, tetapi juga bermakna ‘memberi contoh’ 
dan kata itu tidak sama dengan kata dharraba yang berarti memukul secara 
keras dan berulang-ulang. Dengan demikian, ayat itu harus dibaca sebagai 
larangan berprilaku kejam terhadap isteri. Pemaknaan semcam ini didasarkan 
pada argumentasi bahwa kata dharaba dipahami sebagai batasan, bukan 
sebagai perintah, yaitu dengan cara mneganalisis konteks histories dari ajaran 
tersebut. Pada masa ketika laki-laki tidak memerlukan izin untuk 
memperlakukan isterinya secara tidak patut, ayat tersebut tidak bisa dipahami 
sekedar sebagai pemberian izin, dalam konteks semacam itu ayat tersebut jelas 
sebagai pembatasan.Indikator yang bisa dilihat dari tesis ini adalah perintah 
35 Asghar Ali Engineer, Matinya. hal. 91. 
36 Mahmud Ali al-Syarthawi,  Syarah Qanun al-Ahwal al-Syakhshiyyah, (Aman 
Jordania: Daar al-Fikr, 1996) hal. 228. 
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pemukulan dilakukan sebagai solusi dan alternatif terakhir bukan alternatif satu 
atau kedua yaitu setelah dinasihati dan dipisahkan dari tempat tidur. 
Kalau mencermati makna lafad qawwam dan dharaba dengan tidak 
hanya berpegang pada bunyi teks saja tatapi juga  mempertimbangkan dimensi 
histories (asbabun nuzul) turunya ayat ini, di mana Nabi memerintahkan untuk 
mengishas suami yang memukul isterinya, maka perintah tersebut harus 
dipahami sebagai penegasan prinsip kesetaraan dalam Islam. Namun karena 
audiesnnya tidak mampu memikul bebab kesetaraan tersebut, maka turunlah 
ayat qawwamah tersebut.Akan tetapi pertanyaanya adalah apakah ayat tersebut 
mensyariatkan qawwamah ataukah sekedar mendeskripsikan realitas masa pra-
Islam? Dalam ananalsis Nasr Hamid Abu Zayd, ayat qawwamah bukanlah ayat 
tasyri’ karena ia hanya merupakan deskripsi atas realitas, sedangkan kelebihan 
yang Allah berikan kepada laki-laki merupakan persaksian atas realitas yang 
harus diubah demi mewujudkan kesetaraan yang fundamental.37 
Nabi Muhammad dalam menyampaikan misinya tidaklah berada pada 
suatu masyarakat yang vakum budaya dan oleh karenanya beliu tidak bisa 
mengabaikan konteks struktur social di mana misi Islam itu akan dibumikan. 
Pada waktu itu kedudukan perempuan benar-benar berada di bawah laki-
laki.Perempuan tidak memiliki peran produksi atau pertukaran komoditas 
dalam ekonomi Arab.Perekonomian Arab lebih tampak bersifat pertukaran 
komoditas daripada produksi. Kafilah harus melintasi padang pasir yang sangat 
tidak ramah untuk menambangkan komoditas sehingga bisa melakukan 
pertukaran komoditas dengan sentra-sentra kekaisaran Romawi yang kaya. 
Sulit kiranya bagi perempuan untuk memainkan peran yang berbahaya 
(melintasi gurun pasir) dan harus tetap mengurus anak-anak di rumah dan oleh 
karenanya mereka tidak bisa menjadi pelaku ekonomi yang aktif sehingga 
mereka mendapat derajat social yang rendah. Al-Qur’an mengakui satu tingkat 
kualitas superioritas ekonomi tertentu bagi laki-laki walaupun tidak 
37 Nasr Hamid Abu Zayd, Dekonstruksi Gender, Krtik Wacana Perempuan dalam Islam, 
alih bahasa Moh. Nur Ichwan ( Jogjakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga-McGill, 2003) hal. 191-
193. 
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mengurangi kualitas religius kaum perempuan.38 Status qawwam yang 
disandang laki-laki disebabkan oleh adanya tuntutan sosiologis yang pada 
akhirnya melahirkan peran gender yang kemudian oleh al-Qur’an dilegitimasi. 
Dengan demikian, jika struktur social berubah membalik peran gender, dengan 
logika yang sama, maka perempuan akan peran yang lebih tinggi dan 
marginalisasi peran publik perempuan menjadi tidak relevan.  
Memaknai kata  qawwam dan dharaba dengan hanya berpegang pada 
bunyi teks tanpa mempertibangkan dimensi lain di luar teks (konteks budaya, 
tradisi dan persepsi social) akan melahirkan pemahaman yang justeru menjadi 
legitimasi bagi praktek kekerasan oleh seorang suami atas isterinya atas nama 
agama dengan memposisikan dirinya sebagai pemimpin (qawwam) terhadap 
isterinya. Kalaupun ia melakukan kekerasan maka dengan mudah akan 
mengatakan bahwa apa yang ia lakukan adalah dalam kerangka menunaikan 
haknya sebagai pemimpin. 
3. Pemaknaan Konsep Bahwa Perempuan Harus Tinggal di Rumah. Proses 
perumahan perempuan dalam konteks relasi social di mana perempuan 
(isteri) hanya boleh mengambil peran-peran domestik biasanya mengacu 
pada al-Qur’an surat al-Ahzab ayat 33: 
 
 َةاَك َّزلا َنِیتاَءَو َةَلا َّصلا َنْمَِقأَو َىلُوْلأا ِةَِّیلِھاَجْلا َج َُّرَبت َنْج ََّرَبت َلاَو َّنُكِتُوُیب ِيف َنَْرقَو
اًریِھَْطت ْمُكَرِّھَُطیَو ِتَْیبْلا َلَْھأ َسْج ِّرلا ُمُكْنَع َبِھُْذِیل ُ َّالله ُدیُِری اَمَِّنإ َُھلوُسَرَو َ َّالله َنْعَِطأَو 
Artinya:”’…Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu 
berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang 
dahulu, dan dirikanlah sholat , tunaikanlah zakat dan taatilah Allah 
dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak 
menghilangkan dosa  dari kamu, hai ahl al-bait dan membersihkan 
kamu sebersih-bersihnya”. 
 
Kata waqarna dengan dibaca fathah pada huruf qaf berarti “menetaplah 
di dalam rumah kalian” dan dibaca waqirna dengan kasrah pada huruf qaf 
berarti “ hemdaklah kalian bersenang-senang dan tenang di rumah”. Jika dibaca 
dengan fathah huruf qaf-nya, maka dengan tegas perempuan diserukan untuk 
38 Ashgar Ali Engineer, Matinya. hal. 282-283. 
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menetap di dalam rumah, sedangkan kalau dibaca kasrah huruf qaf-nya, maka 
perempuan diserukan untuk bersenang-senang di dalam rumah.Kebanyakan 
ulama membaca dengan fathah qaf-nya dengan penekanan perempuan 
hendaknya menetap di dalam rumah.39 
Pemaknaan terhadap kata  waqarna yang diartikan sebagai 
domestifikasi peran perempuan seyogyanya tidak hanya dengan 
mempertimbangkan pemaknaan teks secara tersurat / dhahirul ayat tetapi juga 
harus dipertimbangkan system sosial masyarakat Arab yang mengharuskan 
perempuan memerankan peran seperti itu. Di samping itu juga khitab ayat ini 
lebih ditujukan pada isteri-isteri Nabi sebagai perempuan pilihan dan model 
bagi perempuan lain. Ayat ini berkait dengan tuntutan untuk menggunakan 
jilbab sebagai symbol identitas kaum muslimah yang berbeda dengan identitas 
perempuan jahiliyah dengan berbagai perhiasanya. 
Jika ditinjau dari sisi bangunan institusi legal-teologis Islam abad 
pertengahan memaknai surat al-Ahzab ayat 33 adalah diterapkan kepada 
seluruh wanita muslim. Para mufassir klasik memaknai tabarruj dengan tiga 
makna; 1) berlagak atau berjingkrak-jingkark; 2) bercumbu-cumbu, berlagak 
genit dan 3) berhias diri dengan menunjukan perhiasan dan memamerkan 
keindahan tubuh. Perintah al-Qur’an agar perempuan tinggal di rumah 
sesungguhnya berangkat dari semangat penyamaan antara kebaikan yang 
diperoleh laki-laki melalui perjuangan di jalan Allah (jihad) dengan kebaikan 
yang diperoleh perempuan yang tinggal di rumah mereka , kemudian 
mebersihkan diri dan menjadi kaki tangan syaitan yang menggrogoti 
masyarakat. Maka, kehidupan rumah tangga menjadi inti kesalihan social bagi 
perempuan. 
Menurut Mumtaz Ali sebagaimana dikutip oleh Asghar Ali Engineer, 
bahwa ayat ini secara khusus memberikan perintah larangan mempertontonkan 
kecantikan seperti pada masa jahiliyah dan permintaan untuk tidak keluar 
rumah hanyalah untuk mencegah mempertontonkan diri di tempat-tempat 
umum dan ini tidak berarti perempuan dilarang keluar rumah untuk melakukan 
39 Nasarudin Umar, Bias Jender. ha.l 21-23.  
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pekerjaan penting.Ayat ini hanya mencegah bepergian yang tidak terkendali, 
tidak mengenal rasa malu dan tidak hati-hati di hadapan umum.Pada masa Nabi 
perempuan berpartisipasi secara bebas dalam masalah-masalah perang, yang 
merupakan wilayah dominasi laki-laki.Dalam satu riwayat ketika perang 
Ukhud sebagaimana dijelaskan dalam Shahih Bukhari, bahwa banyak 
perempuan-perempuan termasuk ‘Aisyah dan beberapa isteri Nabi 
membawakan air untuk kaum laki-laki di medan perang. Fakta histories ini 
mengisaratkan bolehnya kaum perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam 
proses pergaulan social. 
Zainuddin al-Malibari dalam kitabnya Fathul Muin40 manyatakan 
bahwa seorang isteri diperbolehkan keluar rumah tanpa dicap sebgai nusyuz 
untuk hal-hal sebagai berikut: jika rumahnya akan roboh, jiwa atau hartanya 
terancam oleh penjahat atau pencuri, mengurus hak-haknya di pengadilan 
belajar ilmu-ilmu fardhu ‘ain atau untuk keperluan istifta (minta fatwa) karena 
suaminya bodoh atau untuk mencari nafkah sperti berdagang atau mencari 
sedeqah pada orang lain atau bekerja selama suaminya tidak bisa 
menafkahinya.Bahkan untuk kondisi tertentu ia wajib bekerja. Misalnya karena 
kewajiban menanggung biaya hidupnya sendiri beserta keluarganya karena 
tidak ada lagi orang yang membiayainya atau menafkahinya. 
3.Membangun Keluarga Harmoni 
Membangun fondasi kehidupan rumah tangga yang berkeadilan dan 
bermartabat secara tidak langsung merupakan sebuah upaya untuk 
memberdayakan dan mengelola seluruh potensi keluarga untuk kesejahteraan 
keluarga yang bersangkutan.Sikap pengabaian hak-hak kemanusiaan anggota 
keluarga berarti menutup ruang bagi anggota keluarga untuk mengeksplorasi 
potensi yang dimilkinya dan itu berarti merugikan bagi perkembangan 
keluarga yang bersangkutan.Dengan demikian, kalau penegakan berbagai 
prinsip kehidupan keluarga sebagai sebuah prasyarat bagi terciptanya 
40KH. Hussein Muhammad, Fiqh Perempuan Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan 
Gender, (Yogyakarta: LkiS-Rahima, 2002) hal. 12129.. 
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kemaslahatan sebuah keluarga, maka upaya kearah penciptaan kondisi seperti 
itu menjadi wajib adanya. 
Berdasarkan kajian terhadap al-Qur’an dan sunah Nabi Muhammad, 
Khoiruddin Nasution41 menyimpulkan lima prinsip perkawinan: 
a. Prinsip Musyawarah dan Demokrasi 
Prinsip musyawarah dan demokrasi dalam kehidupan rumah tangga 
berarti segala aspek kehidupan dalam rumah tangga harus diputuskan dan 
diselesaikan berdasarkan hasil musyawarah minimal antara suami dan isteri. 
Lebih dari itu, kalau dibutuhkan juga melibatkan seluruh anggota keluarga 
yakni suami, isteri dan anak. Sedangkan yang dimaksud demikratis adalah 
antara suami dan isteri haruslah terbuka untuk menerima pandangan dan 
pendapat pasanganya. Demikian juga antara orang tua dan anak harus 
menciptakan suasana yang saling menghargai dan menerima pandangan dan 
pendapat anggota keluarga lain. 
Prinsip musyawarah dalam hubungan keluarga ini minimal 
ditunjukan oleh firman Allah pada surat at-Talaq ayat 6. 
 ٍفوُرْعَِمب ْمَُكنَْیب اوُرَِمتْأَو 
Artinya: dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan 
baik…. 
Ayat ini secara khusus membeicarakan tentang hak isteri yang 
ditalak, yakni untuk menyediakan tempat tinggal, memberikan nafkah bagi 
isteri hamil yang dicerai dan hak susuan bagi anak. Maka secara khusus ayat 
ini membicarakan hal ini agar diselesaikan dengan musyawarah, dan oleh 
karenanya bisa dijadikan dasar bagi prinsip musyawarah dalam keluarga. 
Ayat lain yang bisa dijadikan dasar bagi prinsip msuyawarah dalam 
keluarga adalah al-Qur’an surat an-Nisa ayat 19. 
 ِفوُرْعَمْلِاب َّنُھوُرِشاَعَو 
Artinya: Saling bergaulah sesama pasangan dengan baik. 
41 Khoiruddin Nasution, Islam tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan) 
(Jogjakarta : ACAdeMIA+TAZZAFA, 2004) hal. 52-64. 
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Realisasi lebih jauh dari sikap musyawarah, demokratis dan dialog 
dapat dikelompokan kepada: (1) musyawarah dalam memutuskan masalah-
masalah yang berhubungan dengan reproduksi, jumlah anak, dan pendidikan 
anak; (2) musyawarah dalam menentukan tempat tinggal (rumah); (3) 
musyawarah dalam memutuskan masalah-masalah yang dihadapi dalam rumah 
tangga; dan (4) musyawarah dalam pembagian tugas-tugas rumah tangga. 
Mu’asyarah berasal dari kata usyrah, yang secara literal berarti 
keluarga, kerabat, teman dekat (baca al-Qur’an, QS. an-Nisa’ 4/19, at-Taubah 
9/24, al-Hajj 23/13, asy-Syu’ara’ 26/14 dan al-Mujadalah 58/22). Kata 
mu’asyarah dalam bahasa Arab dibentuk berdasarkan sighat musyarakah 
bainaal-istnain, kebersamaan di antara dua pihak. Dari sini, orang seriing 
mengartikan mu’asyarah dengan bergaul, atau pergaulan, karena di dalamnya 
mengandung kebersamaan dan kebertemanan. Jadi, ada dua pihak yang 
menjadi teman bagi yang lainya. Sedangkan al-ma’ruf berakar dari kata ‘urf 
berarti adat, kebiasaan, atau budaya yaitu sesuatu yang sudah dikenal baik oleh 
masyarakat.  Dengan demikian ma’ruf adalah tradisi atau kebiasaan   dan 
norma yang baik yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan ukuran baik 
adalah dilihat dari ajaran agama, akal pikiran, maupun naluri kemanusiaan. 
Dengan demikian, makna mu’asyarah bi al-ma’ruf adalah suatu 
pergaulan atau pertemanan, persahabatan atau hubungan kekeluargaan yang 
dibangun secara bersama-sama dengan cara yang baik yang seuai dengan 
tradisi dan situasi masyarakatnya masing-masing, taetapi tidak bertentangan 
dengan norma-norma agama, akal sehat, maupun fitrah manusia.42 Atas prinsip 
mu’asyarah bi al-ma’ruf ini, maka relasi suami isteri dalam konteks 
pengambilan keputusan keluarga haruslah diambil secara bersama-sama 
dengan kedudukan yang seimbang dan setara. 
 
b. Prinsip Menciptakan Rasa Aman dan Tentram dalam Keluarga 
42KH. Husein Muhammad, Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan 
Gender( Jogjakarta: LKiS, 2002) hal. 106-107.  
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Prinsip Menciptakan Rasa Aman dan Tentram dalam Keluarga berarti 
kehidupan rumah tangga harus tercipta suasana merasa saling kasih, saling 
asih, saling cinta, saling melindungi dan saling sayang dan setiap anggota 
kelaurga berkewajiban untuk menciptakan prinsip ini.Dengan adanya 
keseimbangan antara kewajiban dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang 
aman, nyaman dan tentram, diharpkan semua anggota keluarga saling 
merindukan satu dengan lainya. Sehingga pada giliranya rumah menjadi 
tempat yang nyaman bagi anggota keluarga. 
Rasa aman dan tentram bagi anggota keluarga adalah aman dan 
tentram secara kejiwaan (psikis) maupun jasmani (fisik). Dengan prinsip ini 
maka rumah ibarat surga bagi seluruh anggota keluarga dan anggota kelaurga 
tersebut tidak akan mencari keamanan dan ketentraman di luar rumah 
tangganya. Prinsip kenyaman dan ketentraman kehidupan rumah tangga ini 
didasarkan pada ketentuan al-Qur’an surat ar-Rum ayat 21 yaitu terciptanya 
keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. 
 
c. Prinsip Menghindari Adanya Kekerasan 
Maksud dari prinsip menghindari adanya kekerasan (violence) baik 
kekerasan fisik maupun psikis adalah jangan sampai ada pihak dalam 
kehidupan rumah tangga yang merasa berhak memukul atau melakukan 
tindakan kekerasan dalam bentuk apapun dengan dalih atau alasan apapun, 
termasuk alasan agama, baik kepada atau antar pasangan (suami-isteri) atau 
antara pasangan dengan anak. Prinsip ini pada dasarnya berkaitan dengan 
prinsip berusaha untuk menciptakan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan 
keluarga, sebagaimana dijelaskan sebelumnya khsusnya mengacu pada al-
Qur’an suarat an-Nisa’ ayat 19. 
d. Prinsip Hubungan Suami dan Isteri Sebagai Hubungan Patner. 
Prinsip suami dan isteri adalah pasangan yang mempunyai hubungan 
bermitra, patner dan sejajar (equal). Dasar bagi perumusan prinsip ini adalah 
ketentuan al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 187: 
 َّنَُھل ٌسَابِل ُْمتَْنأَو ْمَُكل ٌسَابِل َّنُھ 
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Artinya: Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi 
mereka. 
Ayat kedua adalah dalam al-Baqarah ayat 228 : 
 ٌمیِكَح ٌزیِزَع ُ َّاللهَو ٌةَجَرَد َّنِھَْیلَع ِلاَج ِّرِللَو ِفوُرْعَمْلِاب َّنِھَْیلَع يِذَّلا ُلْثِم َّنَُھلَو 
Artinya: Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 
kewajibanya menurut cara yang ma’ruf. Dan laki-laki 
mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan 
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.  
 
Ayat ketiga adalah surat al-Nisa’ ayat 32: 
 
 َنْبََستْكا ا َّمِم ٌبیَِصن ِءاَسِّنِللَو اُوبََستْكا ا َّمِم ٌبیَِصن ِلاَج ِّرِلل 
Artinya : Bagi orang laki-laki terdapat bagian dari apa yang mereka 
usahakan dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka 
usahakan… 
 
e. Prinsip Keadilan 
Prinsip keadilan berarti menempatkan sesuatu pada posisi yang 
semestinya (proporsional). Jabaran dari prinsip keadilan di sini antara lain 
bahwa kalau ada di antara pasangan atau anggota keluarga (anak-anak) yang 
mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri harus didukung tanpa 
memandang dan membedakan berdasarkan jenis kelamin. Dengan prinsip 
keadilan ini, maka masing-masing anggota keluarga sadar bahwa dirinya 
adalah bagian dari keluarga dengan hak dan kewajiban serta tugas dan fungsi 
yang berbeda untuk secara bersama-sama dilaksanakan secara konsekuen dan 
proporsional. 
Setelah sepasang suami isteri menandatangani kontrak sosial (mitsaqan 
ghalidhan), etika atau tata pergaulan antara suami-isteri otomatis berubah. 
Suami isteri diikat oleh hak dan kewajiban tertentu yang berbeda dengan 
sebelumnya yaitu kesadaran bahwa mereka tidak lagi hidup sendirian 
sehingga tidak boleh seenaknya untuk meninggalkan pasanganya tanpa jelas 
ke mana mau pergi, acara apa, sampai kapan, jam berapa pulang begitu 
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seterusnya. Semua itu dilakukan bukan berarti membatasi kebebasan 
seseorang yang telah menjadi suami-isteri, tetapi semata-mata untuk menjaga 
hubungan yang harmonis dan komunikatif. Relasi suami-isteri bukanlah 
relasi kepemilikan ataupun relasi ‘atasan’ dengan ‘bawahan’. Kedua 
pasangan suami isteri adalah pribadi yang utuh yang memiliki relasi 
seimbang, sejajar dalam menunaikan hak dan kewajiban.43 
Ketentuan normatif yang menjadi dasar perumusan prinsip keadilan ini 
mengacu pada dasar al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 58 : 
 َِھلَْھأ َىِلإ ِتَاناََمْلأا او ُّدَُؤت َْنأ ْمُكُرُْمَأی َ َّالله َّنِإ 
 ِلْدَعْلِاب اوُمُكَْحت َْنأ ِساَّنلا َنَْیب ُْمتْمَكَح اَذِإَو  
Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 
dengan adil. 
Dalam kaitan dengan implementasi bagi model idial relasi suami isteri 
dalam kehidupan keluarga, Rasulullah SAW sang pemberi tauladan dan 
panutan (uswatuna wa qudwatuna) telah memberikan contoh konkrit 
sebagaimana terekam dalam sebuah hadis : 
 يف عنصی    ملسو ھیلع الله ىلص  يبنلا ناك ام ةشئاع تلأس مث لاق دوسلأا نع
 ىلإ جرخ ةلاصلا لامع اذإف ھلھأ ةمحر ينعت ھلھأ ةنھم يف نوكی ناك تلاق  ھتیب
ةلاصلا 
Artinya : Dari al-Aswad berkata  Saya bertanya kepada ‘Aisyah r.a   apa 
yang dilakukan Nabi di rumahnya ? , ‘Aisyah menjawab "  Beliu 
berada dalam tugas keluarganya (isterinya) -yakni membantu 
pekerjaan isterinya- sampai ketika tiba waktu shalat beliu keluar 
untuk shalat "44 
 
Dalam hadis riwayat Ahmad, ‘Aisyah merinci pekerjaan Nabi ketika di 
rumah. Beliu menjahit baju dan sandal, memerah susu kambing, melayani 
dirinya sendiri, serta melakukan pekerjaan rumah yang umumnya dilakukan 
oleh pria. Riwayat ini memberikan bukti nyata bahwa Rasulullah seorang 
43 H.M. Amin Abdullah, Menuju Keluarga Bahagia, ( Jogjakarta : PSW IAIN Sunan 
Kalijaga-McGill –ICIHEP, 2002), hal. 8-9. 
44Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Juz I, hal. 239. 
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pemimpin besar, tidak ragu menjalankan tugas-tugas domestik yang sering 
dilekatkan sebagai pekerjaan perempuan.45 
Berkaitan dengan membangun pola relasi suami isteri yang setara dan 
saling pengertian, Rasulullah memberi  kriteria seorang suami yang ideal 
yaitu seorang suami yang bersikap baik terhadap isteri dan keluarganya, 
seperti dijelaskan dalam hadis berikut : 
 انأو ھلھلأ مكریخ مكریخ مث لاق  ملسو ھیلع الله ىلص  يبنلا نع سابع نب نع
يلھلأ مكریخ 
Artinya : Dari Ibnu Abbas ra., Rasulullah SAW bersabda : Sebaik-baik 
kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku 
adalah sebaik-baik kalian terhadap keluargaku  46  
 
Dengan berpegang pada prinsip hubungan kekelurgaan di atas, maka 
jelaslah bahwa pola relasi yang idial antara suami dan isteri adalah setara 
dengan tugas dan fungsi yang mungkin berbeda. Pemilihan peran dan fungsi 
oleh seluruh anggota keluarga haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip di 
atas. Pola relasi yang tidak seimbang di antara anggota keluarga 
memungkinkan terjadinya berbagai tindak kekerasan baik fisik maupun 
psikis baik dalam bentuk marjinalisasi, subordinasi maupun kekerasan yang 
mungkin saja dijustifikasi oleh penafsiran agama ataupun keyakinan kultural. 
Lahirnya berbagai kekerasan dalam keluarga antara lain disebabkan oleh 
adanya pola relasi kekuasaan yang timpang yang mengandaikan pola relasi 
struktural dan atas bawah yaitu relasi antara penguasa dan yang dikuasai. 
Dalam kaitannya upaya membangun keluarga yang harmonis dan 
diliputi kasih sayang menuju keluarga yang berkeadilan dan bermartabat, 
terdapat tiga (3) kata kunci yang harus dipegangi dalam a long life strugle 
kehidupan berkeluarga ; yaitu Mawaddah, Rahmah dan Sakinah. 
a. Mawaddah (to love each other), saling mencintai/menyayangi antara satu 
dengan lainya. Mawaddah bukanlah sekedar cinta terhadap lawan jenis 
45 Badriyah Fayumi, ‘Islam dan Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan’ dalam 
Amirudin Arani (Ed), Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan.(Jogjakarta: LkiS, 2002) 
hal. 107-108. 
46 Imam Ibnu Majah, Sunan Ibn Majah, Juz I, bab khusnu mu’asyaratun nisa’, hal, 636. 
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dengan keinginan selalu ingin berdekatan dengan cinta penuh gelora dan 
menjadikanya terlena dan layu sebelum berkembang, karena melampaui 
batas kewajaran yang ditentukan oleh agama. Mawaddah adalah saling 
mencintai dengan cinta plus, karena cintanya penuh dengan kelapangan 
terhadap keburukan dan kekurangan orang yang dicintainya. Di sini 
diperlukan kemampuan pendekatan psikologis dan management konflik 
yang tinggi, seperti proses adaptasi, kompromi-kompromi dan belajar 
menahan diri. 
b. Rahmah (relieve from suffering through symphaty, to show human 
understanding from one another, love and respect one another), saling 
simpati, menghormati dan menghargai antara yang satu dengan lainya. 
Sikap Rahmah ini termanifestasikan dalam bentuk perasaan saling 
simpati, menghormati dan saling mengagumi antara kedua belah pihak 
sehingga akan muncul kesadaran saling memilki dan keinginan untuk 
melakukan yang terbaik bagi pasangannya sebagaimana dirinya ingin 
diperlakukan. 
c. Sakinah (to be or become tranquil, peaceful, God-inspired peace and 
mind), kedamaian dan ketentraman. Sakinah merupakan kesadaran 
perlunya kedamaian, ketentraman, keharmonisan, kejujuran dan 
keterbukaan yang diinspirasikan dan berlandaskan pada spiritualitas 
ketuhanan. Ujung-ujungnya spiritualitas Ketuhanan yang Maha Lembut, 
yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang perlu dijadikan sumber ilham 
dan isnpirasi yang agung untuk menempuh hidup baru yang dicita-
citakan.47 
Keterpaduan tiga sikap esensial (mawaddah, rahmah dan sakinah) 
dalam kehidupan keluarga merupakan salah satu kunci sukses keberhasilan 
membina keluarga. Dengan berpegang pada tiga prinsip hidup di atas, maka 
pola relasi suami-isteri menjadi seimbang, sejajar dengan penuh kesadaran 
akan pemenuhan hak dan kewajibanya secara konsekuen. Bangunan rumah 
tangga yang seperti ini pada akhirnya akan memunculkan generasi baru  
47 H.M. Amin Abdullah, Menuju. hal.18-24.  
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(rijalan katsira wa nisa’an) yang sehat yaitu  pribadi manusia yang juga 
mampu memahami, menghormati dan menghargai orang lain serta mempunyai 
komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai religiusitas dan moralitas yang tinggi. 
Kehidupan keluarga merupakan miniatur kecil dari potret kehidupan 
bangsa pada umumnya, sehingga melihat potret kehidupan sebuah bangsa bisa 
dilihat dari kehidupan unit terkecil dari masyarakatnya yaitu kehidupan rumah 
tangga.Dengan demikian membangun karakter dan moralitas bangsa harusnya 
dimulai dari kehidupan rumah tangga sebagai unit terkecil dari masyarakat 
bangsa pada umumnya. 
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BAB IV 
ARGUMEN YURIDIS-FILOSOFIS KEADILAN GENDER DALAM 
HUKUM WARIS ISLAM  
PERSPEKTIF MUHAMAD SHAHRUR DAN NASR HAMID ABU ZAID 
 
A. Hukum Waris Adil Gender Perspektif Muhammad Shahrur 
1. Biografi Dan Karya Intelektual Shahrur 
Muhammad Syahrur merupakan putra dari Daib dan Shiddiqah.Nama 
asli Muhammad Syahrur adalah Muhammad Syahrur al Dayyub.Muhammad 
Syahrur lahir di daerah Damaskus pada tahun 1938 M. yaitu tepatnya pada 
tanggal 11 April 1938 M. di perempatan Shalikiyah, Damaskus, 
Syiria.Muhammad Syahrur mempunyai lima orang anak dari buah 
pernikahannya dengan Azizah. Kelima anak Muhammad Syahrur yaitu Tariq, 
Lays, Rima, Basil, dan Masun. Muhammad Syahrur memulai studinya di 
sekolah ibtida’iyyah i’dadiyah dan tsanawiyah pada lembaga pendidikan 
Abdul Rahman al Kawakib, di pinggiran kota sebelah selatan kota Damaskus 
(1957),menamatkan sarjananya di tehnik sipil di Moskow, Uni Soviet pada 
tahun 1964. Pada tahun 1965, Syahrur menjadi dosen dan mengajar di 
Universitas Damaskus.Tahun 1969 Ia mendapatkan beasiswa untuk 
melanjutkan studinya Imperial College, Dublin, hingga meraih gelar Master of 
Science. Pada tahun 1972, ia meraih gelar doktornya (Ph.D) dalam spesialisasi 
mekanika pertanahan dan fondasi.1 
Sebagaimana negara TimurTengah lainnya, Syria juga menghadapi 
persoalan yang ditimbulkan oleh modernitas barat.Hal ini disebabkan karena 
Syria pernah dijajah oleh Perancis dan pada waktu berada di bawah 
pemerintahan Turki Usmani ini Syria mendapat pengaruh gerakan modernisasi 
Turki. Akhirnya, muncullah tokoh yang mengadakan reformasi keagamaan di 
1Yassirly Amrona Rosyada, “ Rekonstruksi Pemikiran Muhammad Syharur Tentang 
Keadilan Dalam Poligami”  Tesis Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2016, hal. 3. Lihat pula, Ulfatmi, “Gender Dalam Perspektif Pemikiran Pembaharuan M. Syahrur 
“, Jurnal Ilmiah Kajian Gender, hal. 46 
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Syiria, seperti Jamal al-Din al-Qasaimi antara tahun 1866-1914 dan Tahir al-
Jaza‘iri tahun 1852-1920. 
Selain itu, ide pembaruan Syiria juga terkait dengan pemikiran Arab 
Islam secara umum.Pemikiran Arab Islam kontemporer ditandai dengan 
adanya kesadaran baru dalam menilai diri pribadi kemudian memunculkan 
kritik terhadapnya.Kesadaran ini bagi para pemikir Arab kontemporer juga 
didorong oleh upaya memberi jawaban dalam menghadapi tantangan 
modernitas dan tuntutan tradisi (turas|).Para pemikir Arab kontemporer seperti 
Hasan Hanafi, Muhammad Arkoun, dan M. Abid al-Jabiri.mereka semua 
adalah tokoh dalam merumuskan jawaban tersebut. 
Dalam mengkaji dan mengembangan wawasan ilmu-ilmu keislamanya, 
Syharur belajar secara otodidak. Hal ini menyebabkan corak dan 
pengmebaraan intelektualnya sangat kaya dan multiperspektif.Karis dia sebagai 
dosen bersamaan dengan masa pencarian jati diri masyarakat Syiria setelah 
sekian lama  berada dalam cengkraman penjajah Prancis. Bahkan pencarian 
jatidiri ini juga dilakukan oleh masyarakat lain di Timur Tengah. Pendudukan 
Barat atas Timur Tengah menuntut sebuah pembahruan identitas komunal dan 
politik dunia Arab untuk melawannya. 
Secara umum pencarian identitas itu berpangkal pada tiga aliran 
pemikiran. Pertama, pemikiran yang berbasis pada dasar kewilayahan 
(regionalism) yang pada akhirnya menghasilkan konsep nasionalisme 
regional.Kedua, pemikiran yang berbasis pada identitas Arab 
(Arabisme).Ketiga, pemikiran yang berbasis pada Islam.2 
Latar belakang konstruksi pemikiran Syahrur dibangun dalam dua pokok 
pikiran: pertama, pandangannya terhadap realitas masyarakat kontemporer, 
kedua, pandangannya terhadap tradisi ulama terdahulu (turas|).  Paling tidak 
ada beberapa  faktor yang melatarbelakangi dan membentuk carapandang dan 
kerangka berfikir  Syharur, Pertama, tidak adanya metode yang baku dalam 
menafsirkan teks keagaman Quran dan Hadis melahirkan polarisasi 
2 Muhyar Fanani, Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern( Yogyakarta: 
LKiS, 2010), hal. 32-33. 
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pemahaman / tafsir keagamaaan. Kedua, adanya kecenderungan masyarakat 
muslim untuk merujuk khazanah klasik secara literalis tanpa 
mempertimbangkan dimensi historisitas, lokalitas dan setting sosiokultural 
masyarakat yang ada kemudian mendialogkan dnegan realitas kekinian. 
Posisi pemikiran Syahrur dalam konstelasi lalu lintas dan perdebatan tafsir 
keagamaan adalah pada posisi tengah antara kutub literalis dan kontekstualis-
sekularis yaitu Syahrur menyerukan kembali kepada al-Tanzil teks asli yang 
diwahyukan Allah swt kepada Nabi Muhammad saw dalam paradigma 
pemahaman yang baru. Syahrur menyerukan pemahaman al-Quran dengan 
prinsip “perlakukanlah al-Quran seolah-olah nabi Muhammad saw meninggal 
kemarin.Pemahaman tersebut meniscayakan umat Islam untuk memahami al-
Quran sesuai dengankonteks ruang dan waktu mereka hidup dan tidak terjebak 
dalam produk pemikiran masa lalu.Dalam akhirnya hasil interpretasi generasi 
awal tidaklah mengikat bagi generasi masa kini.Bahkan menurutnya generasi 
sekarang memiliki perangkat pengetahuan yang lebih baik untuk memahami al-
Quran dari pada generasi awal. 
Dalam bidang keislaman, Syharur belajar secara otodidak. Ia tidak 
memiliki pengalaman pelatihan resmi  atau memperoleh sertifikat dalam ilmu-
ilmu keislaman. Faktor inilah yang sering menjadi titik serang musuh-
musuhnya bahwa Syahrur tidak memiliki otoritas akademik dalam bidang ilmu 
keislaman. Oleh karena itu, cara Syahrur menyosialisasikan gagasan-gagasanya 
ataupun melakukan pembelaan dirinya adalah dengan cara menulis buku. 
Tuduhan meluncur dari para tokoh muslim (ulama / syaikh) dengan 
memberikan label kafir, murtad, setan, komunis ataupun pencipta agama baru.3 
Gagasan pembahruan pemikiran yang diusung Shahrur bertumpu pada 
pendekatan ilmiah historis dengan fokus pada studi linguistik.Menuurtnya, 
tatabahasa mengalami dinamisasi spenajang perjalanan sejarah manusia. Di 
samping pendekatan linguistik, Shahrur juga menggunakan pendekatan 
hemeneutika dengan memaknai teks dengan mendasarkan pada banyak 
3Ibid, hal. 34-35 
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variable pendukung makna teks seperti dunia penulis teks, pembaca teks dan 
konteks historis dimana teka akan dipahami.4 
 
2. Fase-fase Pemikiran Muhammad Syahrur 
 Konstruksi pemikiran sesorang menggambarkan banyak variable yang 
menjadi factor determinan dalam mempengaruhi kerangka dan cara pandang 
seseorang. Oleh karena itu, perkembangan pemikiran Muhammad Shahrur juga 
menggambarkan dinamika kesejarahan hidup beliu yang dapat dilihat dari 
perkembangan pemikiran dalam kurun tertentu. Berikut ini gambaran dinamika 
pemikiran Muhammad Shahrur dari satu fase ke fase lainya, sebagai berikut :5 
1. Fase Pertama yaitu antara tahun 1970-1980 
Fase ini diawali ketika Syahrur mengambil jenjang magister dan doctor 
dalam bidang teknik sipil di Universitas Nasional Irlandia, Dublin. Fase ini adalah 
fase kontemplasi dan peletakan dasar pemahamannya sert istilah-istilah dasar 
dalam al-Quran sebagai al-Z}ikr(format bahasa dalam alkitab secara keseluruhan, 
dapat disuarakan dan mengandung nilai ibadah ketika dibaca meski tidak 
memahami kandungannya, dan format bahasa ini bersifat baru atau muh}das|ah). 
Dalam fase ini, dia belum membuahkan hasil pemikiran terhadap az-Z}ikr, hal ini 
disebabkan karena pengaruh pemikiranpemikiran taklid yang diwariskan dan ada 
dalam khazanah karya Islam lama dan modern.  
Di samping condong pada Islam sebagai Ideologi (aqidah) baik dalam 
bentuk kalam maupun fiqh mazhab.Selain itu dipengaruhi pula oleh kondisi sosial 
yang melingkupi saat itu.Dalam kurun waktu sepuluh tahun tersebut Syahrur 
mendapati beberapa hal yang selama ini dianggap sebagai dasar Islam. Namun 
ternyata bukan karena ia tidak mampu untuk menampilkan pandangan Islam yang 
murni dalam menghadapi dan menjawab tantangan Abad kedua puluh. 
2. Fase Kedua pada tahun 1980-1986 
4Qaem Aulassyahied, “Studi Kritis Konsep Sunnah Muhammad Syharur”, Jurnal 
KALIMAH Vol. 13 Nomor 1 Tahun 2015, hal. 132-133. 
5 Muhammad Syhahrur, Islam dan Iman : Rekonstruksi Epistemologis Rukun Islam dan 
Rukun Iman, alih bahasa M. Zaid Su’udi (Yogyakarta: IRCiSod, 2015), hal. 5-7. 
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Pada tahun 1980, Syahrur bertemu dengan teman lamanya yaitu Dr.Ja‘far 
Dikk Al Bab dimana dia mendalami studi ilmu bahasa di Uni Soviet antara tahun 
1958-1964 pada kesempatan itu, Syahrur menyampaikan perhatian besarnya 
terhadap studi bahasa dan pemahaman terhadap al-Quran.Kemudian Syahrur 
menyampaikan pemikiran dan disertasinya di bidang bahasa yang disampaikan di 
Universitas Moskow pada tahun 1973, topic disertasinya adalah tentang 
"Pandangan Linguistik Abdul Kadir al-Jurjani dan Posisinya sebagai Linguistik 
Umum". Lewat Ja‘far, Syahrur belajar banyak tentang linguistik temasuk filologi, 
serta mulai mengenal pandangan al-Farra', Abu Ali al-Farisi serta muridnya yaitu 
al-Jinni dan al-Jurhani. Sejak saat itu Syahrur berpendapat bahwa sebuah kata 
memiliki satu makna, dan Bahasa Arab merupakan bahasa yang di dalamnya tidak 
terdapat sinonim selain itu antara Nahwu dan Balagah tidak dapat dipisahkan, 
sehingga menurutnya selama ini ada kesalahan pengajaran Bahasa Arab 
diberbagai Madrasah danUniversitas. 
Sejak saat itu, Syahrur mulai menganalisis ayat-ayat al-Quran dengan 
model baru. Pada tahun 1984 ia menulis pokok-pokok pikirannya bersama Dr. 
Ja'far Dikk al Bab yang digali dari al-Kitab (kumpulan berbagai macam obyek 
atau tema yang diwahyukan oleh Allah swt kepada Nabi Muhammad saw berupa 
teks beserta kandungan maknanya yang secara tekstual terdiri dari keseluruhan 
ayat yang tersusun dalam mush}af mulai dari Surat al-Fatih}ah sampai Surat an-
Na>s). 
3. Fase ketiga 1986-1990 
Fase ini merupakan tahap penyelesaian dan pengelompokan berbagai 
kajian yang terpisah-pisah menjadi satu tema utuh dan pada akhir tahun 1987 
Syahrur merampungkan Bab 1 yang merupakan masalah-masalah sulit dari al- 
Kitab Wa al-Quran dan bab-bab selanjutnya diselesaikan sampai pada tahun 1990. 
Dalam mengkonstruk metodologinya, Syahrur memulai langkah awalnya 
dengan pendekatan penidakbiasaan (demafiliarisasi) terhadap model bacaan 
teksteks al-Qur'an ulama klasik. Istilah penidakbiasaan ini menggambarkan 
sebuah proses yang didalamnya, bahasa digunakan dengan satu cara yang menarik 
perhatian dan secara langsung dipandang sebagai suatu cara yang tidak umum, 
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sesuatu yang mengesampingkan (otomisasi). Defamiliarisasi itu sendiri adalah 
strategi bawah tanah untuk menggambarkan sebuah obyek sastra seakan-akan 
seseorang  melihatnya untuk pertama kali.  Tujuan dari demafiliarisasi ini adalah 
untuk melawan pembiasaan (habitualization) cara baca konvensional terhadap 
sebuah seni sastra, sehingga obyek yang sebelumnya sudah sangat dikenal 
menjadi obyek yang tidak dikenal dan berada di luar dugaan pembaca. Oleh sebab 
itu, Syahrur mencoba melepaskan diri dari semua yang dapat menimbulkan 
kesalahan penafsiran dengan menggunakan metode semantik. Syahrur dalam 
mengkonstruk metodologinya berdasarkan pada ayat al-Quran dalam suratal-
Muzammil ayat 4, yang berbunyi: 
لایترت نآرقلا لترو ِھَْیلَع ْدِز َْوأ 
Dan bacalah al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. 
Mayoritas Ulama' tafsir menafsirkan ayat tersebut dengan 
"membaca"(tilawah), namun hal tersebut tidak berlaku bagi Syahrur. Syahrur 
berpendapatlafadz tersebut diambil dari akar al-Ratl yang dalam bahasa Arab 
berarti "barisanpada urutan tertentu" atas dasar ini, kata tartil diartikan dengan 
mengambil ayatayatyang berkaitan dengan satu topik tertentu dan 
mengurutkannya di belakangsebagian yang lain. Hal ini juga didukung dengan 
kelanjutan ayat tersebut (al-Muzammil, ayat: 5) 
لیَِقث ًلاَْوق كَْیلَع ِيقُْلنَس اَّنإا  
Artinya: Sesungguhnya Kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. 
Kedua ayat tersebut yang dijadikan justifikasi terhadap metode 
tematikoleh Syahrur.19 Sehingga metodologi Muhammad Syahrur dapat 
dikategorikansebagai tafsir tematik (maud}ui),20 dan termasuk tafsir dengan akal 
(bi al-ra'yi)yaitu suatu cara tafsir dengan menggunakan analisis bahasa, kebiasaan 
Arab,pengetahuan bahasa sehari dan ilmu pengetahuan lain yang dibutuhkan 
dalammenafsirkan al-Qur'an. Dalam metodologi tafsirannya, Syahrur 
menggunakan pendekatansemantik dengan analisis pragmatis dan sintaksis setelah 
melakukan teknik"intratektualitas" terlebih dahulu. Analisis pragmatis yang 
dimaksud ialah suatuanalisis pencarian dan pemahaman terhadap sebuah konsep 
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(makna) suatu symbol(kata) dengan cara mengaitkannya dengan konsep-konsep 
dari symbol-simbol lain yang mendekati dan berlawanan. Karena menurutnya kata 
itu tidak memilikisinonim. 
Setiap Kata itu memiliki kekhususan makna, atau bahkan memiliki 
lebihdari satu makna.Untuk itulah, dalam menentukan makna yang tepat perlu 
dilihat konteks dan hubungannya dengan kata-kata disekelilingnya.Dalam hal 
ini,Syahrur sepakat dengan Ibnu Faris yang berpendapat bahwa didalam bahasa 
Arabtidak terdapat sinonim (muradif).Setiap kata mempunyai kekhususan 
(maziyyah)makna.Salah satu faktor yang biasa menentukan makna yang lebih 
tepat daripotensi-potensi makna yang ada adalah konteks logis dalam suatu teks 
dimanakata disebutkan.Inilah kemudian dikenal dengan analisis sintagmatis. 
Dengankata lain, setiap kata dipengaruhi oleh hubungannya secara linier dengan 
kata-katadisekelilingnya. 
Secara sederhana karakter umum aliran linguistik Ibn Faris 
dapatdisimpulkan sebagai berikut: pertama, bahasa pada dasarnya adalah 
sebuahsistem. Kedua, bahasa merupakan fenomena sosial dalam struktur nya 
terkaitdengan fungsi transmisi yang melekat pada bahasa tersebut.Ketiga, 
adanyakesesuaian antara bahasa dan pemikiran.Konsekuensi metodologi Syahrur 
diatas, berpengaruh pada pemikiranpemikirannyatentang istilah-istilah dalam al-
Qur'an yang dianggap sudah mapan. 
Diantara epistemologi Syahrur yang mengundang perhatian di kalangan 
sarjana hukum Islam adalah teori h}udu>d. Teori h}udu>d merupakan konsep 
yang dianggap paling penting oleh Syahrur karena teori ini dianggap mampu 
menjawab tantangan zaman. Mainsterm dasar yang digunakan Syahrur dalam 
teori h}udu>d adalah karena al-Islam salih li kulli zaman wa makan. Ia melihat 
bahwa risalah nabi tidak dipahami secara benar sehingga bersifat tertutup. Hasil 
pelacakan Syahrur menemukan bahwa pemahaman keislaman selama ini 
melupakan dua kata kunci, yaitu al-Istiqamah dan al-H}anifiyah. Berdasar pada 
analisis linguistik, ia menjelaskan bahwa kata al-h{anif musthaqq dari h{anafa 
yang berarti bengkok atau melengkung. Sedangkan kata al-Istiqamah musthaqq 
dari qawm yang memiliki dua arti, yaitu kumpulan manusia laki-laki dan berdiri 
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tegak (al-intisab), lurus atau kuat (al-azm). Kedua sifat itu merupakan sifat 
kontraproduktif sehingga akan memunculkan gerak dialektis. Dengan gerakan 
dialektis ini memungkinkan munculnya berbagai macam bentuk ijtihad dalam 
t}asyri‘ Islam.  
Teori batas yang Syahrur dirancang untuk mewujudkan fiqh yang terlepas 
dari dominasi system tiani sebagaimana  yang terjasi pada fiqh klasik. Syahrur 
mengusulkan pentingnya fiqh yang menjelma undang-undang dlam bentuk fiqh 
dusturi sehingga melembaga dan bersifat mengikat.Teori hudud juga merupakan 
tawaran gagasan perlunya merekonstruksi ilmu ushul fiqh dengan pendekatan 
modern scientifical.6Dalam teori h}udu>d Syahrur membagi menjadi beberapa 
bagian sebagai berikut: 
1. Teori Batas Minimal 
Tanpa disertai penjelasan cara detail teori batas minimal ini Syahrur menerapkan 
teori ini pada wanita-wanita yang haram dinikahi yang terdapat dalam surat an-
Nisa' ayat 22-23 yang berbunyi : 
 
 ًلایِبَس َءاَسَو اًتْقَمَو ةَشِحاَف َناَك ُھَّنإ ََفلَس َْدق اَم َّلاإ ءاَسِّنلا ْنِم ْمُكُؤاَبآ َحَكَن اَم اوُحِكْنَت َلاَو 
 ِيت َّلالا ُمُُكتاَھ َُّمأَو ِتُْخْلأا ُتاَنَبَو ِخَْلأا ُتاَنَبَو ْمُُكتَلااَخَو ْمُُكتا َّمَعَو ْمُُكتاَوََخأَو ْمُُكتاَنَبَو ْمُُكتاَھ َُّمأ ْمُكْیَلَع ْتَم ِّرُح
 َّنِھِب ُْمتْلَخَد ِيت َّلالا ُمُكِئاَسِن ْنِم ْمُكِروُجُح ِيف ِيت َّلالا ُمُُكبِئاَبَرَو ْمُكِئاَسِن ُتاَھ َُّمأَو ِةَعاَض َّرلا َنِم ْمُُكتاَوََخأَو ْمُكَنْعَضَْرأ
 اَم َِّلاإ ِنْیَتُْخْلأا َنْیَب اوُعَمْجَت َْنأَو ْمُكِبَلاَْصأ ْنِم َنیِذَّلا ُمُكِئاَنَْبأ ُِلئَلاَحَو ْمُكْیَلَع َحاَنُج ََلاف َّنِھِب ُْمتْلَخَد اُونوُكَت َْمل ِْنإَف
 ًمیِحَر اًرُوفَغ َناَك َ َّالله َِّنإ ََفلَس َْدق 
ا 
Artinya : “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini oleh 
ayahmu, terkecuali pada masa yang Telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu 
amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). 
Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan ; 
saudarasaudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang 
perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan 
dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-
saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara 
perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang 
dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu 
belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak 
6 Muhyar Fanani, Fiqh Madani., hal. 230-231. 
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berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak 
kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan 
yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. 
 
Menurut Syahrur ayat ini menjelaskan batas minimal haramnya 
pernikahan jumlah yang telah disebutkan dalam ayat di atas tidak boleh dikurangi 
lagi akan tetapi, memungkinkan adanya ijtihad menambah jumlah perempuan 
yang tidak boleh dinikahi. Seperti pernikahan anak paman dengan anak bibi yang 
awalnya halal menjadi haram karena pertimbangan kedokteran yang mengatakan 
jeleknya keturunan apabila melangsungkan pernikahan tersebut. 
 
2. Teori Batas Maksimal 
Teori batas maksimal ini berlaku pada kasus pemotongan bagi perbuatan 
pencurian seperti yang terdapat surat al-Maidah ayat 38 yang berbunyi : 
 
میِكَح ٌزیِزَع ُ َّاللهَو ِ َّالله َنِم ًلااََكن َابَسَك اَمِب ًءاَزَج اَُمَھیِدَْیأ اوُعَطْقَاف َُةقِراَّسلاَو ُقِراَّسلاَو 
 
Artinya : “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah 
tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan 
sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. 
 
Pada ayat ini menurut Syahrur Allah memberikan hukuman yang 
maksimal atau tertinggi bagi pencuri dengan dipotong tangan.Oleh sebab itu, 
hukuman ini merupakan hukuman yang maksimal yang bisa diterapkan.Maka, 
bagi seorang hakim untuk memberikan hukuman di bawah hukum potong tangan 
sampai pada pengampunan sekalipun. 
Menurut Syahrur hukuman bagi perbuatan pencurian menurut ayat 
tersebut adalah hukuman yang bersifat h{udu>diyah artinya hukuman tersebut 
mempunyai batas-batas hukum yang bersifat elastis dan mempunyai banyak 
bentuk hukuman. Bukan bersifat h}addiyahatau hanya memiliki satu bentuk 
hukuman. 
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Kemudian Syahrur memaknai redaksi kata عطق terdiri dari huruf ق.عط yang 
bermakna dasar valid memisahkan, dan menjelaskan sesuatu dari sesuatu yang 
lain.  Pemaknaan tersebut berbeda dengan pendapat jumhur ulama.Kata  عطق 
diartikan dengan memotong. Pada ayat tersebut, Syahrur menilai kata عطق bisa 
berarti pemotongan secara fisik maupun non fisik.Hal ini dengan melihat dasar 
kata عطق yang ternyata memiliki banyak arti dan tidak semua arti mengacu pada 
pemotongan fisik.Selain itu dalam al-Quran pun tidak semua kata-kata عطق 
bermakna pemotongan secara fisik. 
 
3. Teori Batas Maksimal dan Minimal Sekaligus. 
Teori batas maksimal dan minimal sekaligus ini berlaku pada pembagian ahli 
waris seperti pada Surat An-Nisa<' ayat 11 yang berbunyi : 
 
 َاُثُلث َُّنَھَلف ِنَْیَتنْثا َقَْوف ًءاَِسن َّنُك ِْنَإف ِنَْیَیثُْنْلأا ِّظَح ُلْثِم ِرَك َّذلِل ْمُكِدَلاَْوأ ِيف ُ َّالله ُمُكیِصُوی
 َكََرت ا َّمِم ُسُد ُّسلا اَُمھْنِم ٍدِحاَو ِّلُكِل ِھْیََوَبِلأَو ُفْصِّنلا َاَھَلف ًةَدِحاَو َْتناَك ِْنإَو َكََرت اَم
 ِھ ُِّمَِلأف ٌةَوِْخإ َُھل َناَك ِْنَإف ُُثلُّثلا ِھ ُِّمَِلأف ُهاََوَبأ َُھثِرَوَو ٌَدلَو َُھل ْنَُكی َْمل ِْنَإف ٌَدلَو َُھل َناَك ِْنإ
 ُبَرَْقأ ُْمھَُّیأ َنوُرَْدت َلا ْمُكُؤَانَْبأَو ْمُكُؤَابآ ٍنْیَد َْوأ َاھِب يِصُوی ٍةَّیِصَو ِدَْعب ْنِم ُسُد ُّسلا
اًمیِكَح اًمیِلَع َناَك َ َّالله َِّنإ ِ َّالله َنِم ًةَضیَِرف اًعَْفن ْمَُكل 
 
Artinya : ”Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-
anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang 
anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka 
bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu 
seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, 
bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang 
meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai 
anak dan ia diwarisi oleh ibubapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; 
jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat 
seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat 
yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan 
anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat 
(banyak) manfaatnya bagimu.Ini adalah ketetapan dari Allah.Sesungguhnya 
Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. 
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 4. Teori Batas Minimal dan Maksimal Sekaligus Tapi dalam satu titik 
Koordinat. 
Teori ini berlaku bagi kasus perzinaan seperti dalam surat An-Nur ayat 2 yang 
berbunyi : 
 ِنیِد ِيف ٌَةفْأَر اَمِھِب ْمُكْذُْخَأت َلاَو ٍةَدْلَج ََةئاِم اَُمھْنِم ٍدِحاَو َّلُك اوُدِلْجَاف ِينا َّزلاَو َُةیِنا َّزلا
 َنیِنِمْؤُمْلا َنِم ٌَةِفئَاط اَُمَھباَذَع َْدھَْشیْلَو ِرِخْلآا ِمَْویْلاَو ِ َّللہِاب َنُونِمُْؤت ُْمتْنُك ِْنإ ِ َّالله 
 
Artinya : “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah 
tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan 
kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu 
beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman 
mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. 
 
5. Teori batas Maksimal dengan satu titik yang cenderung mendekati garis 
lurus tetapi tidak bersentuhan. 
Pada teori ini Syahrur mencontohkan hubungan laki-laki dan 
perempuan.Dalam hal ini batas maksimal seperti yang telah ditentukan dalam Al-
Qur'an yakni berbuat zina.Namun bila laki-laki dan perempuan tidak ada 
persentuhan atau persentuhan tapi belum zina maka hukuman zina belum dapat 
dijatuhkan. 
 
6. Teori batas maksimal positif yang tidak boleh dilampaui dan batas 
minimal negative yang boleh dilampaui. 
Pada teori ini Syahrur mencontohkan dalam hal penggunaan harta.Dalam 
penggunaan harta batas maksimal yang tidak boleh dilampaui adalah masalah 
Riba, sedangkan batas bawah yang boleh dilewati adalah zakat, karena zakat 
sebagai batas minimal harta yang wajib dikeluarkan dan dua hal ini dapat 
dilampaui oleh sedekah. 
 
3. Karya-karya Muhammad Syahrur 
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 Muhammad Syahrur adalah seorang pemburu pemikiran Islam yang unik. 
Berbeda dengan para pemburu pemikiran islam lainya yang umumnya memiliki 
basis keilmuan islam, Ia memiliki basis keilmuan tehnik. Pensisikan formal 
keagamaanya hanya diperoleh dibangku SD hingga SMU. Namun demikian, siela-
sela kesibukanya sebagai professional dibidang mekanika tanah dan tehnik 
bangunan Ia tetap menyempatkan diri melakukan refleksi dan penelitian dalam 
disiplin ilmu keislaman.7 Beberapa karya monumental Syahrur antara lain : 
1. Al-Kitab wa Al-Quran: Qira’ah Mu‘assirah. 
Al-Kitab wa Al-Quran merupakan karya pertama Syahrur 
yangmonumental dan komprehensif merefleksikan pemikirannya baik pada 
aspekmetodologi maupun aplikasinya dalam penafsiran teks Al-Quran.23 
Bukuyang diterjemahkan dengan judul "Prinsip dan dasar Hermeneutika al-
QuranKontemporer" ini dalam penelitiannya memakan waktu kurang lebih 
duapuluh tahun dan tebalnyamencapai 822 halaman.Dalam buku ini Syahrur 
menawarkan gagasan dekonstruktif tematemaumum al-Quran melalui pendekatan 
linguistik (paradigma sintagmatis)Syahrur dengan jelas mengurai perbedaan 
antara term al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, yang berarti kitab suci umat Islam. 
Untuk pertama kalinya buku ini diterbitkan oleh Al-Ahly Damaskuspada 
tahun 1990 dan memperoleh tanggapan luar biasa dari masyarakatpembaca.25 
Beragam tanggapan baik yang pro maupun kontra mengiringikehadiran buku ini, 
mereka yang kontra terhadap buku Syahrur dicap lebihberbahaya di banding buku 
Ayat-Ayat setan nya Salman Rushdie dansekaligus melihat Syahrur sebagai sosok 
yang tidak lebih baik disbandingorang kafir.26Sejauh ini sudah ada tiga belas 
buku dogmatis diterbitkan untukmenyerang buku pertama Syahrur, tetapi juga 
diterbitkan sedikit kajian-kajianyang mengagumi pemikirannya yang ditulis oleh 
berbagai kalangan yangmemuji kreatifitasnya. 
2. Dirasah Islamiyyah Mu'assirah fi al Daulah wa al Mujtama' 
Buku kedua Syahrur yang juga diterbitkan oleh Al-Ahly pada tahun1994, 
ini menguraikan tema-tema sosial politik yang terkait dengan 
persoalanmasyarakat (al-Mujtama') dan Negara (al-Daulah).Dalam memahami 
7 Muhyar Fanani, Fiqh Madani., hal. 36-37. 
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Al-Quran, Syahrurtetap berpihak pada tahapanmetodologis sebagaimana yang 
tertuang dalam buku pertamanya secarakonsisten Syahrur membangun konsep 
keluarga, masyarakat dan Negaradalam tindakan kesewenang-wenangan dalam 
perspektif al-Quran disampingitu, dalam buku ini Syahrur juga mengurai berbagai 
tanggapan atas bukupertamanya dan menegaskan bahwa ia berbeda dengan 
mereka yang tidaksetuju dengan pendapatnya karena berbeda dalam hal 
metodologi. 
3. Al-Islam wa Al-Iman: Manzumah Al-Qiyam 
Buku ketiga ini diluncurkan pada tahun 1996 yang juga diterbitkanoleh 
Al-Ahly.Buku ini mengkaji ulang konsep-konsep klasik mengenai rukunIslam dan 
rukun Iman, sesuatu yang paling mendasar dan penting 
dalamIslam.Melaluipelacakannya terhadap semua ayat Al-Quran yang 
berkaitandengan kedua konsep rukun dasar di atas, Syahrur ternyata 
menemukankonsep lain yang benar-benar berbeda dengan rumusan ulama 
terdahulu.28 
Dalam buku ini, Syahrur juga mendekonstruksi dua konsep yang menjadi 
pokok ajaran Nabi Muhammad yakni Islam dan Iman dan implikasinyasungguh 
mengejutkan terutama pada tataran Akidah dan Syariah Islam.Dalam wilayah 
akidah misalnya, Syahrur sampai pada sebuah tesisbahwa yang disebut muslim 
adalah kaum mukmin pengikut Muhammad.Orang Yahudi adalah Muslim Yahudi 
Orang Nasrani adalah Muslim Nasrani.Seseorang yang disebut mukmin hanya 
disyaratkan tiga hal yaitu percaya atasEksistensi Allah SWT, percaya akan adanya 
Hari Akhir dan Beramal Saleh. 
4. Nah{w Us{u<l Jadi<dah li al Fiqh al-Islam 
Buku keempat Muhammad Syahrur ini diterbitkan pada tahun 2000 yang 
diterjemahkan dalam "metodologi fiqh Islam kontemporer." Dalam buku ini 
seperti buku-buku sebelumnya menggambarkan corak pemikirannya yang 
kontroversial dengan menggambarkan corak pemikirannya yang kontroversial 
dengan mulai refleksi yang mendalam Muhammad Syahrur menyuguhkan suatu 
model bacaan kontemporer khususnya terkait dengan isu-isu perempuan (yaitu 
membahas masalah-masalah wasiat, waris, poligami, pakaian dan kepemimpinan) 
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yang masih aktual dan belum terpecahkan secara komprehensif hingga dewasa ini 
dengan metode linguistiknya dan dalam pembacaan ulang atas ayat-ayat al-Qur'an 
dengan metode kontemporer.8 
Selain menulis buku, Syahrur juga menulis artikel yang banyak dimuat  di 
majalah dan jurnal diantaranya "Reading The Religious Text A NewApproach", 
"The Define Text and Pluralism in Muslim Societies" dalam muslim politik report 
(14 Agustus 1997). Islam in the 1995 Beijing WorldConference on Woman yang 
kemudian diterbitkan dalam buku Liberal Islam, (Charles Kurzman (ed) New York 
and Oxford University Press, 1998).9 Selain dari dua media tersebut, Syahrur juga 
aktif dalam menyampaikan ide-idenya melalui forum dan seminar internasional 
seperti MESA Conference tahun 1998 di Chicago.30 Selain menjadi doktor di 
bidang teknik dan beberapa karya-karyanya diatas, Syahrur juga memiliki karya-
karya lain di bidang teknik. 
 
 
4. Konstruksi Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Perempuan dan 
Keadilan Gender 
 Menurut Syahrur, seseorang yang mencermati at-Tanzil akan 
berkesimpulan bahwa Allah tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan 
perempuan. Persamaan antara keduanya tampak sangat jelas  dalam banyak ayat 
dan kesempatan. Penyebutan secara bergandengan  kata al-mukminin  dengan al-
mukminat dan al-muslimin dengan al-muslimat pada berbagai tempat dalam at-
Tanzil  al-Hakim semakin memperkuat adanya persamaan antara laki-laki dan 
perempuan. Salah satu alasan adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan 
juga dapat dilihat dari perintah / khitab yang ditujukan kepada orang-orang yang 
beriman selalu mengandung makna laki-laki dan  perempuan meskipun 
disebutkan dlam bentuk mudzakar (maskulin).10 
8  Muhyar Fanani, Fiqh Madani., hal. 38-46 
9  Charles Kurzman, Wacana Islam Liberal: pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-
isu Global (Jakarta: Paramadina, 2003), hal. 210-216. 
10Muhammad Shahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, alih bahasa Sahiron 
Syamsudin (Yogyakarta: elSAQ Pres, 2004), hal. 441.  
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 Dalam pandangan Shahrur, klaim inferioritas perempuan terhadap laki-laki 
merupakan merupakan alasan yang mengada-ada sebagaimana dijelaskan dalam 
konteks situasi dan kondisi. Pada saat yang sama kultur patriarkhis memberikan 
kontribusi yang signifikan di samping tingkat pendidikan juga pola penafsiran 
yang didasrkan pada pandangan dan idiologi patriarkhis. 
 Ketika Shahrur menjelaskan tentang posisi dan kedudukan perempuan, 
beliu merujuk pada konsep al-Qiwamah sebagaimana dijelaskan al-Qur’an surat 
al-Nisa ayat 34. Pada ayat tersebut menjelaskan tentang posisi kaum laki-laki 
sebagai pemimpin atas kaum perempuan. Kebanyakan orang meyakini bahwa 
sifat dasar kepemimpinan laki-laki karena  factor fisik bukan pada aspek 
fungsional kemanusiaannya. Pada umumnya kelebihan laki-laki atas perempuan 
didasarkan pada alasan bahwa laki-laki memiliki kelebihan-kelebihan yang 
berkaitan dengan ilmu pengetahuan, agama, akal dan kekusaaan. Menurut 
Shahrur, kalau seandainya Allah menghendaki arti demikian, seharusnya Allah 
akan berfirman Ad-Dzakaru Qawwamuna ala al-inats. 
Pada bagian lain, Shahrur juga memberikan penjelasan makan kata al-rijal 
dalam bentuk jama dari kata alr-rajul, sementara kata al-nisai adalah bentuk jama 
dari kata imra’ah.Seluruh kata al-rajul adalah menunjuk jenis laki-laki dan seluruh 
imra’ah adalah perempuan dan tidak sebaliknya.Sedangkan makna kata 
qawwamun berarti pelayan (khadam), sehingga kaum laki-laki adalah pelayanan 
kaum perempuan.Sedangkan kata bima faddhalalllahu ba’duhum ‘ala ba’dhin 
mencakup baik laki-laki maupun perempuan.Jika kelebihan itu untuk kaum laki-
laki itu juga bukan berarti keselutuhan kaum laki-laki, tetapi merujuk pada 
sebagian laki-laki.11 
Konsep lain yang juga menggambarkan perempuan pada posisi suordinat 
adalah konsep aurat yang melekat pada kaum perempuan. Kata aurat dalam al-
Qur’an secara denotative dipahami dari kata saw’ah yaitu bagian tubuh yangtidak 
boleh dibuka untuk diperlihatkan. Berdasarkan makna ini maka munculah 
pendapat bahwa yang dimaksud aurat adalah. Ketika Adam dan Hawa turun di 
dunia mereka menjumpai situasi yang berbeda karena mereka hidup di tengah 
11Ibid, hal. 449.  
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tanah yang padang tandus, sebuah tempat yang menuntutnya kerja keras melawan 
rasa haus dan panas serta hawa dingin. Disinilah muncul konsep pakaian sebagai 
penemuan yang lahir karena insting seorang manusia. Jadi konsep aurat sebagai 
sesuatu yang harus dititutupi dan kalau tidak akan malu baru relevan ketika ada di 
tengah masyarakat yang alat kelaminlaki-laki dan perempuan yang jika 
diperlihatkan akan mengganggu pihak lain. Al-A’raf : 22 
 
 ةنجلا قرو نم امھیلع نافصخی اقفطو امھتآوس امھل تدب ةرجشلا اقاذ املف رورغب امھلادف
)نیبم ودع امكل ناطیشلا نإ امكل لقأو ةرجشلا امكلت نع امكھنأ ملأ امھبر امھادانو22(  
Memahami ayat ini akan lahir sebuah pertanyaan apakah Adam dan Hawa 
di surga telanjang, sehingga ketika mereka melakukan dosa dan mereka merasa 
berdosa kemudian mereka menutupi kemaluanya dengan daun sorga? Semua 
kebutuhan hidup tercukupi mereka tidak susah mencari air karena air selalu 
mengalir dan juga tidak butuh tempat berteduh karena semua tempat adalah teduh 
dan tidak merasa kepanasan heterogen. 
Kata saw’ah juga berarti aib atau bangkai seperti dalam firman Allah 
ketika menceritakan kisah pembunuhan Qabil dan Habil. 
Al-Maidah : 31. 
ھیخأ ةأوس يراوی فیك ھیریل ضرلأا يف ثحبی ابارغ الله ثعبف 
Kata saw’ah (aurat) merujuk pada pengertian amal buruk pada diri 
seseorang yang tidak ingin diekspos kepada pihak lain. Pengertian ini berlawanan 
dengan libas at-taqwa sebagai amal shalih.Wacana aurat sangat dekat dengan soal 
seksualitas kehidupan manusia.Jatuhnya Adam dari sorga dalam beberapa tafsir 
disebabkan oleh godaan Hawa yang kemudian melahirkan stigmatisasi bahwa 
perempuan adalah pribadi penggoda sebagaimana syaitan.Demikian juga cerita 
pertumpahan darah pertama dalam sejarah umat manusia juga dipicu oleh 
persoalan persengketaan yang berdimensi seksualitas dengan memperebutkan 
seorang perempuan cantik.12 
12Muhammad Shahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer., hal. 484-485. 
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Berkaitan dengan konsep aurat terdapat konsep hijab (penutup) dan jilbab 
(pakaian tertutup bagi perempuan) yang ketentuanya dalam al-Qur’an disebutkan 
dalam beberapa ayat. Pertama ayat tentang hijab berkaitan dengan isteri Nabi 
yaitu suratAl-Ahzab: 53. 
 اذإ نكلو هانإ نیرظان ریغ ماعط ىلإ مكل نذؤی نأ لاإ يبنلا تویب اولخدت لا اونماء نیذلا اھیأای
 يیحتسیف يبنلا يذؤی ناك مكلذ نإ ثیدحل نیسنأتسم لاو اورشتناف متمعط اذإف اولخداف متیعد
باجح ءارو نم نھولأساف اعاتم نھومتلأس اذإو قحلا نم يیحتسی لا اللهو مكنم 
Rumah Rasululallah merupakan tempat berkumpul dan bertemunya 
masyarakat untuk berbagai kepentingan sehingga seakan-akan menjadi milik 
publik dan di dalam rumah beliu juga terdapat isteri-isteri beliu, sehingga seruan 
mengunakan hijab tidak lebih untuk menjaga privasi keluarga Rasulullah.Ayat ini 
lebih merupakan ayat yang berdimensi social-etis dan ayat pengajaran (ta’limiyah) 
bukan yuridis (tasyri’iyyah). 
 
Ayat lain yang berkaitan dengan seruan menjada aurat adalah ayat tentang 
jilbab, yaitu : 
 Al-Ahzab : 59 
 
 نأ ىندأ كلذ نھبیبلاج نم نھیلع نیندی نینمؤملا ءاسنو كتانبو كجاوزلأ لق يبنلا اھیأای
)امیحر اروفغ الله ناكو نیذؤی لاف نفرعی59(  
 
Konteks histories turunya ayat ini ketika di Madinah banyak laki-laki 
penggoda terhadap perempuan khsusnya perempuan budak.Tetapi tidak jarang 
banyak wanita merdeka yang diganggu oleh laki-laki, karena tidak ada identitas 
pembeda antara perempuan budak (amat) dengan perempuan merdeka 
(hurrah).Untuk alasan inilah al-Quran menyuruh perempuan menggunakan jilbab 
agar dapat dikenali perbedaanya dengan perempuan budak. Pad awalnya 
perempuan merdeka dan budak dalam hal pakaian sama. Padahal kedudukan 
budak sebagai ‘barang dagangan’ haruslah dipoles dengan ‘apik’ dengan 
membiarkan bagian tubuhnya terbuka agar menarik pembeli. Perintah jilbab 
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kepada perempuan merdeka sebagai tindakan preventif dalam kondisi khusus 
ketika memasuki lingkungan di kota yang rentan terhadap pelecehan seksual. 
sosial Fokus al-Qur’an adalah pada pemberian identitas secara social, bukan pada 
menutup seluruh muka perempuan.  
Pengaturan tentang jilbab dalam Islam sesungguhnya dimaksudkan sebagai 
symbol identitas bagi seorang wanita yaitu membedakan antara wanita budak dan 
merdeka.Waktu itu terjadi kerawanan seksual oleh laki-laki munafik yang suka 
menggoda wanita budak.Tidak jarang perempuan merdeka juga diganggu karena 
waitu itu antara perempuan budak dan tidak tidak ada pembeda.Atas dasar itulah 
jilbab dikenakan bagi wanita merdeka dimaksudkan sebagai symbol/identitas 
sehingga terhindar dari pelecehan seksual.Oleh karena iutu konsep jilbab lebih 
berdimensi social daripada syari’at yang tolok ukurnya adalah kepatutan secara 
social. 
An-Nur: 31. 
 اھنم رھظ ام لاإ نھتنیز نیدبی لاو نھجورف نظفحیو نھراصبأ نم نضضغی تانمؤملل لقو
نھبویج ىلع نھرمخب نبرضیلو 
 وأ نھتلوعب ءانبأ وأ نھئانبأ وأ نھتلوعب ءاباء وأ نھئاباء وأ نھتلوعبل لاإ نھتنیز نیدبی لاو
  نھنامیأ تكلم ام وأ نھئاسن وأ نھتاوخأ ينب وأ نھناوخإ ينب وأ نھناوخإ 
 وأ لاو ءاسنلا تاروع ىلع اورھظی مل نیذلا لفطلا وأ لاجرلا نم ةبرلإا يلوأ ریغ نیعباتلا
 مكلعل نونمؤملا اھیأ اعیمج الله ىلإ اوبوتو نھتنیز نم نیفخی ام ملعیل نھلجرأب نبرضی
)نوحلفت31(  
 
Lafadz ھنم رھظ ام لاإmenurut Yusuf Aliberarti “kecuali apa biasa tampak” 
dengan makna “ kecuali apa (yang paling umum) terlihat” dengan mendasarkan 
pada setting kebudayaan tertentu. Tujuan dasar al-Qur’an adalah memuat landasan 
etis / kesopanan kepada semua system budaya tidak saja pada budaya Arab dan ia 
juga tidak menjadikan model pakaian Arab sebagai hal yang bersifat universal. 
Ayat tentang perintah kepada perempuan untuk mengendalikan 
pandangan/tatapan matanya dan memekai kerudung kalau dimaknai secara 
tekstual akan membawa pada konsekuensi stigmatif terhadap perempuan bahwa 
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tugas perempuan adalah menjaga  dan melindungi kebajikan seksualitas laki-laki 
dan atau perempuan adalah sosok mahluk penggoda laki-laki. Bahkan bisa saja 
makanya ruang gerak perempuan dibatasi oleh tembok penjara secara social 
dengan rotasi penjara dari ‘rahum ibu’ ke dalam ‘rumah suami’ yang kemudian 
berakhir ‘ke dalam kubur’. Logikanya, jika dunia laki-laki dan perempuan 
dipisahkan, atau jika wajah perempuan ditutup, maka perintah al-Qur’an  untuk 
menjaga pandangan mata tidak perlu ada.13 
Aturan tentang jilbab bagi perempuan merdeka yang mendasarkan pada 
asumsi bahwa perempuan adalah sumber fitnah tidak berdasar sama sekali. 
Bukankah budak perempuan juga seorang perempuan yang juga bisa menarik 
laki-laki. Apakah perempuan meredeka yang ‘jelek’ tidak menarik wajib berjilbab 
dan kita biarkan seorang budak yang cantik, menarik dan erotis ?.Stigmatisasi 
perempuan sebagai sumber fitnah berasal dari tradisi Yahudi (israililyyat) sesuai 
dengan konsep dosa nabi Adam dan Hawa. 
Kewajiban tentang kaharusan berbusana secara sopan dan tidak 
‘merangsang’ tidak hanya kepada kaum perempuan tetapi juga kepada kaum laki-
laki.Hal ini didasarkan pada ayat al-Qur’an: 24: 58) Perhatian al-Qur’an dalam hal 
kesopanan dalam penampilan didasarkan pada pandangannya tentang tubuh 
sebagai sesuatu yang memiliki karakteristik seksual yang beraroma erotis. 
 Sebenarnya konsep aurat bukanlan konsep yang terpisah dari struktur 
kebudayaan dalam konteks sosio-historisnya yang bersifat universal, statis, 
permanen dalam kesadaran kolektif manusia sebagaimana dipahami oleh sebagian 
muslim. Dalam wacana fiqh, ketentuan aurat perempuan adalah semua tubuhnya 
kecuali wajah dan dua telapak tanganya, sedangkan aurat laki-laki adalan antara 
pusar dan lutut. 
Menurut Muhammad Shahrur, aurat dapat diklasifikasikan menjadi dua, 
yaitu aurat berat (mughaladzah) dan aurat ringan (mukhafafah). Aurat berat bagi 
laki-laki adalah kemaluan, buah pelir dan daerah dubur, sedangkan aurat ringanya 
adalah selain bagian-bagian itu.Aurat berat bagi perempuan adalah seluruh 
13Muhammad Shahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer., hal. 513-514.  
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tubuhnya selain kedua tekapak tangan, kaki dan wajah.Aurat ini adalah aurat 
dalam sholat. 
Tubuh perempuan dapat dibagi menjadi dua yaitu: pertama bagian tubuh 
yang terbuka secara alami terbuka (qism adz-dzahir bi al-khalq) yaitu  نیدبی لاو
ھنم رھظ ام لاإ نھتنیزyaitu apa yang secara alami tampak dalam tubuh perempuan 
dalam penciptaanya seperti kepala, perut, punggung, kedua kaki ketika perempuan 
dalam keadaan telanjang. Kedua bagian tubuh yang tidak tampak secara alami 
(qismghairu adz-dzahir bi al-khalq) yaitu yang disembunyikan oleh Allah dalam 
bentuk dan susunan tubuh perempuan.Bagian tersembunyi ini disebut dengan al-
Juyub atau bagian-bagian yang berlubang (bercelah).Al-Juyub adalah bagian 
tubuh perempuan yang terbuka dan memiliki dua tingkatan atau dua lubang yaiyu 
bagian antara payudara, bagian bawah payudara, bagian bawah ketiak, kemaluan 
dan pantat. Oleh karena itu Allah berfirman: نھبویج ىلع نھرمخب نبرضیلو. 
Sebagaian al-juyub oleh Allah oleh secara eksplisit supaya ditutup:  نظفحیو
نھجورف. Bagian al-Juyub inilah yang oleh para fuqoha dikategorikan sebagai 
aurat berat (aurat al-Mughalddhah) yang hanya boleh disaksikan oleh suami-atau 
isteri. 
Skema batas-batas pakaian perempuan dengan mengikuti teori hudud 
(limit theory) yang digagas oleh Muhammad Shahrur: 14 
Menutup Wajah 
 
Batas Maksimal 
Yang ditentukan oleh Rasulullah  Keluar dari batasan Rasulullah 
 
Batas maksimal berpakaian adalah menutup seluruh bagian tubuh selain wajah dan dua 
telapak tangan.Fitrah manusia dalam berpakaian adalah “pergeseran” antara dua batasan 
(maksimal dan minimal) berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku. Penerapan batasan 
sebagaimana suarat al-Ahzab bersifat elastis (al-hanifiyat) 
 
Batas minimal dalam berpakaian adalah menutup adalah bagian juyub saja (daerah dada 
yang terbuka, bawah ketiak, kemaluan dan pantat) 
14Muhammad Shahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer., hal. 538. 
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Keluar dari batasan Allah, yaitu terlihat telanjang tanpa pakaian dihadapan seluruh 
mahramnya dan memperlihatkan intim bagian atas dihadapan semua orang 
 
Konteks waktu dan tempst (kondisi lingkungan objektif) 
 
Isu lain terkait subordinasi perempuam adalah konsep poligami. 
Dalam mengkaji konsep poligami, Muhammad Syahrur menawarkan teori 
limit (hudud).Ia Mempertanyakan makna batasan isteri, kualifikasinya 
serta konsep keadilan dalam poligami. Menurutnya, perintah al-Qur’an 
tentang “berlaku adil” harus dipahami sebagai tanggungjawab suami 
dalam merawat anaknya baik anak dari isteri pertama maupun 
kedua.Konteks ayat yang membolehkan poligami sesungguhnya lebih 
ditujukan pada upaya menyelamatkan kehidupan anak yatim sehingga bisa 
hidup secara layak.Dengan demikian mengawini ibu dari anak yatim 
bukanlah tujuan utama, sehingga isu krusial daalam al-Qur’an tentang 
poligami adalah keadilan kepada anak-anak yatim dari ibu yang 
dikawininya57. 
Secara metodologis, dalam ilmu Ushul fiqh dikenal istilah ghayah 
(tujuan) dan wasa’il (instrumen).Ghayah merupakan tujuan akhir dari 
sebuat perintah (final goal), sedangkan wasa’il adalah merupakan alat, 
instrumen untuk mencapai tujuan. Menjamin kelangsungan hidup dan 
masa depan anak-anak yatim adalah ruh/spirit yang terkandung dibalik 
kebolehan poligami, sedangkan mengawini ibu dari anak yatim (poligami) 
adalah instrumen untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dalam Qaidah fiqh 
dinyatakan ‘ al-amru bi syain amrun bi wasa’ilihi” 58 yang artinya 
perintah melakukan sesuatu berarti perintah untuk mengadakan 
instrumenya 
5. Argumen Yuridis-filosofis Hukum Waris Islam Adil Gender 
57 Wael B Hallaq, Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar Ushul Fiqh Mazdhab Sunni, 
alih bahasa E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 200, hlm. 373-374 
58 Abdul Hamid Hakim, al-Bayan, Sa’diyah Putra, Jakarta, t.th., hlm. 21 
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 Dalam pandangan Syharur, hukum kewarisan Islam bersandar pada al-
Quran surat an-Nisa; ayat 11 dan diakhiri ayat 13. Kritik Syharur terhadap tafsir 
ulama klasik terkait dengan konsep hukum waris kurang dikaitkan dengan hukum 
wasiat. Pada saat yang sama, ualam-ulama terdahulu memaksakan penghapusan 
(nasakh) pada ayat-ayat wasiat pada firman Allah “ al-wassiyatu lil walidain wa al 
aqrabin dengan mendasarkan pada hadis “ La wasiya li warisin”. 
 Mencampuradukan antara dua konsep ang berbeda yaitu al-haddu (jatah 
pada warisan) dan al-nashib (bagian pada wasiat) pada surat al-Nisa’ ayat 7.Ayat 
ini dipahami sebagai ayat hukum waris, padahal menjelaskan wasiat.Menurut 
Syahrur instilah nashib merujuk pada bagian wasiat, sedangkan kata al-haddh 
merujuk pada bagian yang diterima dalam warisan. 
 Aspek lain yang dikritik Syahrur adalah tidak  dibedakanyakonsep 
keadilan universal pada ayat-ayat  waris dan konsep keadilan spesifik pada ayat-
ayat wasiat. Dalam pandangan Syharur, ketentuan yang bersifat umum tidak 
berarti menghapus yang bersifat khusus. Kritik Syahrur yang lain terkait dengan 
pemaknaan-pemaknaan ulama terdahulu adalah terkait dengan makna lafad al-
walad yang dipahami anak laki-laki yang berkonsekwensi pada hukum bahwa 
anak laki-lakilah yang menjadi sebab terhalangnya atau tertutupnya suatu warisan 
pada pihak lain karena pemahaman seperti ini adalah reduksi makna yang nyata 
terhadap firman Allah “Yusikumullahu fi auladikum li al-dhakari mitslu haddhil 
untsayain” .Menurutnya, terma al-walad mencakup kedua jenis kelamin baik laki-
laki maupun perempuan. 
 Menurut Syahrur, ayat-ayat tentang waris diturunkan dan diberlakukan 
bagi seluruh umat manusia secara kolektif, bukan untuk pribadi atau golongan 
tertentu. Ayat-ayat tentang waris menggambarkan aturan universal yang 
ditetapkan berdasarkan aturan matematis (teori himpunan / tehnk analisis / analisis 
matematis) dan empat operasional ilmu hitung ( penjumlahan, pengurangan, 
perkalian dan pembagian). Sedangkan ayat tentang wasiat tidak memberikan 
ketentuan hukum hitungan tertantu, tetapi Allah hanya memberikan dorongan 
untuk memberikan perioritas  sasaran wasiatnya kepada mereka yang paling 
berhak menerima yaitu keluarga dekat yang miskin dan membutuhkan. Wasiat 
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lebih dahulu ditunaikan sebelum warisan karena wasiat menyangkut kepentingan 
pribadi dan memiliki efektifitas dalam distribusi harta.15 
 Untuk memahami hukum dan aturan tentang pembagian harta warisan 
diperluksn ilmu bantu yaitu : tehnik analisis (al-handasah al-tahliliyah), analisa 
matematis (al-tahlil al-riyadhi), teori himpunan (al-majmuat), konsep variable 
pemgikut (al-tabi’) dan variable peubah (al-mutahawwil) dalam matematika. 
 Setelah melakukan kajian yang menyeluruh, Syharur kemudian 
memberikan kesimpulan seputar hukum kewarisan antara lain : 
1. Waris adalah hukum umum yang bersifat universal untuk seluruh 
penduduk bumi. Dalam kondisi tertentu, kelompok laki-laki mendapat 
harta lebih banyak dari kelompok perempuan, dan pada kondisis lain, 
kelompok perempuan bisa mendapat bagian lebih besar daripada 
kelompok laki-laki. 
2. Hukum waris ditetapkan pada kondisi bertemunya laki-laki dan perempan, 
akan tetapi pada kondisi waris sejenis, maka pembagian harta warisan 
dibagi secara merata. 
3. Kata al-walad dalam ayat-ayat waris memiliki arti ganda yaitu anak laki-
laki dan anak perempuan. Pemaknaan bahwa anaklaki-laki dapat 
menghalangi bagian anak perempuan sebagai konsekuensi makna al-walad 
lebih didasarkan pada makna bias idiologi patriakhis. 
4. Hukum waris adalah aturan tertutup (eksklusif) bahwa pihak yang 
menerima hanyalah mereka yang secara eksklusif disebut oleh al-Quran  
sebagai pewaris.16 
Patokan pembagian harta warisan adalah pada posisi ahli waris 
perempuan, semenara bagian laki-laki akan menyesuaikan dengan keberadaan 
ahli waris perempuan, di samping faktor hubungan kekerabatan. Berikut ini 
adalah gagasan Syharur terkait dengan pola pembagian harta warisan dengan 
teori batas yang ia tawarkan: 
15Muhammad  Syharur, Metodologi Fiqih., hal. 323-324. 
16Muhammad  Syharur, Metodologi Fiqih., hal. 417- 418. 
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1. Batas pertama hukum waris Li al-dzakari mitslu hadhhil 
untsayain 
`Batasan ini adalah batas hukum yang membatasi jatah-jatah 
atau bagian-bagian (hudud) bagi anak-anak si mayit jika mereka 
terdiri seorang laki-laki dan dua anak perempuan.Pada saat bersamaan 
ini merupakan kriteria yang dapat diterapkan pada segala kasus 
dimana jumlah perempuan dua kali lipat jumlah laki-laki. 
2. Batas Kedua Hukum waris Fa in Kunna nisa’an fauqasnatain 
Batas hukum ini membatasi jatah warisan anak-anak jika 
mereka  sendiri dari seorang laki-laki dan tiga perempuan dan 
selebihnya. Satu laki-laki + perempuan lebih dari dua, maka bagian 
laki-laki adalah 1/3  dan bagi pihak perempuan adalah 2/3 berapapun 
jumlah mereka.na  Dalam kasus seperti ini, bagian laki-laki dan 
perempuan bisa sama rata dan ini adalah sesuatu yang alami. 
3. Batas ketiga hukum waris: wa in kana wahidatan fa laha an-nisf 
Batas hukum ketiga ini membatasi jatah warisan anak-anak 
dalam kondisi ketika jumlah pihak laki-laki sama dengan jumlah pihak 
perempuan. Anak laki-laki tidak mengambil bagian berdasarkan 
konsep “ satu bagian laki-laki sebanding dengan 2 bagian perempuan”. 
Dalam pandangan Syahrur, ketika seorang laki-laki hanya 
meninggalkan satu anak perempuan, maka anak tersebut bisa mewarisi 
seluruh harta, seperti hanya jika ahli warisnya satu orang laki-laki.17 
Menurut Syharur, hukum waris adalah hukum yang tertutup, 
baik dari sisi pewaris harta maupun prosentase bagianya. Dengan 
demikian tidak diperbolehkan pemberlakuan konsep radd dan ‘aul 
karena bisa menjadikan kita keluar dari batasan yang telah dibuat oleh 
Allah SWT 
 
B. Hukum Waris Adil Gender Perspektif Nasr Hamid Abu Zaid 
1. Biografi dan Karya Intelektual 
17Muhammad  Syharur, Metodologi Fiqih., hal.359-362. 
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Nasr Hamid Abu Zayd dilahirkan pada tanggal 10 Juli 1943 di  Desa 
Qahafah dekat Kota Thontha ibukota Propinsi al-Gharbiyah Mesir.  Orang tuanya 
memberikan nama Nasr dengan harapan agar ia selalu  membawa kemenangan 
atas lawan-lawannya, mengingat kelahirannya  bertepatan dengan Perang Dunia 
II. Religiositas dalam lingkungan keluarganya terbangun, karena  bapaknya adalah 
seorang aktivis Al-Ikhwan al-Muslim dan pernah  dipenjara menyusul 
dieksekusinya Sayyid Quthb. Sebagaimana kebiasaan  di Mesir, anak-anak kecil 
sudah mulai belajar menulis kemudian  Nasr Hamid Abu Zayd adalah seorang 
pemikir Muslim kontemporer  asal Mesir, yang bernama lengkap Nasr Hamid 
Rizk Abu Zaid. Sebagai  seorang pemikir kontemporer sudah barang tentu ia 
mempunyai latar belakang  hidup dan gaya pikir tersendiri, dan tentunya 
paradigma atau persepsi tersebut  tak lepas dari kultur lingkungan dan pendidikan 
serta karakter dari leluhur  Nasr Hamid Abu Zayd yang telah membentuk corak 
pemikirannya.18 
Nasr Hamid, dia mulai  belajar dan menulis semenjak umur empat tahun, 
kemudian menghafal al-Qur’an  di Kuttab di desanya Qahafah. Dia mampu 
menghafal Al-Qur’an  pada usia delapan tahun, karena itulah, kawan-kawannya 
memanggil  “Syaikh Nasr”. Julukan tersebut pantas diberikan kepadanya, melihat  
minat dan keseriusan Nasr Hamid kecil, baik dalam menghafal Al-Qur’an,  belajar 
membaca, menulis, mengaji, dan mendalami ilmu-ilmu agama  yang dapat 
dikatakan lebih unggul dibandingkan dengan anak-anak di lingkungannya.  
Di luar pendidikan non formalnya (mengaji), dia juga menempuh  
pendidikan formal pada Madrasah Ibtida’iyyah (SD) dan menengahnya di  
Thantha kampung halamannya pada tahun 1951. Setamat dari sini, ia  sebenarnya 
ingin melanjutkan pada sekolah menengah umum, al-Azhar.  Namun orang tuanya 
tidak menghendakinya, dan akhirnya ia memenuhi  kehendak orang tuanya 
dengan melanjutkan pendidikannya di sekolah  tekhnologi di Distrik Kafru 
Zayyad, Propinsi Gharbiyyah. 
18Moch. Taufiq Ridho, Analisis Metode Kontekstual Nasr Hamid Abu Zayd  (Re-
interpretasi Atas Konsep Asbab An-Nuzul), Jurnal Rasali, Vol. 1 No. 4 Tahun 2015, hal. 3-6. 
Biografi dan karya intelektual Nasr hamid Abu Zayd juda dapat dilihat pada, Moch. Nur Ichwan, 
Meretas Kesarjanaan Kritis Al-Qur’an (Teraju: Jakarta, 2003), hal. 18-25. 
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Meski gagal masuk di al-Azhar, semangat Nasr Hamid untuk  mempelajari 
pemikiran Islam tidak surut. Di sela-sela aktifitasnya bersekolah,  ia 
menyempatkan untuk membaca buku-buku pemikiran Islam. Antara lain  karya 
Al-Manfaluthy, Yusuf Al-Syiba’iy, Taufiq Al-Hakim, Al-‘Aqqad, Najib  Mahfud 
dan Taha Husein. Bahkan dia sering mengadakan diskusi dengan pemikir Islam 
lainnya, semisal Jabir Ushfur, Sayyid Al-Hulwu, Mohammad  Mansi Qindil, Farid 
Abu Sa’dah, M. Shaleh dan Said Kafrawi. 
Selain aktif di dunia pemikiran dan intelektual, Nasr Hamid juga  aktif 
dalam dunia gerakan. Langkah bapaknya yang aktif di Al-Ikhwan al- Muslimun 
kemudian diikuti oleh Nasr Hamid. Di usianya yang masih  belia pada umur 
sebelas tahun, ia bergabung dengan al-Ikhwan al- Muslimun yang dipimpin 
Sayyid Quthb pada tahun 1954. Bertepatan  dengan semakin kuat dan 
menyebarnya gerakan al-Ikhwan yang hampir  memiliki cabang di setiap desa. 
Dalam aktifitasnya mengikuti gerakan ini,  dia pernah dijebloskan dalam penjara.  
Ia harus merasakan tahanan penjara selama satu hari disebabkan  namanya 
tercantum dalam daftar anggota ketika pihak keamanan negara  melakukan 
serangkaian penangkapan terhadap para aktifis Ikhwan. Tetapi  karena usianya 
masih di bawah umur, akhirnya dia dibebaskan dari penjara.  
Di tengah-tengah aktifitas bekerja, dia juga rajin menulis artikel.  Pada 
tahun 1964 artikel pertamanya terbit dalam sebuah jurnal yang dipimpin  oleh 
Amin al-Khulli, al-‘Abad. Ini adalah awal hubungan dia dengan seorang  pemikir 
Islam dalam studi Al-Qur’an di Mesir yang menawarkan tentang  pendekatan 
susastra (al-manhaj al-adabi) atas teks Al-Qur’an. Tokoh inilah yang kemudian 
banyak mempengaruhi pemikiran dia di kemudian hari.  
Pada tahun 1972, dia lulus dengan predikat cumlaude sehingga  dia 
diangkat sebagai dosen tidak tetap (asisten dosen) di almamaternya.  Dia 
mengakui bahwa daya analisis dan kritisnya tumbuh ketika menjadi  mahasiswa di 
perguruan tinggi tetapi dia juga tidak menafikan pengalaman  dan petualangannya 
sebelum menjadi mahasiswa juga cukup berperan  dalam menata masa depannya.  
Pada tahun 1992, Nasr Hamid diusulkan untuk dipromosikan  menjadi 
profesor (al-ustadz). Akan tetapi promosinya tersebut ditolak  karena tesisnya 
146 
 
dianggap telah keluar dari nilai-nilai ajaran Islam. Sejak  itu, tepatnya 16 
Desember 1993, bermula dari sidang di suatu forum  “Universitas Kairo” 
menyebar hujatan yang ditujukan kepadanya.  Terutama dilakukan oleh Dr. Abdus 
Shabur Syahin sebagai penilai  (muqarrir) terhadap makalah-makalah yang terbit 
di beberapa jurnal kecil,  buku-buku yang diajukan Nasr Hamid. Dr. Syahin 
menilai karya-karya  kritis Nasr Hamid berkadar keilmiahan rendah dan telah 
keluar dari batasbatas  keimanan. Menurutnya, ajakan Nasr Hamid kepada umat 
Islam  untuk membebaskan diri dari kekuasaan teks merupakan sebuah ajakan  
untuk meninggalkan Al-Qur’an dan Sunnah. 
Opini tentang kekafiran Nasr Hamid oleh Dr. Syahin  dikumandangkan ke 
seluruh Mesir melalui koran, majalah, bahkan  dijadikan tema dalam khotbah 
jum’at di Masjid. Selanjutnya penilaiannya,  diikuti oleh penulis-penulis taqrir 
(penilaian) lainnya seperti Dr.  Muhammad Baltaqi, Dr. Ismail Salim, Dr. Sya’ban 
Ismail, Dr.  Muhammad Syu’kah. Hal ini memaksa pengadilan menjatuhkan vonis  
“murtad” dan harus bercerai berai dengan istri tercintanya, serta  konsekuensi-
konsekuensi lain dari kemurtadan.19 
Kasus Nasr Hamid membuat gempar Mesir dan dunia Islam pada  
umumnya. Namun di tengah rintangan yang bertubi-tubi menimpa dirinya,  
malahan tidak menyurutkan minatnya menghasilkan karya-karya ilmiah  
kontemporer. Bahkan mendapat penghargaan dari presiden Tunisia  sebagaiThe 
Republican Order of Merit for the Service to Arab Culture.  Kemudian dalam 
bukunya al-Mar’ah fi al-Kitab al-Azmah (Perempuan  Dalam Wacana Krisis). Ia 
melakukan kritik terhadap wacana patriarkhal  tradisional tentang umumnya 
perempuan-perempuan di dunia Arab Islam.  
Pemikiran Nasr Hamid, juga tidak dapat lepas dari konteks  wacana agama 
kontemporer dalam menyikapi turats (warisan intelektual)  dan gelombang tajdid 
(pembaharuan). Wacana keagamaan dihadapkan  pada posisi dilematis antara 
memperhatikan identitas diri dan modernisasi.  Desakan dari proses modernisasi, 
telah memunculkan reaksi kuat dari  kelompok Islam radikal dengan menyerukan 
diterapkannya syari’at Islam  dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara di sisi 
19Moch. Taufiq Ridho, Analisis Metode Kontekstual,.hal. 4. 
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lain juga muncul  tuntutan untuk menjadikan Islam sebagai basis ideologi. Seruan 
ini  dilakukan oleh Islam moderat sebagai umpan balik dari Islam ekstrim. 
Nasr Hamid merupakan sosok diri yang kritis. Dari setting  keilmuannya, 
fakultas sastra dan melengkapi kerja intelektualnya dengan  perangkat metodologi 
“analisa wacana”. Semangat utamanya dalam  membaca kembali warisan-warisan 
intelektual Islam sebagai teks-teks  keagamaan yang berinteraksi dalam wacana 
tertentu yang bersifat  ideologis. Artinya, kajian tidak berhenti pada terpahaminya 
makna literal dari teks namun melangkah ke luar menguak signifikansi sosal, 
ekonomi,  politiknya.  
Seiring dengan wacana agama yang berkembang, pasca munculnya  karya 
Dawa’ir al-Khauf lahirlah beberapa karya-karya monumentalnya.  Baik hasil 
pemikirannya semasa ia di Mesir maupun selama di Belanda.  Nasr Hamid 
memandang perlu pembacaan ulang terhadap ilmu-ilmu al-Qur’an  tradisional 
secara kritis dan dilandasi kesadaran ilmiah terhadap  turats.  Ada dua tujuan 
utama dalam upayanya tersebut. Pertama,  merajut kembali hubungan antara 
kajian Al-Qur’an dengan kajian-kajian  sastra dan kajian-kajian kritis. Kedua, 
upaya mendefinisikan konsep Islam  secara objektif agar tidak terjebak dalam 
kepentingan–ideologis. Oleh karena tipologi pemikiran yang dimunculkan  
dengan pendekatan linguistik, semiotik, dan hermeneutik merupakan hal  baru. 
Adanya perbedaan penafsiran (interpretasi) dan cara pandang  terhadap wacana 
agama sebaiknya dijadikan sebagai rahmatal lil ‘alamin.  
Sebagaimana pemikir Muslim kontemporer lainnya, seperti  Fazlur 
Rahman, ‘Abid al-Jabiri, Muhammad Syahrur, dan Muhammad  Arkoun, Nasr 
Hamid Abu Zayd juga berusaha memadukan tradisi berfikir  keilmuan 
kontemporer yang telah memanfaatkan kerangka teori dan  metodologi yang 
digunakan oleh ilmu-ilmu sosial dan humaniora.  Upaya pembaharuan (al-tajdid) 
Nasr Hamid terhadap tradisi  (turats) tidak bisa dilepaskan dari konteks wacana 
keagamaan  kontemporer, terutama di dunia Arab–Islam. Menurutnya kesadaran 
ilmiah  terhadap tradisi akan dapat melahirkan perangkat yang efektif dalam  
melawan gagasan konservatisme dan merupakan prasyarat mendasar bagi  
keberhasilan kebangkitan dan pembaruan. Gagasan pembaruan itu  diwujudkan 
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ketika umat Islam terbingkai –dalam bahasanya Nasr Hamid–  dalam peradaban 
teks. Oleh karena itu, menurutnya salah satu upaya  mengubah pandangan umat 
Islam, termasuk dalam memandang  perempuan, adalah dengan melakukan 
pembacaan dan penafsiran ulang  terhadap teks-teks keagamaan. 
Dalam konteks ini, wacana agama menghadapi tantangan dari  proses 
modernisasi. Di mana pada tingkat sosial, ekonomi, politik,  kultural, dan 
intelektual telah memaksa mereka bersikap moderat atas  nama pembaruan dan 
menjadikan Islam sebagai basis ideologinya.  Tentunya fenomena ini tidak saja 
berimplikasi pada tingkat sosial,  ekonomi, budaya, dan politis, tetapi juga pada 
teks-teks keagamaan itu  sendiri. Teks lalu berubah fungsi (menjadi konsumsi 
sosial, politik, dan  kultural) dan pembacaan teks menjadi tidak produktif 
(muntijah) tetapi   tendensius–ideologis (mugridah–talwiniyyah). Nasr Hamid dari 
sisi pemikiran banyak dipengaruhi oleh para  pemikir yang mengikuti trend kritik 
sastra sebagaimana telah disebutkan  pada sejarah singkat, karier akademik dan 
karya-karyanya. Perspektif yang  paling mendesak dalam kajian susastra 
(balaghoh) adalah wacana tentang  majas yang menghendaki analisis historis yang 
independen, terutama jika  dikaitkan dengan signifikansi Al-Qur’an dalam 
membentuk ungkapan  sastra yang unggul (al-i’tibar al-baligh).  
Nasr Hamid juga pernah belajar dari Sayyid Qutbh (1906–1966),  
pemimpin gerakan islamis moderat (Al-Ikhwan Al-Muslimin). Tetapi  pemikiran 
Sayyid Qutbh tidak dikembangkan oleh Nasr Hamid. Bahkan pada  akhirnya dia 
tidak sepakat dengan pola pikir yang dikembangkan oleh  organisasi tersebut. Dan 
dia lebih condong pada pemikiran kelompokkelompok  sekularis yang diwakili 
oleh Syaikh ‘Ali ‘Abd al-Raziq, Thoha  Husayn, Zaki Najib Mahmud, Mahmud 
Nuwayhi, Muhammad ‘Abduh, Fu’ad  Zakariya, Faraj Fudah, Muhammad Sa’ad 
Al-‘Asymawi dan Hasan Hanafi.  Artinya, latar belakang dari lingkungan tempat 
ia bertempat  tinggal dan universitas Kairo yang menjadikan pergulatan bagi 
tumbuh  berkembangnya pemikiran, ditambah lagi berkecimpungnya dengan teori  
interpretasi dan hermeneutika Barat sangat berpengaruh dalam membentuk  corak 
pemikiran yang dikembangkan melalui perangkat analisisnya.  
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Berawal dari pergulatannya mencari jati diri dalam hal pemikiran  maka 
muncullah semangat untuk melakukan pembacaan ulang (rereading)  terhadap 
Islam secara objektif. Mengingat “teks-teks keagamaan”  seperti karya-karya 
Imam Madzhab merupakan warisan intelektual Islam  yang dibentuk dalam 
bingkai historis dan idiologis dalam konteks sosio–  kultural saat itu. Seiring 
dengan perubahan waktu dan jaman, tidak  mungkin saat ini memahami Islam 
sebagaimana yang dipahami Imam  Madzhab tersebut. Oleh karena itu diperlukan 
pembacaan kembali warisanwarisan  intelektual (turats) untuk dapat diperoleh 
signifikansi sosial, ekonomi dan politiknya sehingga pengertian dan pemahaman 
objektif terhadap  Islam dapat diwujudkan.  
Dengan berbagai pendekatan barunya, terutama bidang linguistik,  Nasr 
Hamid berusaha memahami teks dengan pemahaman ilmiah, bukan  pemahaman 
yang gaib–mitologis. Ia memperlakukan teks (nash) sebagai  produk budaya 
(muntaj tsaqafi), yang berpijak pada metode yang dilandasi  realitas dalam 
memahami teks dengan analisis kritisnya. Maka dialektika  antara teks dan realitas 
budaya diistilahkan dengan semiotika Al-Qur’an. Pembacaan teks yang dilakukan 
Nasr Hamid Abu Zayd dilakukan secara kontekstual dengan cara membedakan 
antara makna historis yang diperoleh dari konteks ayat dan signifikansi yang 
diindikasikan oleh makna dalam konteks sosio historis penafsiran pada sisi yang 
lain.20 
Menurut Nasr Hamid ada dua asumsi dasar yang dibangun dalam 
menafsirkan teks al-Qur’an. Pertama, teks – teks agama adalah sama dengan teks-
teks bahasa yang didalamnya mengandung budaya. Kedua, umat islam memiliki 
otoritas mutlak untuk memahami teks sesuai dengan konteks saat ini sesuai 
dnegan arus perubahan zaman.21 
Karya-karya intelektual beliu merupakan gambaran utuh dari cara berpikir 
beliu yang mendasarkan pada perspektif yang filosofis dengan pandangan yang 
multidispliner. Beberapa karya beliu adalah disertasi doctor dengan judul “ 
Falsafat al-Ta’wil: Dirasah fi Ta’wil al-Qur’an inda Muhyy al-Din Ibn ‘Araby 
20Moch. Taufiq Ridho, Analisis Metode Kontekstual., hal. 7. 
21  Ahmad Fauzan, “Teks Al-Quran dalam Pandangan Nashr Hamid  Abu Zayd”, Jurnal 
KALIMAH, Vol. 13 No. 1 Maret 2015, hal. 67. 
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(Filsafat Ta’wil: Studi Hermeneutika  Al-Qur’an Muhy al-Din Ibn ‘Arabi), 
Mafhum al-Nash: Dirasah fi Ulum al-Quran, artikel-artikel keagamaan yang 
kemudian dikompilasi dalam sebuah buku Naqd al-Khitab al-Dini (Kritis atas 
Wacana Keagamaan), Karya lain beliu terkait dengan studi perempuan adalah 
buku yang berjudul “ Al-Mar’ah fi al-Khitab fi al-Azmah (Perempaun dalam 
Wacana Krisis), Karya Dhawa’ir al-Khauf : Al-Qiraah fi al-Khitab al-Mar’ah 
(Lingkaran Ketakutan Pembacaan atas Wacana Perempuan).22 
 
2. Perspektif Nasr Hamid Abu Zayd tentang Keadilan Gender 
Dalam pandangan Nasr Hamid Abu Zaid, perempuan adalah setara dengan 
laki-laki dalam kapasistas satu entitas sebagai manusia dan sebagai hamba Allah 
SWT.Terbukanya ruang yang bagi manusia baik laki-laki dan perempuan dalam 
berbagai sector kehidupan menjadikan ruang kompetisi tidak lagi berdasarkan 
jenis kelamin, tetapi kualifikasi akademik dan professional seseorang. Realitas 
social masih mempersepsikan perempuan pada posisi subodinatif  sehingga 
perempuan dibatasi peran-peran publiknya dan seorang perempuan dituntut untuk 
bisa menyesuaikan dengan tuntutan social yang kurang adil terhadap dirinya 
karena kuatnya idiologi patriarkhis dan tafsir teks keagamaan yang bias gender.23 
 
Sebelum masuk pembahasan, perlu dijelaskan lebih dahulu bahwa  yang 
dimaksud dengan istilah dekonstruksi gender ini bukanlah meninjau  kembali 
apakah gender dalam Islam diperlukan atau tidak. Akan tetapi, ia  lebih diarahkan 
kepada penyorotan benang kusut posisi dan peran perempuan,  baik dalam ranah 
domestik maupun publik, dengan mengajukan sebuah  kerangka gagasan dari 
nilai-nilai humanisme. Tentunya dalam hal ini, tidak  bisa lepas dari pembacaan 
kembali (re-reading) terhadap Al-Qur’an sebagai  kitab suci dengan semangat 
pembebasan.  
Makna-makna patriarkis dan misoginis yang diklaim berasal dari 
AlQur’an  merupakan hasil dari siapa, bagaimana, dan dalam konteks apa orang  
22Moch. Nur Ichwan, Meretas Kesarjanaan., hal. 23-25. 
23 Nasr Hamid Abu Zaid, Dekonstruksi Gender: Kritik Wacana Perempuan dalam Islam 
(SAMHA-PSW IAIN SUKA: Yogyakarta, 2003), hal. 159-160 
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membaca dan menyimpulkannya. Makna-makna itu juga terkait erat dengan  
peran masyarakat penafsir dan negara dalam membentuk pengetahuan dan  
otoritas keagamaan yang memungkinkan diterapkannya model pembacaan yang  
patriarkis dan misoginis. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa praktek  
kebudayaan Muslim yang selama ini bercorak patriarkis dan misoginis pada  
dasarnya bukan bersumber dari teks kitab suci melainkan dari penafsirannya.  
Kritik Nasr Hamid atas wacana perempuan dalam Islam merupakan  bagian dari 
upaya dekonstruksi gender-nya yang dapat dijumpai dalam master  piece-nya 
Dawair al-Khauf: Qira’ah fi Khitab al-Mar’ah, 
Upaya dekonstruksi gender oleh NasrHamid Abu Zayd meliputi issu 
penting  dalam wacana feminisme Muslim. Diawali dengan prolog yang meninjau 
kembali kisah Adam dan  Hawa yang berkembang dalam masyarakat, dengan 
melakukan kritik terhadap penafsiran at-Tabari  terhadap kisah itu yang 
dianggapnya banyak bersumber dari Bibel. Hal ini menghantarkan  dekonstruksi 
gender-nya yang terbagi dalam dua bagian, yakni pertama: perempuan dalam 
wacana  krisis. Bagian kedua; kekuasaan dan hak: idealitas teks dan krisis realitas. 
Yang masing-masing  terdiri dari beberapa bab.  Menurutnya, di dalam penekanan 
wacana “ekualitas”  (al-musawah) dan “kemitraan” (al-musyarakah) adanya rasa 
superior, yakni  wacana tentang sentralitas laki-laki. Ketika perempuan dikatakan 
mempunyai  posisi sejajar maka yang dimaksud adalah kesejajaran yang diukur 
dengan ukuran  laki-laki. Ketika perempuan dibolehkan bekerjasama maka yang 
dimaksud  adalah bahwa ia mengabdi kepada laki-laki.  
Kritik Nasr Hamid terhadap wacana perempuan dalam Islam  dilakukan 
melalui ijtihadnya mengenai pemahaman, interpretasi dan tafsir  aqidah berangkat 
dari kesadaran yang tidak mungkin diingkari oleh kaum  muslimin, baik historis, 
sosiologis, politis, intelektual, dan kultural. Dengan  mempublikasikan kajian-
kajian mengenai metodologi tafsir dan takwil di  dalam budaya Arab-Islam pada 
satu sisi dan Barat-Kristen pada sisi yang  lain. Nasr Hamid melontarkan kritik 
sebagai implementasi dari ijtihadnya  itu dengan bahasa yang terang-terangan 
tanpa ditutup-tutupi sebagaimana  pengakuannya dalam pengantar buku. Di dalam 
keterusterangannya ia  berpijak pada dua titik tolak utama. Pertama, kepercayaan 
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yang mendalam  akan solidaritas Islam dan kekuatannya dalam jiwa manusia jika 
didasarkan atas akal dan kekuatan argumen dan lemah serta kacaunya Islam. 
Kedua,  dengan adanya iman pada diri seseorang tidak menjauhi pemahaman,  
penjelasan dan interpretasi karena kepastian-kepastian iman keagamaan adalah  
aqidah dan ibadah. Adapun pengujian dan hipotesis dilakukan melalui dua  
pendekatan: pertama, membaca apa yang ditulis ulama terdahulu. Kedua,  
memperbincangkan pendapat-pendapat mereka dalam perspektif kontemporer.  
Dengan demikian, kajian gender tentang perempuan dalam Islam  mutlak 
dilakukan pembacaan ulang. Bahwa selama ini kajian gender yang  terkodifikasi 
hanya sekedar kutipan dan ringkasan dari apa yang sudah  dilakukan ulama 
terdahulu, semisal dari an-Nawawi dalam kitabnya, Uqudul  Lujain fi Bayani 
Huquqi Zaujain, tanpa mau melihat setting sosialnya, di  mana tantangan kultural 
dan sosiologis masa sekarang sangat berbeda jauh  dari tantangan yang pernah 
dihadapi pada masa silam ketika tersusunnya  karya tersebut.  
Realitas adanya perubahan kondisi sosial dan membaiknya  kedudukan 
perempuan dalam masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan  untuk 
membaca teks-teks keagamaan dalam makna historisnya dengan  maksud 
menemukan esensi dan mengungkapkan yang tetap (immutable),  ketentuan-
ketentuan yang tidak bisa berubah (unchangeable dictates) yang  tersembunyi di 
balik kesementaraan dan perubahan. Konteks sosio-kultural mempunyai andil 
besar dalam menafsirkan  sebuah kitab ( Al-Qur’an). Ketika “teks” harus dipaksa 
untuk berpisah dengan  kondisi obyektif-historisnya ke dalam wilayah politik 
untuk melindungi dari  kehancuran dan kemusnahan. Sehingga dalam kondisi 
seperti ini, Al-Qur’an  akhirnya hanya menjadi mushaf yang kering dan 
terpisahkan antara teks dan realitas. Al-Qur’an itu sebenarnya historis meski di 
dalamnya ada kehendak  Tuhan yang suprahistoris. Al-Qur’an itu sendiri historis 
karena diturunkan di tanah  Arab dengan menggunakan bahasa Arab yang 
digunakan saat itu.  
 
Dimensi sejarah yang dimaksud oleh Nasr Hamid berkaitan dengan  
historisitas konsep-konsep yang dilontarkan teks melalui aspek tersuratnya.  
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Historisitas bahasa, terletak pada sosiologitasnya. Dengan membaca konsep  
historisitas bahasa Nasr Hamid, dapat dipahami bahwa dimensi sosial sangat  
berpengaruh terhadap karakter teks, dan apabila dimensi sosial ini diabaikan maka  
makna teks juga akan terabaikan. Ia juga memberi catatan bahwa berpegang teguh  
pada historisitas teks bukan berarti menunjukkan ketidakmampuan teks untuk  
memproduksi makna, atau tidak mampu untuk berbicara pada masa berikutnya 
atau  kepada masyarakat lain. Hal ini disebabkan dalam melakukan pembacaan 
teks  didasarkan pada dua mekanisme yang integral, yakni: menyembunyikan (al-
ikhfa’)  dan menyingkap (al-kasyaf).33 Dalam artian menyembunyikan sesuatu 
yang tidak  substansial dan menyingkap sesuatu yang substansial.  
Seperti halnya pendapat ulama-ulama Islam klasik maupun modern,  Nasr 
Hamid apabila dilihat dari corak pemikirannya tidak berbeda dengan  Barlas yang 
tetap berpendapat bahwa Al-Qur’an sebagai wacana suci pada  dasarnya adalah 
wacana yang tidak bisa ditiru, diganggu dan diperdebatkan,  namun pemahaman 
(tafsir) terhadap kitab suci tersebut bisa diperdebatkan.  Pandangan demikian 
mengingatkan pada pandangan seorang tokoh –  sebagaimana deskripsi Syafiq 
Hasyim– dalam sebuah pengantar mengutip  pendapat Abdul Karim Soroush yang 
memisahkan antara agama (religion) dan  pengetahuan agama (religious 
knowledge). Kalau agama adalah kebenarannya  tidak bisa diganggu gugat, 
sedangkan pengetahuan akan agama adalah bentuk  penafsiran seseorang terhadap 
agama tersebut, yang kebenarannya sangat  relatif dan bisa diperdebatkan. 
Menurut  Nasr Hamid, kedudukan tidak setara antara laki-laki dan perempuan 
yang  terdapat dalam Al-Qur’an lebih didasarkan atas hubungan- hubungan  
patriarkhal kesukuan.  
3. Argumen Yuridis-filosofis Hukum Waris Islam adil gender Nasr Hamid 
 Dalam pandangan Nasr Hamid Abu Zayd, konsep hukum waris Islam 
bertumpu pada konsep dekonstruksi kultural masyarakat para Islam yang tidak 
memberikan apresiasi manusiawi kepada perempuan dan orang-orang lemah 
yakni anak-anak kecil.Hak waris pada waktu itu hanya dimiliki oleh kaum laki-
laki yang mampu berperang, sedangkan perempuan tidak memiliki hak warisan 
sedikitpun. Bahkan dalam tradisi masyarakat tertentu, naka-anak perempuan 
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dikubur hidup-hidup dan memperkenankan seorang perempuan yang ditnggal 
mati suaminya  untuk diwariskan sebagaimana benda. 
 Kehadiran islam memberikan spirit kemanusiaan baru bagi perempuan 
dengan memberi hak mewarisi harta peninggalan bapak atau suaminya. Tawaran 
revolusi kebudayaan  dengan mendekonstruksi sisten nilai yang 
mensubordinasikan perempuan pada awalnya berat diterima oleh muslim awal. 
Keyakinan mereka dalam soal waris mendasarkan pada prinsip “ Kita tidak 
memberikan warisan kepada oarng yang tidak bisa menunggang kuda, tidak 
kepayahan dan tidak melukai musuh”. 24 
 Dalam pandangan Nasr Hamid, bagian anak laki-laki yang memperoleh 
bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan adalah bagian batas maksimal 
(had al-aqsa) yang tidak boleh melampaui batasan bagian maksimal itu, sekaligus 
larangan memberikan bagian lebih sedikit dari setengah bagian laki-laki untuk 
anak perempuan. Hudud Allah berupa batsan-batasan hukum mnyiratkan perlunya 
pembagian yang sama antara laki-laki dan perempuan Persamaan adalah adanya 
keserasian bagian antara batas maksimal bagi laki-laki dan batas minimal bagian 
perempuan sebagaimana batas-batas yang sudah dbuat Allah.25 
 Nasr hamid Abu Zayd mengkritik para penafsir teks yang terpenjara oleh 
dan makna literal kata hudud / batasan normative teks yang tidak boleh dilanggar 
makna teksnya.Dalam pandangan nasr Hamid Abu Zayd, dengan menggunakan 
teori matematika kontemporer bahwa “batas” itu seperti gerakan diantara dua titik. 
Titik pertama adalah titik terbawah, sedangkan titik yang lain adalah titik teratas. 
Selanjutanya Ia menyatakan bahwa pewarisan perempuan yang setengah bagian 
dari laki-laki adalah batas minimal yang bisa bergerak keatas sampai batas sama 
dengan bagian laki-laki. Artinya, larangan al-Qur’an – dalam masalah ini dan juga 
dalam masalah lain – terhadap perbuatan melampau batas-batas (hudud) Allah 
adalah larangan terjadap perbuatan melampaui batas minimal ke bawah. Larangan 
24 Nasr Hamid Abu Zaid, Dekonstruksi Gender., hal. 207-208. 
25  Nasr Hamid Abu Zaid, Dekonstruksi Gender., hal. 211 
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ini tidak berkaitan dengan gerekan dari bawah (batas minimal) menuju keatas 
sehingga batas persamaan pembagian.26 
 Menurut Nasr Hanid, persoalan pembagian harta warisan  memiliki 
dimensi konsep ‘tribalisme” dan islam hadir untuk mendekonstruksi tibalisme 
dengan fundamen keagamaan dengan semangat egalitarianism menjadikan 
perempuan sebagai pribadi otonom dan bermartabat serta diakui nilai 
kemanusiaanya. 
C. Refleksi Teoritis Tawaran Shahrur dan Nasr Hamid dalam 
pengembangan Hukum waris Islam Di Indonesia 
   Agama dan keadilan gender dewasa ini menjadi salah satu isu 
penting yang diperbincangkan oleh semua elemen masyarakat termasuk kaum 
agamawan. Arus modernitas meski menciptakan perubahan-perubahan cara 
pandang tentang perempuan, tetapi tidak sepenuhnya berperan mengikis 
perlakuan diskriminatif terhadap mereka. Realitas ketimpangan gender ini 
tidak hanya dialami bangsa Indoensia tetapi juga fenomena umum bangsa-
bangsa di dunia yang tergambar dari banyaknya regulasi yang dibuat oleh 
Negara justru bias gender.27 
Literatur klasik Islam pada umumnya disusun di dalam perspektif 
budaya masyarakat androsentris, di mana laki-laki menjadi ukuran segala 
sesuatu (man is the measure of all things). Literatur itu hingga kini masih 
diterima sebagai “kitab suci” ketiga setelah al-Qur’an dan hadits. Kitab-kitab 
tafsir dan fiqh yang berjilid-jilid, yang disusun ratusan tahun lalu kini terus 
dicetak ulang, bahkan diantaranya melebihi kitab-kitab kontemporer. Literatur-
literatur klasik Islam, kalau diukur dengan di dalam ukuran modern, banyak 
diantaranya dapat dinilai sangat bias gender. Para penulisnya tentu tidak bisa 
disalahkan karena ukuran keadilan gender (gender equality) menggunakan 
paradigma dan persefsi relasi gender menurut kultur masyarakatnya. Mengkaji 
literature klasik tidak bisa dipisahkan dengan rangkaian kesatuan yang koheren 
terutama antara penulis dan background social budayanya. Di sinilah perlunya 
26  Nasr Hamid Abu Zaid, Dekonstruksi Gender., hal.287. 
27 Husein Muhammad, Perempuan, Islam dan Negara (Qalam Nusantara: Yogyakarta, 
2016), hal. 119. 
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metode hermeneutika sebagai model pembacaan teks secara tepat dan tidak 
tercerabut dari makna konteksnya.    
Seorang pembaca teks harus mampu masuk ke dalam lorong masa 
silam, seolah-olah sezaman dan akrab dengan sang penulis teks, memahami 
kondisi objektif geografis dan latar belakng social budayanya, karena setiap 
penulis teks adalah anak zamannya. Setelah itu si pembaca sudah mampu 
melakukan apa yang diseut W Dilthey sebagai verstehen, yaitu memahami 
dengan penuh penghayatan terhadap teks, ibarat sang pembaca keluar dari 
lorong waktu masa silam, lalu mengambil kesimpulan.28 
Pada bagian lain Nasarudin Umar berusaha memetakan peta 
intelektual Timur Tengah tempat di mana risalah Islam pertama kali diajarkan 
kepada ummat manusia. Menurutnya, maskulinisasi epistemologi sudah 
berlangsung lama di kawasan Timur-Tengah. Jauh sebelum al-Qur’an 
diturunkan, dunia epistemologi sudah dipengaruhi kosmologi, mitologi dan 
peradaban kuno yang cenderung misoginis. Citra perempuan di kawasan ini 
sangat buruk. Beberapa mummi perempuan ditemukan di Mesir menggunakan  
celana dalam besi yang digembok dan bersepatu besi yang berat dan berukuran 
kecil untuk membatasi perjalanan perempuan. Mitologi Yunani 
menggambarkan perempuan sebagai iblis betina (female demon), yang selalu 
mengumbar nafsu. Tradisi Yahudi-Kristen (Judeo-Cristianity) memojokan 
perempuan sebagai penyebab dosa warisan dalam drama kosmik, perad ban 
Sasania-Zoroaster menyembunyikan perempuan menstruasi di goa-goa gelap 
yang jauh dari perkampungan, dan peradaban Hindu yang memprabukan 
(membakar hidup-hidup) para isteri di samping suaminya yang meninggal. 
Citra diri seorang perempuan dalam khazanah tafsir klasik masih bias 
dengan titik sentuh penafsiran yang bias gender dengan memosisikan 
perempuan sebagai mahluk yang inferior, lemah dan mewarisi 
kejahatan.Dalam pandangan Amina Wadud para penafsir lebih melihat 
perbedaan esensial laki-laki dan perempuan dari segi penciptaannya, kapasitas 
28 Nasarudin Umar, “Metode Penelitian Berperspektif Gender Tentang Literatur Islam”, 
dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk, Rekonstruksi metodologis W acana Kesetaraan Gender dalam 
Islam, (Jogjakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga-McGill-ICIHEF-Pustaka Pelajar, 2002). 85-86. 
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dan fungsinya dalam masyarakat dan ganjaran yang harus diterima olehnya 
dihari akhir nanti. Konsekuensi logis dari interpretasi yang bias ini 
menghasilkan satu stigma bahwa perempuan tidak pantas memikul tugas-tugas 
tertentu atau peranan dalam berbagai bidang di masyarakat (public domain) 
seperti dalam hal kepemimpinan politik.29 
Dengan demikian interpretasi teks agama menjadi salah satu faktor 
determinan terbangunnya idiologi patriarkhi dengan menempatkan laki-laki 
sebagai realitas / entitas yang unggul (superior). Salah satu yang lebih 
mengkhawatirkan lagi adalah hasil interpretasi teks agama itu oleh sebagian 
muslim dianggap sebagai teks agama itu sendiri sehingga dianggap sakral, 
mutlak dan final. Padahal hasil interpretasi teks itu pada dasarnya adalah 
relatif dan bersifat dinamis sesuai dengan watak tafsir itu sendiri yang selalu 
bergerak sesuai dengan ritme perubahan ruang dan waktu.30 Normatifitas teks 
hakikatnya netral dan responsif gender, tetapi historisitas penafsiran terhadap 
teks justeru seringkali bias gender dan mendistorsi pesan humanisme teks itu 
sendiri. 
Dalam upaya pembacaan teks keagamaan yang responsive gender 
khususnya terkait dengan hukum pembagian harta warisan tawaran 
Muhammad Syahrur dan Nasr Hamid Abu Zayd sangat signifikan untuk 
dicermati.Baik Syharur maupun Nasr mencoba memahami teks tidak 
melepaskan dari akar historisnya dan selalu didialogkan dengan konteks social 
sekarang ini.Dialektika teks dan konteks menjadi landasan yang padu dalam 
melakukan interpretasi. 
Pandangan diskriminatif terhadap perempuan dalam teks klasik bahkan 
teks kontemporer sekalipun mudah dijumpai yang menempatkan perempuan 
29 Amina Wadud Muhsin, "Al-Qur'an dan Perempuan" dalam Charles Kurzman (ed) 
Wacana Islam Liberal Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global (Jakarta: 
Paramadina, 2003),  hal.193. 
30 Untuk membedakan antara teks dan hasil interpretasi terhadap teks, Amin Abdullah 
dalam kata pengatar bukunya Studi Agama Normativitas atau Historisitas membuat satu rumusan 
pembedaan dengan menyebut Islam Normatif dan Islam Historis. Islam Normatif adalah 
akumulasi doktrin Islam yang ada didunia teks sehingga ia sacral dan kebenaranya mutlak. 
Sedangkan hasil interpretasi terhadap teks disebut Islam Historis yaitu Islam yang dipahami dan  
dipraktikan dalam sejarah tertentu sehingga bersifat relative dan dinamis. Amin Abdullah, Studi 
Agama Normativitas atau Historisitas (Jogjkarta: Pustaka Pelajar, 1996) hal. V.-VI. 
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secara teo-kosmologis diposisikan sebagai mahluk kelas dua. Setereotipe 
terhadap perempuan misalnya dalam Tafsir At-Thabari jelas sekali tergambar 
terkait dengan drama kosmis kejatuhan Nabi Adam dari sorga yang disebabkan 
oleh Hawa isterinya. Oleh karena itu Hawa sebagai wakil perempuan 
diposisikan sebagai mahluk yang kehadiranya sebagai sumber fitnah dalam 
kehidupan.31 
Membincangkan upaya reinterpretasi hukum waris dalam Islam secara 
teoritis dan metodologis sebagai sesuatu yang bisa 
dipertanggungjawabkan.Secara material, hukum kewarisan lebih dominan 
unsur mu’amalahnya karena bersinggungan langsung dengan hukum perdata.32 
Oleh karena itu  sangat memungkinkan untuk dilakukan ijtihad baru dengan 
mempertimbangkan dimensi lokalitas budaya di mana hukum  tersebut akan 
diaplikasikan. Dalam hal hukum mu’amalah umat Islam diberi keleluasaan 
untuk berijtihad dengan pendekatan rasional dan mempertimbangkan aspek 
sosiologis. Hal ini berbeda dengan hukum peribadatan yang dilarang untuk 
diperbaharui (modifikasi) karena ia bersifat tauqifi dan ta’abuddi sebagai 
bagian dari agama yang bersifat dogmatis. 
Dengan memposisikan hukum waris sebagai bidang mu’amalah, maka 
yang perlu kita tangkap bukan semata-mata ketentuan positif bagian masing-
masing ahli waris tetapi jiwa dari ayat ini yaitu pembagian harta warisan secara 
adil.Formulasi bagian-bagian warisan bisa ditempatkan sebagai 
instrumen/wasilah untuk mencapai ghayah (final goal) dari ketentuan hukum 
tertentu. Konsep dasar ghayah kapanpun, di manapun, pada setting budaya 
apapun tidak akan berubah karena itu merupakan inti syari’ah. Sedangkan alat 
pencapaian ghayah (wasilah) adalah sesuatu yang  bersifatpartikular  dan oleh 
karenanya dapat berubah sesuai dengan tuntutan sosial dan dinamika zaman 
yang selalu berubah. 
31KH. Husein Muhammad, "Tafsir Gender dalam Pemikiran Islam Kontemporer" dalam 
Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia, Adnan Mahmud (Eds) (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 
2005). hal. 103-104.  
32Munawwir Sadzali, Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan, (Jakarta : UI Press, 
1998), hlm. 23 
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Menurut Syafrudin Prawiranegara, dalam ilmu hukum terdapat dua sifat 
hukum yaitu  compulsory law (dwingend recht) yaitu hukum yang berlaku 
secara mutlak dan voluntary law (vrijwillig recht) yaitu hukum yang berlaku 
kalau yang berkepentingan tidak menggunakan alternatif-alternatif lain yang 
tersedia. Menurutnya, ketentuan pembagian warisan sebagaimana dijelaskan 
dalam surat an-Nisa’ ayat 11 tergolong hukum yang voluntary law, yaitu yang 
berkepentingan bisa mengelakan berlakunya hukum yang bersangkutan dengan 
mengambil tindakan-tindakan lain yang sah menurut hukum yang berlaku.33 
Upaya reinterpretasi hukum waris dalam Islam ini secara metodologis 
bisa dicari sandaran metodologisnya dengan melihat ijtihad-ijtihad sahabat 
Umar ibn Khattab yang seringkali melahirkan polemik di kalangan sahabat. 
Banyak kasus ijtihad Umar ibn Khattab yang secara eksplisit bertentangan 
dengan makna teks karena beliau banyak memahami teks dengan berpegang 
pada makna konteksnya dengan cara menggali dasar filosofi sebuah ayat. 
Beberapa kasus menunjukan bahwa dalam berijtihad Umar ibn Khattab 
mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan maslahat sebagai inti dari 
ajaran Islam Maslahat dalam hukum waris Islam adalah keadilan.Oleh karena 
itu Spirit dasar dari hukum waris Islam adalah pembagian harta secara 
adil.Nilai keadilan manusia secara fitrah adalah keadilan yang terpancar dari 
Tuhan, sebab tuhan adalah theophany kebebasan Tuhan. Menurut Hazairin, 
nilai dasar keadilan secara prinsip di alam idea al-Qur’an bersifat immutable, 
sedangkan dunia fakta selalu berubah dan merupakan rangkaian kejadian 
temporal menuju nilai-nilai eternal.34 
Tawaran gagasan toeritis Syharur dan Nasr Hamid Abu Zayd terkait 
dengan interpretasi teks hukum kewarisan Islam dalam konteks pengembangan 
hukum kewarisan Islam memiliki relevansi dengan diskursus perlunya 
menghadirkan formulasi hukum kewarisan di Indonesia. Dalam pandangan 
Nasarudin Umar, Gagasan Shahrur dengan teori batasnya bisa menjadi 
33bid, hlm. 31-32  
34  Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam, (UII Press: Yogyakarta, 
20`15), hal. 191. 
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alternative model pembaharuan hukum keluarga islam dalam bidang hukum 
kewarisan di Indonesia.35 
Memosisikan kajian hukum waris Islam dalam kategori fikih muamalah 
menjadikan diskursus hukum kewarisan masuk pada area hukum yang bersifat 
ijtihadiyah.Pengaturan bagian-bagain ahli waris yang bersifat eksak dan 
limitative bukan berarti memnutup ruang gerak ijtihad.Banyak preseden 
historis yang bisa dijadikan pijakan ijtihad-ijtihad kreatif-inovatif hukum 
kewarisan Islam di Indonesia dengan mempertimbangkan lokalitas nilai 
keadilan kultural Indonesia berdialog dengan keadilan universal pesan-pesan 
ayat suci waris. Dialog kreatif antara nilai-nilai local Indonesia dan 
universalitas hukum kewarisan dalam konteks Indonesia akan melahirkan 
formulasi hukum kewarisan Islam Indonesia yang berpijak pada universalitas 
teks tanpa tercerabut dari akar kultural Indonesia. 
 
 
 
 
 
 
35  Nasarudin Umar, “Hukum Keluarga Kontemporer di Negara-Negara Muslim”, 
Makalah Seminar Nasional Hukum Materiil Peradilan Agama antara Cia, Realitas dan Harapan, 
Hotel Red Top Jakarta, 19 Februari 2010, hal. 14-15. 
161 
 
                                                         
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 Diskusrsus hukum waris Islam dalam perkembangan pemikiran hukum 
kewarisan di dunia islam telah menghadirkan perdebatan-perdebatan akademik 
khususnya di kalangan pemikir muslim kontemporer. Fokus kajian penelitian ini 
adalah analisis atas pemikiran dua tokoh pemikir muslim kontemporer yang 
memiliki perhatian lebih pada isu-isu keadilan gender khususnya di bidang hukum 
waris. Hasil dari temuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Secara teoritis, kajian hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari sudut 
pandang yang berbeda yaitu pada obyek hukumnya yang berkaitan 
pembagian harta benda yang lebih berdimensi hukum keperdataan dan 
lebih dekat dalam ruang lingkup kajian fiqh muamalah dan berhubungan 
dengan hukum antar pribadi. Dengan mempertimbangkan kerangka 
berfikir seperti ini, maka kajian hukum kewarisan Islam terbuka ruang 
untuk dilakukan ijtihad dan modifikasi-modifikasi hukum. Dalam 
pandangan penulis lebih dekat pada kajian muamalah yang terbuka 
kemungkinan ruang ijtihad sehingga hukum Islam bisa berdaptasi dengan 
tuntutan zaman yang selalu berubah. 
2. Menurut Syahrur, ayat-ayat tentang waris diturunkan dan diberlakukan 
bagi seluruh umat manusia secara kolektif, bukan untuk pribadi atau 
golongan tertentu. Ayat-ayat tentang waris menggambarkan aturan 
universal yang ditetapkan berdasarkan aturan matematis (teori himpunan / 
tehnk analisis / analisis matematis) dan empat operasional ilmu hitung ( 
penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian). Untuk memahami 
hukum dan aturan tentang pembagian harta warisan diperluksn ilmu bantu 
yaitu : tehnik analisis (al-handasah al-tahliliyah), analisa matematis (al-
tahlil al-riyadhi), teori himpunan (al-majmuat), konsep variable pemgikut 
(al-tabi’) dan variable peubah (al-mutahawwil) dalam matematika 
3. Menurut Nasr Hanid, persoalan pembagian harta warisan  memiliki 
dimensi konsep ‘tribalisme” dan islam hadir untuk mendekonstruksi 
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tibalisme dengan fundamen keagamaan dengan semangat egalitarianism 
menjadikan perempuan sebagai pribadi otonom dan bermartabat serta 
diakui nilai kemanusiaanya. Dalam pandangan Nasr Hamid, bagian anak 
laki-laki yang memperoleh bagian dua kali lipat dari bagian anak 
perempuan adalah bagian batas maksimal (had al-aqsa) yang tidak boleh 
melampaui batasan bagian maksimal itu, sekaligus larangan memberikan 
bagian lebih sedikit dari setengah bagian laki-laki untuk anak perempuan. 
Hudud Allah berupa batsan-batasan hukum menyiratkan perlunya 
pembagian yang sama antara laki-laki dan perempuan Persamaan adalah 
adanya keserasian bagian antara batas maksimal bagian laki-laki dan batas 
minimal bagian perempuan sebagaimana batas-batas yang sudah dbuat 
Allah. 
4. Dalam upaya pembacaan teks keagamaan yang responsive gender 
khususnya terkait dengan hukum pembagian harta warisan tawaran 
Muhammad Syahrur dan Nasr Hamid Abu Zayd sangat signifikan untuk 
dicermati. Baik Syharur maupun Nasr Hamid mencoba memahami teks 
tidak melepaskan dari akar historisnya dan selalu didialogkan dengan 
konteks sosial sekarang ini.  
B. Saran-Saran 
Mengkaji konsep hukum waris dalam dalam perspektif tokoh 
sangat menarik, karena kajian akan disuguhkan perspektif yang kaya. 
Upaya penelitian dibidang hukum waris Islam, akan lebih menarik jika 
dikaitkan dengan berbagai regulasi hukum waris yang sudah menjadi 
undnag-undang di suatu Negara (qanun). Oleh karena itu, beberapa ruang 
akademik yang masih kosong untuk ditindaklanjuti dalam sebuah 
penelitian terkait dengan implementas hukum kewarisan Islam adalah 
dengan melakukan penelitian kolaboratif berbasis pada kajian teorritis dan 
empiris.Kajian praktik hukum waris di tengah-tengah masyarakat yaitu 
kewarisan yang berbasis pada model kebudayaan local menjadi menarik 
untuk diteliti. 
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